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ABSTRAK 

Nama : Arief Budiman 
Program Studi : Magister Hukum 
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Kebijakan Spin Off Pada 

Unit Usaha Syariah 

Tesis ini mernbahas mengenai tinjauan hukum terhudap unit usaha syariah yang 
rnelakukan pemisahan atau Spin Off. Penelilian ini adalah penelitian norrnatif 
yang rnenggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah 
diperlukannya pengaturan yang lebih baik guna mengatur tetltang pemisahan atau 
Spin Off, kltususnya terhudap perseroan terbatas. Karena terhadap Unit Usaha 
Syariah pengaturan mengenai pemisahan dapat merujuk kepeda Peraturan terkalt 
lainnya, seperti Peraturan Bank Indonesia. Oleh karenanya hasil dari penelitian ini 
menyarankan agar pemerin!ah dapat menge!uarkan peraturan mengenai 
pemisahaan yang khusus mengatur perseman rerhatas. 

Kala kunci: 
Unit Usaha Syariah, Pemisahan atau Spin Off, Peraturan 

Name 
Study Program 
Judul 

: AriefBudiman 
:Magister of Law 

ABSTRAC 

:Observation of Law toward the application of spin offpnlicy to 
syarlah division 

This thesis discusses about the spin off or separation of a syariah divison on 
conventional banks. This research is a normative juridical research and analytical 
descriptive. The Results of research is suggest that it needs to be we!! regulated, 
especially for limited company. Because spin off or separation for limited 
company is not regulated well yet. This situation will create a confusion to do the 
separation. This research suggest that the regulator must create a regulation to 
eliminate this situation and condition. 

Key words: 
Syariah Divison, Separation or Spin Off, Regulation 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. LATARBELAKANGMASALAH 

l 

Perbankan yang tumbuh dan berkemhang di Indonesia mengalami pasang 

surut. Jumlah Bank yang ada pada talrun 1988, setelah Pakto 1988 diluncurkan, 

mencapai 240 bank dari awalnya 132 bank. Namun sekarang jumlah tersebut 

berkurang menjadi 131 bank1
• Memang sampai saat inijumlah bank yang terdapat 

di Indonesia masih terbanyak dibandingkan Negara-negara lain, sebagai contoh 

Negara Malaysia yang hanya memiliki 10 bank, Jepang dengan 4 baok dan 

Australia sekitar 4-6 bank. 

Jenis kegiatan perhankan di tanah air banyak didominasi oleh kegiatan 

simpan pinjarn. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perhankan (ootuk 

selaojutnya disebut sebagai Undang-undang Perhankan) dalam pasal I butir 1 

rnenyebutkan Bank adalah badan usabu yang rnenghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalarn rangka meningakatkan taraf hidup orang 

hanyak. Kegiatan tersebut dapat diartikan sebagai kegiatan simpan, yaitu kegiatan 

yang mengbimpun dana dari masyarakat bentuk slmpanan kemudian 

menyalurkannya dalam bentuk kredit. Bentuk usabu ini merupakan bentuk usaha 

yang klasik, karena tujuan dari semua pendlrian bank adalah untuk menghimpun 

dana masyarakat. 

Namun bentuk usabu perbaokan tidak banya terbatas pada bidang tersebut. 

Pasal 6 UU Perbankan menyebutkan, bahwa Usaha Bank Umum meliput~ 

dlantaranya : 

A. Menghimpun dana dari masyrakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

daposito berjangka, sertiflkat deposito, tahuugan, dan/atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu : 

1 Jnmlah Bank di Indonesia Aknn Diciutkan. ~.indoncsia.go.id. diakses pada tanggal 
8 Februari 2009 
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B. Memberikan kredit: 

C. Menerbitkan surat pengakuan barang: 

D. Membeii, menjual atau menjalin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah ~bahnya: 

!. surat-surat wesel tennasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama daripeda kebiasaan dalam 

perdagangan surat-surat dimaksud; 

2. sura! pengakuan hutang dan kertas dagang lainya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangn 

surat-surat dimaksud; 

3. kertas perbendahaman Negara dan Surat Jaminan Pernerintah; 

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 

5. obligasi; 

6. surat dagang berjangk.a waktu sampai dengan I (satu) tahun; 

7. instrument sura! berbarga lain yang berjangka waktu sarnpai 

dengan I (satu) tahun. 

E. Memindabkan uang baik untuk kepentingan seudiri maupun untuk 

kepentingan nosabah; 

F. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari. atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, balk dengan menggunakan surat, sarona telekomunikasi 

maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 

G. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berbarga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 

H. Menyediakan tempat un!uk meyimpan barang dan sural berbarga; 

I. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak; 

1. Melakokan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa elek; 

K. Membeli melalui pelelangan agunan bailc semua maupun sebagian dalam 

hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan 

agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; 
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L. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat; 

M. Menyediakan pembiayaan bagi nasabab berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; 

N. Melakukan kegiatan lam yang lazim oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang­

undangan yang berlaku. 

Kemudian dalam usaha bank, terdapat beberapa kegiatan yang dijalankan 

secara konvensional dan prinsip syariah. Kegiatan yang didasarkan prinsip syariah 

adalah, menurut UU Perbankan Pasal 1 butir 13, adalab aturan perjanjian 

berdasarkrm hukum Islam antara bank denpn pihak Jain untuk menyimpan dana 

dan/atau pembiayaan berdasarkrm prinsip bag! basil (mudharabah), pembiayaan 

berdasarkrm prinsip penyertaan modal (muzyaralr.ah), prinsip jual beli barang 

dengan memprroleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal 

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa piliban (ijarah), atau dengan edanya piliban 

pemindaban kepemilikan alas barang yang disewa dari pibak bank oleh pibak lain 

{ijarah wa iqtina). 

Dalam bank umum, kegiatan perhankan denpn prinsip syariab mulai 

banyak dipraktekkan. Sebagai contoh adalah Bank Mandiri yang mendirikrm unit 

usaha Syariah dengan nama Bank Syariab Mandiri, dan Bank BNI yang memiliki 

BNI Syariah. Namun ada juga bank yang didirikan berdedikasi terbadap prinsip 

syariah, yakni PT Bank Muamalat Syarlah Tbk. 

PT Bank Muamalat Syaiab Tbk, didirikan peda tahun 1991 dan mulai 

beroperasi pada bulan Mei 1992 dan diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI), l'emerintab lodonesia dan mendapat dukunpn dari eksponen !katan 

Cendikiawan Muslim Se-Iodonesia (!CMI) dan beberapa pengusaha muslim2
· 

Bank Muamalat merupakan cikal bakal dati Bank Syariah. Secara umum, kegiatan 

bank syariah terbagi dalam 4 kelompok besar yang masing~masing memilki 

bentuk-bentuk usahanya sendiri-sendiri, yaitu' 

1 H. Zainuddin AU,Hukum Perbankan Syariah,Jakarta: Sinar Grafika, him. 10~ I I 
1 Ibid. hlm. 21-30 
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a. Bentuk-bentuk Produk Bank Syariah 

L Pasar Modal; 

2. Reksadana Syariah; 

3. Pasar Uang dan Produk Perbaukan Syariah; 

4. Asuransi dan Dana Pensiuan Syariah; 

5. Gadai Syariah; 

b. Bentuk Penghimpuan Dana Bauk Syariah 

I. Wadi'ah 

4 

Yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu 

maupun sebagai suatu bentuk h~ .Titipan tersebut harus dljaga 

dengan baik, karena dapat diambil oleh pemilikaya sewaktu-wakta 

Titipan tersehut dapat di.rnanmatkan dan dikelola oleh peuerima titipan 

dengan menerima basil dan syarat bahwa pemberi titipan harus 

mendapatkan manli!at dari pengelolaan tersebut. 

2.Mudhnrabah 

Mudrabah adalah kerjasama antara dua pihak dimana sbahibul maal 

rnenyediakan modal sodangkan mudharib mejadi pengelola daua 

dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka4
• 

Filosofi dari Mudbarabab adalah bahwa manusia diciptakan oleh Tuban 

dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Untuk terciptanya 

keseimbangan yang berpunya atau berkelebiban membantu yang tidak 

mempunyai atau berkekurangan dengan eara yang adil. Dikenal sebagai 

profit sharing. 

3. Murabahah (pembiayaan dengan margin) 

Adalah jual beli berang pada harga asal dengan tambahan keuntungan 

yang disepakati dan tidak perlu terlalu memberatkan caJon pembeli. 

4. Bai Bi As-Saman 'Ajil 

Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepak:ati antara bank dengan 

nasabahnya, yaitu pihak bank menyediakan dana pembelian 

4 http://www.syari3hmAAdiri.eo.id/syariaMnudharabah.php. diakses tanggalli February 2009 

UNIVERSITAS INDONESIA Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH UI, 2009



5 

bacanglasset yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mendukung suatu 

usahan atau proyek 

5, Musyarakah 

Merupakan aknd kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan suatu usahah tertentu, Masing-masing pihak melakukan 

usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana (atau amalexpertise) 

berdasaraknn kesepakalan babwa keuntungan dan resiko akan 

ditanggung bersana sesuai kesepakatan kelika melak:ukan akad. Akad 

ini sering disebut sehagai profit and loss sharing. 

c. Bentuk Penyaluran Dana Bank Syariab 

L Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli; 

1.1 Pembiayaaan Murababab; 

1.2 Pembiayaan Salam; 

1.3 Pembiayaan Istislma; 

1 A Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (ijarab). 

2. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil 

2.1 Pembiayaan Musyarakab; 

2.2. Pembiayaan Mudbacahab; 

3. Pembiayaan Prinsip Akad Pelegkap 

3.1 Al-Hawalah; 

3.2 Gadai (Rabn); 

3.3 Garansi Bank (Kafalab); 

3.4 Perwakilan (Wakalah) 

d. Produk Umum Perbankan Syariab 

L Mudharabab; 

2. Murahahah; 

3. Bai Bi As-Sman 'Ajil; 

4. Musyarakab; 

5. Wadi'ab; 

6. Ijarab; 
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7. Qard A!-Hasan; 

8. Jasa Ban!c 

Jenis kegiatan yang dija!ankan o!eb Perbankan Syariab dengan Bank 

Konvensiona! tidak jauh berbeda. Hanya saja da!am prinsip bagi basil 

telahmemberikan keuntungan terSendiri bagi perbankan syariab. Sebagai bukti 

adalah ketika terjadi Krisis Moneter pada tahun 1997, di mana semua bank 

konvensional yang pada saat itu berjwnlah 240 Bank mengalarni likuidasi. Namun 

berbeda dengan kondisi yang dialami oleh perbankan syariah. 

Mereka selamat dari krisis dikarenakan Bank Syariab tidak memiliki 

kewajiban untuk membayar !amga simpenannya, melalllkan mereka banya 

membayar hagi basil yang jumlahnya sesuai dengan tingakat keuntungan yang 

diperolah dalam system pengelolaan perbankan syariah. Bagi basil lemyata 

menyelarnatkan perbankan syariab dari negative spread'. Oleh karena itu banyak 

perbankan konvensiouai yang mulai melirik usaba ataupun perbankan syariah 

Ciri khas dari perbankan atau usaba syariab dapat dilihat dari hal-hal berllrut6: 

a. Dalam menerima titipan dan investasi, ha:rus sesuai dengan fatwa 

Dewan Pengawas Syariah; 

b. Hubungan antara investor (penyimpanan dana), pengguna dana dan 

Lembaga keuangan Syariah sebagai intermediasi institution 

berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitor-kreditur. 

c. Bisnis Lembaga Keuangan Syarish bukan banya dimiliki berdasarkan 

profit oriented, tetapi juga falah or rented, yakni kemakmuran di dunia 

dan kehahagiaan di akhirat. 

d. Konsep yang digunakan dalarn transaksinya didasarkan pada prinsip 

kemitraan bagi basil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi 

komersial dan pinjam mcminjam (qaradh/kredit} guna transaksi susial 

komersiat sosial 

5 Op.cit. illm. 3 
6 Ibid. hlm. 59 
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e. Lcmbaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan 

tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam. 

Ciri yang ditonjolkan oleh Perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah 

adalah pola kemitraan yang berpegangan pada pandangan atau ajaran Islam. 

Ketika suatu transaksi digolongkan ke dalam transaksi tidak halal atau baram dan 

merugikan orang lain7 maka transaksi tersebut akan dijauh.kan. Karena transaksi 

yang dilakukan tidak hanya berpedoman pada profit oriented namun juga pada 

tujuan akhir hidup, yaitu surga Maka ketika transaksi dilakukan dan temyata 

haram serta merugikan orang lain, kemungkinan besar akan kehilangan surga atau 

tidak masuk surga. Hal-hal seperti inilah yang membedakan perbankan 

konvensional dengan perhankan atau Lemhaga Keuangan Syariah. Atas dasar ini 

hanyak perbankan konvensional melakukan atau meedirikan unit usaha syariah 

dan hahkan beberapa investor mendirikan Bank Umum Syariah. 

Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah adalah menurut 

Undang-undang No.2! Tahun 2008 Tentang Perhankan Syaraih (untuk 

selanjutnya disebut Undang-undang Syariah) Pasal I butir I Perhankan Syariah 

adaiah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaba 

Syariah, meneakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Butir 7 Undang-undang Syariah menyebutkan 

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

Prinsip Syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang 

berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cahang dari suatu 

bank yang berkedudukan di Juar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu 

syariah danlatau unit syariah, UUS berada dalarn bank urnum konvensional. 

Berheda halnya hank umum syariah, yang memang dari awal didirikan bertujuan 

untuk menjalankan usaha perbankan dengan menggnnakan prinsip syariah. DaJam 

butir !7 menyebutkan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh !embaga yang memiliki kewenangan 

dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 
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Menurut data Karim, Januari 20087
, pada tahun 2006 telah berdiri 

perbankan dan Unit Usaha Syariah sebanyak 3 Badan Usalu! Syariah, 20 Usaha 

Unit Syariah, dan I 05 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, kemudian pada tahun 

2007 ber!arnbah menjadi 6 unit usaha Syariah baru yakni BPD DIY, Bank Sulsel, 

Bank Nagari, Bank Jatim, Bank Ekspor lmpor Indonesia dan Bank Lippo Syariah, 

maka tidak mengherankan jika banyak bermunculan bentuk usalu! syariah, 

Pendirlan kegiatan usaba syariah dapat dilakukan dengan 3 (tiga} cara, yaitu1: 

I) Bank Umum yang telah memiliki UUS, mengakusisi bank yang relatif 

kecil, mengkonversinya menjadi bank syariah dan melepaskan serla 

menggabungkan UUS yang dimilikinya dengan bank barn yang telah 

dikonversi tersebut, 

2) Bank Umum Konvensional yang belum memiliki UUS, melakukan 

tindakan mengaknisisi Bank yang relatif kecil kemudiao mengkonversinya 

menjadi syariah, 

3) Melaknkan Spin (,lff(pelepasan) UUS menjadi Bank Umum Syaria!L 

Untuk butir I dan 2, Jebih dikenal dengan bentuk Akuisis~ sedangkan 

untuk Spin Off belum dikenal dan diperlukan pengaturan lebih lanjut. Adapun 

defmisi Spin Off adalah 

1) Spin Off adalah organisas~ objek atau entitas barn yang merupakan 

basil pemisahan atau pemecahan dari bentuk yang lebih besar9. 

2) "Hfstoricatly, spin of/were used lly established corporations to divest 

themselves of an underperforming division or a part of the business 

which was incompatible with the core af the parent"10 

Terjemahan bebasnya adalah: Secara historis, Spin-Off berarti 

pemisahan suatu unit usaha yang kurang baik atau unit usaha yang 

memiliki perbedaan prinsip dengan perusahaan induk. 

1 Perbankan 'Syariah 2008 : Evaluas1, Trend dan Proyeksl, 
htm://www.karimoonsulting.com/newlfikesl~.rtikel Ol nerbankan syaria!i.odf. diakses: tanggal 
9 Februari 2009 

I Ibid. 
9 bttp:/lid. wikipcdia.org/wiki/Spin-off, diakses tanggal9 Februari 2009 
1° Coporate Spin Offs and Federal Securities Law. hlip:l/www/baganlaw.com/docs/Spin·Offs.pdf, 

diakses tangga18 Februari 2009. 
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3) ''An independent company created from an existing part of another 

company through a divestiture, such as a asale or distribution of new 

shares11
" 

Terjemahan bebasnya adalah Suatu Perusahaan yang timbul dari suatu 

perusahaan lain dengan cara penjualan ataupun distribusi saham baru. 

Secara umum terlihat dari deftnisi tersebut di atas Spin-Off adalah 

kegiatan pembentukan badan bukum, organisas~ objek atau entitas baru yang 

berasal dari sebuah bentuk yang lebih besar. 

Baik dalam Undang-undang Syariah maupun dalam Peraturan Bauk 

Indonesia, tidak menjelaskan definisi atau pengertian dari Spin Off. Tetapi dalam 

Undang-undang Syariah dapat ditafsirkan bahwa Pelepasan atau lebih dikenal 

dengna, Spin Off, adalah pelepasan atau pemisahan unit usaba syariah suatu bauk 

umum konvensionai menjadi Bank Umum Syariah. 

Penafuiran in sesuai dengan Pasal 68 (I) Undang-undang Syariah yang 

berbunyi. Dalam hal Bauk Urnurn Konvensional memiliki UUS (unit Usaha 

Syariah) yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 500A. (Linaa Pulub 

Persen) dari total nilai asset induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya 

Undang-undang ini, maka Bauk Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan 

Pemisahan UUS tersebut mef1iadi Bank Umum Syariah 

Dalam pasal tersebut menetapkan syarat pelepasan UUS menjadi Bauk 

U mum Syariah, sebagai berikut : 

I. Subjek hnkumnya Bauk Umum Konvensional yang memiliki UUS 

Bank Umum Konvensional, menurut Undang-undang Syariab, adalah 

Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. Sedangkan UUS, menurut Undang-undang 

Syariah, adalah Unit Usaba Syariah atau UUS adalah unit kerja dari 

kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor 

induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaba berdasarkan 

11 bttp:!/www.investorwords,.9?m/4647/spinoif.html. d!akses pada tanggal9 Februari. 2009 
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Prinsip Syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang 

berkedudukan di luar negeri yang mdaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang 

pembantu syariah danlatau unit syariah. 

2. Bank Umum Konvensional memiliki asset ata.u telah mencapai asset 

paling sedikit 50% (Lima Puluh Persen) dari nilai asset induknya. 

Ketentuan ini untuk memberikan kepastian dan jaminan aset serta 

permodalan yang beik dan kuat bagi UUS untuk dapat berdiri sendiri. 

3. Pemisaban UUS menjadi Bank Umum Syariab wajib dilaksanakan 

selarnbat-lambatnya 15 tabun sejak barlakunya Undang-undang ini. 

Dapet diartikan babwa Pemerintah barencana untak menggiatkan sek!or 

Perbauknn Syariah. 

Namun yang patut untuk dicermati adalab proses pemisaban UUS menjadi 

Bank Umum Syariab. Pada Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tabun 

2007 (untuk selanjutnya disebut Undang-undang PT) Pasal I butir 12, yang 

dimaksud dengan Pernisahan adalab perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

Perseroan untuk mernisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan 

pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau 

sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan 

atau lebih berbeda dengan peleburan atau pengambilaliban atau merger dan 

akuisisi. Pemisahan mencetminkan adanya satu badan usaha yang memisahkan 

diri baik secara hukum maupun perikatan dari perusahaan induk dan membentuk 

perusahaan tersendiri. 

Peleburan atau pengambilalihan menurut Undang-undang PT adalah 

perbuatan hukum yang dilakllkan oleh dua Perseroanatau lebih untuk meleburkan 

did dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh 

aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum 

Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum, sedangkan 

Pengambilaliban adatah perbuatan huknm yang dilakukan oleh badan hukum atau 
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orang perseroan untuk mengambU alih saham perseroan yang mengakibatkan 

beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebuL 

Mengingat bahwa pemisahan atau Spin-Off merupakan hal yang baru di 

Indonesia, maka dirasa perlu untuk meneliti dan mengkaji secara intensif dalam 

sebuab penelitian yang berjudul : 

"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKAN 

SPIN OFF PADA UNIT USAHA SYARIAH" 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan, yaitu: 

I. Bagaimanakah penerapan kebijakan Spin-Qff pada Unit Usaha 

Syariab? 

2. Apakab permasalaban yang muncul sehubungan dengan penerapan 

Kebijakan Spin-Of!? 
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C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah untuk mendapntkan dan 

mengungkapkan sesuatu yang hendak dicapai oleh soorang peneliti12
• 

Adapun tujuan pukok penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui mengenai penerapan Kebijakan Spin-Off pada 

Perbankan Umum Syariah. 

2. Untnk mengetabui permasalahn yang timbul sehubungan dengan 

penerapan Kebijakan Spin-Off. 

Manfuat puknk dari penelitian ini adalah: 

I. Manfitat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi baban-bahan yang akan 

diberikan dalarn mala kuliab ilmu bnkum, terutarna hnkum perbankan, dan 

diharapkan juga akan berrnanfaat untuk memberikan kontribusi 

pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa tertarik dalarn masalab yang akan 

dibahas. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan infurmasi kepnda 

masyarakat mengenai Kebijakan dan Peraturan yang herlaku di bidang 

perbankan di Indonesia. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapnt memberikan infurmasi kepada 

masyarakat mengenai Kebijakan dan Peraturan yang berlaku pnda bidang 

perbankan di Indonesia. 

D. KERANGKA PEMIKIRAN 

l. Kerangka Teori 

Keberadaan Hukum dan masyarakat tidal< dapat dipisabkan. 

Keduanya saling menyatu, di mana terdapat masyarakat pastilab terdapat 

12 Sotljono Soekanto, Pengantar Penelition Hulwm, cet. 3, Jakarta: Ul Press 1986, Hlm. 9 
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pula Hukum. Hukum yang berlaku da!am masyarkat berawai dari 

kebiasaan yang kemudian tumbuh menjadi norma dan akhirnya menajadi 

hukum. Hukum itu sendiri bisa berupa hukum tertulis rnaupun hukurn 

tidak tertulis. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari 

masyarakat, kedllll!lya saling mempengaruhi. Hidup tumbuh dan hidup 

dalam masyarakat dan relasi masyarakat dipengaruhi oleh hukum, bahkan 

hukum mengatur re1asi~relasi sosial dalam interaksi dengan sosial yang 

ada, antara individu dengan individu, individu dengan lembaga dan 

sebaliknya. 

Hukwn dipandang dari sudut pandang sosiat Menwut Selznick 

hokum dilihat dari sudit pandang sosial menghasilkan 3 (tiga) urutan, 

yakni Sociological Jurisprudence, Sociology of Law dan Legal 

Sociolog)P. Menurut Sociological JurisprudenceJ hukum memfokuskan 

diri pada perbuatan dan prinsip-prinsipnya dan keberiakukan secara erektif 

pada masyarakat Para pernikir ini harus melihat bahwa hukum harus 

berjalan seiring dengan perubahan masyarakat 

Kemudian Sociology of Law, melihat bahwa hukum merupakan 

bagian dari masyarakat yang ada Hukum mcnjadi variabel dalarn 

masyarakat bersama-sama dengan variabel yang lainnya. Dalam wutan ini~ 

hokum sangat bergantung pada masyarakat. Urutan selanjutnya adalah 

Legal Sociology. Ajaran ini me:ncoba untuk tnengintegrasikan antara 

Sociological Jurispudence dengan Sociology of Law. Ajaran ini mencoba 

untuk menjadi jembatan antara ilmu normatif, Hmu hukut'l'4 dengan ilmu 

empiris. oosiologi. 

Adapun Tujuan Hokum yang diciptakan dan berlaku pada 

masyarakat di suatu Negara akan berlaku sebagai Hukum Positif memiliki 

makua keberndaan bersarna dan dilingkupi oleh jiwa rakyat yang terikat 

daJam ruang dan waktu tertentu, Hokum muncul karena adanya semangat 

atau roh rakyat yang hidup dalam tiap individu yang menghendaki adanya 

hukum tersebut Pembentukan hukum pnsitif dapat dilihat dari bukti yaitu 

11 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullan, Penganlar Ke FUsafat Hukum, Jakarta: 
Kencana Prcnada Media Group, 2007, him. J2{)-12l 
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adanya hukum tersebut Pembentukan hukum positif dapat dililiat dari 

bukti yaitu adanya pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan secara 

faktual. Pengakuan itu sebagai parasaan internal bersama yang dimiliki 

oleh rnasyarakat. Hal ini dilihat dari adanya tuntutan pemberlakuan hukum 

yang bersangkutan. Yang kedua terliliat dari sikap tindak atau perilaku 

masyarakat yang telah terjadi lama sekali dan telah menjadi fakta historis. 

Hukum positif terbentuk sesuai dengan perjalanan dan perkernbangan 

masyarakat14
. 

Melihat perkemhangan dan pertumbuhan masyarakat rnaka dirasa 

perJu untuk merancang dan menerapkan suatu hukum yang mampu 

mengakomodir atau menjembatani perkembangan dan pertumbuhan 

tersebut. Hukum dapat diliarapekan akan menghilangkan daerah abu-abu 

(Grey Area). Selain itu hukum diliarapkan untuk menjadi Jus Constitutum 

dan Jus Constituendum. 

2. Kerangka Konsepsional 

Untuk membatasi defmisi yang akan digunakan dalam melakukan 

penelitian, maka akan digunakam defmisi yang berkaitan dengan lema 

penelitian ini. 

Definisi dalam penelitian ini mencakup: 

Bank adalah badan usaba yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit danlatau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat. 

Perba:nkan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 

Bank Syariab dan Unit Usaha Syariah, mencakup Kelembagaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam 

kegiatannta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

14 Ibid, him. 137 _ 
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Bank Syariah adalah Bank yang rnenjalankan kegiatnn usahanya 

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jcnisnya terdiri ata.s Bank Umum 

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalarn kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Dewan Pengawas Syariah yang solanjutnya disebut DPS adaiah 

dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta 

mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit 

kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai 

kantor indnk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja dikantor eabang dari suatu 

Bank yang berkedudnkan di luar negeri yang melakasanakan kegiatan 

usaba secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor indnk dari kantor 

cabong pembontu syariah dan/atau syariah 

Spin-Offadalah organisasi, objek atau entitas baru yang merupakan 

basil pemisahan atau pemecahan dari bentnk yang lebih besar. 

"Historically, spin off vvere by established corporations to divest 

themselves of an underpeiforming division or a part of the business which 

was incompatible with the core of the parent". 

E. METEDOLOGI PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah 

l. Tipe Penelitian 

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian bnkum normatif. 

2. Silltt Penelitian 

Sifut Penelitian dalam penlisan ini adalah deskriptif analistis, yaitu suatu 

metode daJam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu 

kondisi) suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang, yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perW1dang­

undangan yang relevan untnk meneliti permasalahan yang ada. 
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Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi~ gamba.ran, atau lukisan secara sistematis. faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat~sifat serta hubungan antar fenomena yang 

dise!irliki"' 

3. Data 

a. Sumber data 

1) Swnber data sekunder 

Data sekunder rliperoleh dari behan-behan pustaka melalui 

kegiatan studi dokumen ynng terkait dengan pokok pembahasan. 

Data seknnder mencakup16
: 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

seperti norma atau kaidah dasar (Pembukaan UUD 1945), 

peraturan perundang-undangan serta peraturan yang dikeluarkan 

oleh Bank Indonesia seperti Peraturan Bank Indonesia. 

b) Behan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti buku-buku, basil penelitian, jumal 

dan seterusnya. 

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; 

contohnya adalah kamus, enslkloped.ia, indeks kumuiatif, dan 

seterusnya. 

b. Cara dan alai pengumpulan data 

Metode yang digunakan sebagai sumber untuk memperolah data dalam 

usaha mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Met ode Kepustakaan 

Dalam hal ini penulis mengambil acuan dati buku~buku~ tulisan­

tulisan peraturan perundang-undangna yang berkaitan dengna topik 

pembahasan. Metode kepustakaan ini dilakukan dari teori dasar 

sehubungan dengan pokok permasalaban yang dibabas. 

15 Mohammad Nazir,Metode Penelitian,cet. 3, Jakarta: Gbalia indonesia, l98S, hlrn. 63 
IIi Ibid. him. l3 
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2) Wawancara akan dilakukan dengan pejabat yang barwenang dan 

berkompeten dalam bidang ini. utuk mendukung studi penelitian 

ini. 

c. Analisis Data 

Dari data dan informasi yang telah terkumpul, akan dipilih dan 

disesuaikan dengan topik pembahasan penelitian yang relevan tentang 

hukum perbutuban. Kemudian data ini dinlah secara kualiftkatif; yaitu 

menjabarkan dengan kata~kata sehingga merupakan uraian kalairnat 

yang dapat dimengerti, dipabami dan dapat dipertanggungjwabkan 

secara alamiah 17
• 

17 Soerjono Soekanto, Op.cit hlm. 32 
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F. SISTEMA TIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (Lima) bab, di mana 

masing-masilljl bah akan diuraikan pokok pernbahasan sebagai barikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalarn bab ini akan diuraikan 6 (enam) sub bab, yaitu mengenai lalar 

belakang masalah, identiflkasi masalah, tujuan dan man.fuat penelitia.n, 

kerangka pernik~ metedologi penelitian, dan sistematika penuHsan. 

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP PERBANKAN SY ARIAH 

Dalam bab ini akan rnembahas mengenai Unit Usaha Syariah mulai dari 

sejarah, pernbentukannya dan pendiriannya dalarn perbankan umum 

K.onvensional serta proses pendirian dan pembentukan Bank: Umum 

Syariah. 

BAB Ill: KEBIJAKAN SPIN-OFFPADA BADAN HUKUM 

Bab ini akan membahas mengenai kebijakan Spin-Off Mulai dari lalar 

belakang munculnya sampai dengan penerapannya dalam perbankan. 

Selain itu akan dipaparkan mengenai manfaat penerapan Spin-Off pada 

perbankan. 

BAB VI : PENERAPAN SPIN-OFF P ADA PERBANKAN KONVENS!ONAL 

Pada bab ini akan membabas mengenai penerapan Spin-Off peda badan 

hukum perbankan. Selain itu akan diuraikan juga ruengenai penerapan 

sampai dengan mardaat yang akan diperoleh dengan pelaksanaan tersebut, 

baik negatif maupun postitif. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan terhadap keseluruhan rnateri yang 

Ielah diuraikan peda bab sebelumnya disertal dengan saran sebagai basil 
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pikiran penulis, yang diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan 

pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERBANKAN SYARIAH 

A. SEJARAH PERBANKAN 

Bank, adalah suatu kata tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Menurut 

Undang·undang Perbankan, Bank adalah badan usaba yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup orang banyak. Jika Bank adalah mengenai badan usabanya, maka 

perbeukan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. 

Perbeukan telllb ada sejak zaman Babilonia kemudian berkembang ke 

wilayah Yunani dan Romawi. Pada awalnya praktek perbankan terbatas pada 

tukar menukar uang, yang kemudian berkembang menjadi usaha menerima 

tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga 

pinjaman. Pada zaman Babilonia, praktak perbankan didominasi dengan transaksi 

peminjaman emas dan perak pada kalangan pedagang yang membutuhkan dengan 

tingkat bunga 20 % (dua puluh persen) per bulan. Bank ini disebut Bank Of 

Babylon. Kemudian mengalami perkembangan di Yunani. Praktek perbankan 

pada masa tersebut berkemhang menjadi penerima simpanan uang dari 

masyarakat untuk kemudian disalurkan pada kalangan bisnis. Pengbasilan didapat 

dengan menarik biaya dari jasa tersebut. Pada zaman Romawi, praktek perbankan 

berkembang lagi. Pada masa ini usaha perbaukan meliputi praktik tukar menukar 

uang, menerima deposito, memberl kredit~ dan melakukan transfer dana. Pada 

masa inijuga bermunculan bank-bank swasta18
. 

Lebih lanjut, era perbankan modern dimulai pada abed 16 di lnggris, 

Belanda dan Belgia. Pada masa tersebut bermunculan pengaturan mengenai 

pinjaman atau kredit. Kredit dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga} bagian yaitu 

1* Totok 8udi.santosa dan Sigit Triandaru, 8ank don Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba 
Empa~ 1986, h1m.4-6. 
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kredit penjualan, kredit wesel dan kredit taut Kredit penjualan dikhususkan untuk 

membantu pernbelian hasil-hasil panenan dan membantu para produsen, Kredit 

wesel digunakan untuk pengiriman uang keluar negeri. Kemudian kredit !aut 

dikhususkan untuk para pcmbuat. 

1. SEJARAH PERBANKAN DI INDONESiA 

Sejarnh perbankan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Hindia Belanda. 

Pada masa tersebut bank yang pertama kali berdiri adalah Bank van Leening 

tahun 1746, kemudian Neder/andsche Handel Maatschapij pada tahun 1824, De 

Javasche Bank tahun 1828, Escomplobank tahun 1857 dan Nederlandsche 

Indische Handeisbank tahun 186419
• Pada masa tersebut struktur pcreknnomian 

negara masih dipcngarnhi oleh dominasi kolonial Belanda. 

Ketika tahun 1953, melalui Undang-undang Pokok Bank Indonesia yang 

dikeluarkan pada tanggal 1 Juli !953 tahirlah Bank Indonesia Tugas Bank 

Indonesia pade waktu itu adalah untuk mengawasi hank-bank. Narnun, aturan 

pclaksanaannya sendiri tersebut haru ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 

I tahun 1955. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia telah 

membuahkan hasi~ yaitu terungkap praktek yang tidak wajar, seperti pcnyetoran 

modal fiktif atau bahkan praktek bank dalam bank. Untuk membersihkan praktek 

dan mengatasi kondisi seperti itu maka pemerintah mengeiuarkan Keputusan 

Dewan Moneter No. 25/1957 yang melarang hank·bank untnk melakukan 

kegiatan di luar kegialan perbankan. 

Seiring dengan perkembangan perbankan pada ma."a itu dan mulai 

membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia, diputuskan untuk rnelakukan 

nasionalisasi. Nasionalisasi adalah kegiatan pengarnbilalihan perusahaan· 

pcrusahaan milik Belenda, termasuk bank. Ketentuan nasionalisasi terdapat dalam 

Undang-undang Nomor 8611958 yang berlaku surut hingga 3 Desember 1957. 

Adapun bank-bank yang dinasionalisasi adalah 

a. Nationaie Handelsbank yang pada tahun 1959 menjadi Bank Umurn 

Negara (BUNEG). 

19 bttp:f/www.bi.go.id/NRirdonlvres!DIFC7FE4-7400-4A35-B04.!: 
A4596387G_10A/824/SeiarahPerbankan.Periode19531959.pdf, diakses pada tanggal2 Maret 2009 
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b. Escomprobank yang pada tabun 1960 rnenjadi Bank Dagang Negara 

(BDN), 

c. Nederlandsch Handel Maatschappif N.!' (Factory) yang pada tabun 

1957 digabungkan ke dalarn Bank Tani dan Nelayan (BKTN) yaug 

rnerupakan basil peleburan Bank Rakyat Indonesia (BRl) dengan Bank 

Tani dan Nelayan (BTN). 

Sedangkan untuk bank-bank yaug dirniliki bnkan oleh Be Ianda, pada tabun 

1950-an dinyatakan ditutup oleh pemerintah. Bank tersebut antara lain adalah 

Overseas Chinese Banldng of China, serta Hongkong and Shanghai Banking 

Corp. Berdasarkan Peraturan Pernerintab No. 2/1959. 

Perkembangan perbankan kemudian berlanjut. Pada sekita.r tabun 1959, di 

mana ekooorni dilaksanakan seca.ra terpbupin, perbankan dituntut untuk berperan 

sebagai alat perjuangan. Alas dasar tersebut muncullah doktrin "Bank Berdjoang" 

dan Bank Tungga]w . .Dalam rangka pelaksanaan Bank Tungga~ maka pada 

tanggal 17 Agustus 1965 dibentuklah bank Tunggal, yaug merupakan basil 

peleburan anta.ra Bank Indonesia dengan Bank Pemerintah. Tujuan pembentakan 

Bank Tunggal adalab agar kebijakan pemerintah di bidang mone!er dan perbankan 

dapat dijalankan secara efisien, efek!if dan terpimpin. Sejak saat itu Indonesia 

mempunyai 3 (tiga) bank pemerintah, yaitu Bank Negara Indonesia (bank 

tunggal), Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia, namun secara 

operasional terdapat 6 bank pemerintah yang berjalan sesuai dengan fungsi 

masing-mesing BNI Unit II (BKTN), BNI Unit Ill (BNI), BNI Unit IV (BUNEG), 

BNI Unit V (Bn BDN dan Bapindo. 

Sebagai akibat dari akonorni terpimpin adalab pemerintab menghentikan 

untuk sementara perizinan bagi pendirian bank umum dan bank tabungan swasta 

akibat adanya peninjauan kembali jumlab bank swasta serta adanya gejala 

persaingan tidak sehat antar bank. Kemudian pada tahun 1964, pemerintah 

membuka kembali perizinan bagi bank umum dan bank tabungan. Narnun 

perizinan bagi bank umum terbatas di luar kota basar (Jnkarta, Surabaya, 

Semarang, Baadung, Madan, Palembang dan Makassar) sedangkan tidak ada 

persyaratan bagi perizinan bank taimngan. Selain perizinan bank tersebut, 

~~~~~es pa<laum!l!gal 2 Maret 2009 
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Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada Bank asing untuk membuka 

perwakilan di Indonesia dengan ketentuan tidak diperbolehkan untuk menarik 

dana dari masyarakat dalam negeri rnelalui giro dan deposito serta ketentuan 

bahwa saham yang dikeluarkan harus atas nama WNI atau badan hukum 

Indonesia yang dimiliki oleh WNJ. Ketentuan ini diperuntukkan untuk mencegah 

penyusupan unsur asing dan menghindarl dominasi kelornpok tertentu atas bank 

swasta nasional. 

Karena kondisi politik yang rnasih tidak menentu, maka kebijakan 

perekonomian pun juga bergant~ganti. Pada tahun 1%5, Sistem Ekonomi 

Terpimpin terhenti seiring timbutnya G 308/PKI"- Tahun ini diawali dengan 

kelahiran Kabinet Ampera yang menggantikan Kabinet Dwikora, yang memiliki 

tugas untuk melaksanakan program stabilitasi dan rehabilitasi yang berkonsentrasi 

pada pengendalian inflas~ pencukupan penghidupan pangan, sandang. Dalam 

rangka tugas tersebut, maka perlu didukung oleh sektor keuangan dan perbankan. 

Sektor keuangan dan perhankan merupakan prioritas 1lla!na, dengan melakukan 

penataan kembali perbankan yang diatur dalam Undag-undang No. 14/1967 

tentang Pokok-Pokok perbankan tertanggal 30 Desember 1967 dan penataan 

kemhali Bank Indonesia mela1ui Undang-undang No. 13/1968 tentang Bank 

Sentral tertanggal7 Dcsember 1968. 

Undang-undang ini menghapuskan kebijakan Bank Tunggal. Bank 

Tunggal dibapuskan dan Bank pemerintah dimunculkan kembali. Sehingga pada 

saat selain Bank Indonesia selaku bank sentral, terdapat pula bank-bank lainnya 

seperti Bank Negara Indonesia 1946 (BNI), Bank Bumi Daya (BBD), Bank 

Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Ekspnr lmpor 

Indonesia, Bank Dagang Negara (BDN), dan Bank Pembangunan Indonesia 

(BAPINDO). Guna memperbaiki saktor keuangan dan perbankan, maka 

pemerintah pada waktu membentuk Badan Musyawarah Perbankan (BMP) pada 

tahun 1967. Tujuan pendirian BMP adalah untuk membantu pemerintah dalam 

merumuskan ketentuan tentang tata cara pend irian bank~ konsep peraturan kliring 

haru dan pendekatan guna penyelesaian perdata dalam perbankan. Kondisi di 

tahun 70an tidak menggembirakan bagi sektor keuangan dan perbankan di tanah 
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air. Kondisl inl merupakan akibat dari banyaknya jumlah bank swasta yang 

beredar di tanah air. Sehingga pemerintah bersama dengan Bank Indonesia 

melakukan upaya penertiban bank swasta melalui Program Penertiban Swasta 

Nasional. Upaya yang dilakukannya adalah dengan penghentian pemberian izin 

baru dan penyederhanaan jumlah hank dengan cara merger dengan reward dan 

enforcement. Progmm ini membuahkan basil, hank berkurang menjadi 77 di talmo 

1980 dari awalnya 129 hank pada tallUn 1971. selain mengurangi jumlah bank 

yang ada, program ini juga ditujnkan untnk menghlmpun dana masyarakat. 

Penghlmpunan dana masyarakat dilnknkan oleh Bank Indonesia dilakukan 

dengan eara mengeluarkan atau mengenalkan produk·produk tahungan seperti 

TABANAS (Tahungan Pembangunan Nasional) dan Taska (Tabungan Asuransi 

Berjangka). Selain menghlmpun dana dari masyarakat, pemerintah dan Bank 

Indonesia jnge menggiatkan program pemberian kredit kepeda masyarakat. Bank 

Indonesia mengeluarkan KLBI (Kredit Likuidasi Bank Indonesia) untuk 

menggalakkan sektor usaha kecil seperti KIK/KMKP (Kredit lnvestasi Kccil/ 

Kredit Modal Kerja Permanen). Sejarah perhankan telah memunculkan dua jenis 

perhankan, yani Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 

Menurut UU Perhankan, yang dimnksudkan Bank Umum adalah Bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan 

Prinsip Syariah yang dallUn kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah hank yang melaksannkan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang da.Jam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pemhayaran. 

B. USAHA PERBANKAN 

Usaha perbankan di Indonesia adalah mengenai penhimpunan dan 

penyaluran dana dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. 

Menurut Undang·undang Perbeukan, usaha hank dapat dihagi menjadi 3 (tiga) 

jenis usaha, yakni : 

I. Menghimpun Dana, 

2. Menyalurkan Dana, 
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3. Memberikan jasa bank lainnya. 

Jenis usaha penghimpunan dana, bank dapat melaknkan kegiatannya dengan 

berbagai cara, ynkni22 
: 

1. Dana Sendiri, 

2. Dana dari deposan, 

3. Dana Pinjaman, 

4. Sumber dana lain-lain. 

Dana sendiri berasal dari proporsi dana :sendiri. Dana ini terhitung kecil 

apabila dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktivanya, 

namun begitu dana sendiri mernpekan hal yang penting bagi kelangsungan 

nsahanya. Dana sendiri ini dikenal dengan nama istilah rasio kecukupan modal 

(capital adeqoocy ratio). Apabila CAR suatu bank terlalu rendah, maka 

kerruunpuan bank tersebut untnk bertahan pada saat mengalami kerugian juga 

rendab. 

Dana dari Deposan dapat berupa Gim, Deposito berjangka, tabungan, 

sertilifkat deposito, deposito on caU, dan rekening giro terkait. Giro adalab 

simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat deng3rl menerbitk3T! cek 

untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbnkuan, sed3rlgkan cek atau 

bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang 

dimaksud dengan Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan tauggal yang diperjanjikan 

antara deposan dengan bank. Deposito merupakan simpanan atas nama, bukan 

atas tunjuk. Tabengan adalah simpanan yang penarikarmya banya dapat dilakukan 

dengan syarat tertentu yang disepakat~ dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau 

alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Sadangk3T! sertiftkat deposito 

merupakan basil pengembangan dari deposito berjangka. Sertifikat deposito 

adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan. Agar 

simpanan ini dapat diperjualbelikan dengan mudah, maka penarikan pada saat 

jatuh tempo dapat dilakukan alas tWljuk sehingga siapapun yang memegangnya 

dapat mencairkannya pada saat jatuh tempo. 

22 Op.cit. hlm. 96-98 
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Dana pinjaman yang diperoleh bank, dapat berupa call money, pinjaman 

antarbank, Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Call Money rnerupakan sumber dana 

yang dapat diperoleh bank berupa pinjamon jangka pandek dari bank lain melalui 

interbank call money. Pinjaman antarbank dilakukan untnk memenuhl kebutuhan 

dana yang terencana dalam rangka pengembangan usaha atau penerimaan bank. 

Sedangkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia adalah kredit yang diberikan o!eh 

Bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitas 

likuiditas. Masalah likniditas teljadi karena bank kalah kliring atau adanya 

penarikan besar-besaran oleh nasabah suatu bank (rush), seperti yang terjadi pada 

tahun 1998. 

Selain menghlmpun dana, Bank juga melakukan kegiatan penyaluran dana 

kepada masyarnkat. Penyahuun dana dilakukan dengan earn kredit. kredit adalah 

penyediaan uang atau tagiban berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjarn antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untnk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu". Menurut Undang­

undang Perhankan, kredit adalah penyelesaian utang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarken persetujuan atau kasepakatan pinjarn­

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Dalam rangka penyaluran dana kepada masyarnkat, bank juga melakukan kegiatan 

investasi berupa penanaman dana dalarn surat-surat berharga berjangka menengah 

dan panjang atau berupa penyertaan langsung pada badan usaha lain. 

Sedangkan kegiatan lainnya yang dilaknkan oleh bank, menurut Undang­

undang Perbankan, adalah melakukan transfer baik untuk kepentingan diri sendiri 

maupun nasabah, menyediakan tempat untnk menyimpan barang dan sural 

berbarga. 

C. JENIS..JENIS BANK 

Berdasarkan undang-undang Perl>ankan, bank dapat diklasifikasikan 

menurut berbngai maeam kategori, yakni : 

23 ibid. him. 104 
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a. Menurut Jenisnya; 

I. BankUmum 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan 

atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Bank Perkreditan Rclcyat 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

herdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

b. Menurut Bentuk Hulrumnya; 

I. BankUmum 

b.l.l. Perseroan Terbatas, 

b.l.2. Koperas~ 

b.1.3. Perusahaan Daerah. 

2. Bank Perkreditan Rakyat 

b.2.1. Perusahaan Daerah, 

b.2.2. Koperas~ 

b.2.3. Perseroan Terbatas, 

b.2.4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintab. 

c. Menurut Kepemilikannya; 

I. BankUmum 

c. I. I. Warga Negara Indonesia, 

c.! .2. Badan Hukum Indonesia, 

c.1.3. Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia 

dengan warga negara asing, dan atau badan hukum asing. 

2. Bank Perkreditan Rclcyat 

c.2.1. Warga Negara Indonesia, 

c.2.2. Badan Hukum Indonesia, 

c.2.3. Pemerintah Daerab 

c.2.4. Kombinasi ketiganya. 
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Selain pembedaan di atas. juga terdapat pembedaan bank berdasarkan jenis 

transaksinya, yaitu Bank Devise dan Bank Non Devisa. Bank devisa adalah bank 

yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan 

kegialan usaha perbankan dalarn valuta asing. Bank devise dapat menawarkan 

jase-jasa bank yang berkailan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer 

keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi eksport import, dan jasa-jasa valuta 

asing lainnya24, sedangkan Bank Non Devisa adalah bank yang belum mempunyai 

izin untuk meluksanakan transaksi sehagai bank devisa, sehingga tidak 

melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa". 

Pengaturan keglalan usaha bank, selain tertuang daJam Undang-undang, 

juga terdapat daJam Peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia berperan sebagai 

Bank Sentral. Peran Bank Indonesia sehega.i bank sentral, tidak terlepas dari 

sejareh. 

D. BANK UMUM KONVENSIONAL 

Berdasarkan kegiatan usaha, perbankan konvensional dihegi menjadi dua 

bagian besar yang terpisah, yakni Bank Umurn dan Bank BPR. Menurut Bank 

Indonesia, Bank Umum di Indonesia barjumlah 124 bank26
• Dari Jumlah tersebut 

yang dimiliki oleh swasta ada sebanyak 119 bank dan dimiliki oleh pemerintah 

sebanyak 5 bank. Bank umum swasta dapat dilelaah menjadi Bank Pembangunan 

Daerah sebanyak 26 Bank dengan Bank Pembangunan Daerah dengan Prinsip 

Syariah sebanyak 15 Bank, kemudian Bank Umum berjumlah 88 Bank dan Bank 

Umum dengan Prinsip Syariah sebanyak 13 Bank, kemudian Bank Umum Swasta 

Syarlah berjumlah 5 Bank. Sehingga dari jumlah tersebut, maka bank umum 

memiliki jumlah yang terbanyak, dalarn hal ini adalah bank umum konvensional. 

Bank umurn konvensional memiliki banyak kegiatan usaha dibandingkan 

BPR. Sebagai perbandingan adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Dalarn 

2 Maret2009 

di akses pada 
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undang-undang Perbankan, BPR lidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bagi Bank Umum adalah 

sebalilmya. Sebingga lingkup kegiatan BPR lidak seluas seperti bank umum. Bank 

umum adalah Bank Umum adalah bank yang melakaanakan kegiatan usaha secam 

konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Undang-undang Perbankan Pasal 

6 menyebulkan, Usaha Bank Umum meliputi: 

L mengbinapun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

giro, deposito berjangka, sertiftkal deposito, tabungan, danlatau bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

2. memberikan kredit; 

3. menerbitkan sural pengakuan huW!g; 

4. membeli. menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepenlingan dan atas perintah nasabahnya: 

a surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi o!eh bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 

perdagangan surat-surat dimaksud; 

b. sural pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan 

surat-surat dimaksud; 

c. kertas perbend.aharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 

d. Sertifikat Bank !ndanesia (SBI); 

e. obligasi; 

f. sural dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 

5. instrumen sural berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 

( satu} tallUn. 

6. memindabkan uang balk untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah; 

7. menempatkan dana pada,. mcminjam dana dari. atau meminjamkan 

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan sural, sarana 

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk~ cek atau sarana lainnya; 
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8. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perbitungan dengan atau antar pihak ketiga; 

9, menyediakan tempat untuk menyimpan baratlg dan sumt berharga; 

l 0. melakukan kegiatan penitipan untuk kepantingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak; 

I L melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya 

dalam bentuk sumt berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 

12. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan 

wali amanat; 

13. menyediakan pembiayaan danlatau melakukan kegiatan Jain 

berdasarkan priosip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleb Bank Indonesia; 

14. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang 

tidak bertentangan dengan Undaeg-undang ini dan peraturan 

perundaeg-undangan yang berlaku. 

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Umum konvensional yang 

disebutkan diatas, tidak semuanya dapat dilaksanakan. Hal ini berbubungan 

dengan permodalan yang dimilikl oleh Bank tersebut. Semakin besar modal yang 

dimiliki oleh suatu bank, maka eda beberapa kemungkinan yang bisa terjedi, 

yakni struktur permodalan yang kuat tetutama untuk mengbadapi krisis keuangan 

seperti yang terjedi sekarang ini dan dengan besarnya modal yang dimiliki maka 

bank tersebut dapet melakukan bampir semua kegiatan yang tercantum dalam 

undang-undang tersebut. 

Setiap bank yang didirikan pa<tilah bamrientasi peda keuntungan (profit 

oriented). Namun datimanakah keuntungan yang diperoleh oleh bank. Temyata 

jika diarnati keuntungan yang diperoleh suatu bank, salah satunya, berasal dati fee 

yang dilakukan bank tersebut dalarn menjalankan kegiatan untuk nasababnya. 

Sernakin banyak kegiatan yang dilakukan bank, maka sernakin besar keuntungan 

yang diperolehnya. Oleh sebab itu Bank berusaha untuk memenuhi semua 

kebutuharmya nasabalmya, dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang 

besar pula. 
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Namun. untuk dapat menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut perlu 

didukung permodalan yang baik. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 

7/lSIPBI/2005 Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum, tertanggal 

l Juli 2005 menyebutkan bahwa bank umum wajib untuk memenuhi permodalan 

inti minimum sekurang-kurangnya sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh 

miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2007 dan kemudian wajib untuk 

ditingkatkan menjadi sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) 

pada tanggal 31 Desember 2010. Modal inti minimum, menurut Peraluran 

tersebut, adalah modal disetor dan eadangan tambahan modal (disclosed reserves) 

sebagaimana dintaksud dalam ketentuan Bank 1adonesia tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. 

Kewajiban bank umum konvensional nntuk memenuhi permodalan ini 

tidak lain adalah unmk memperkuat st:ruktur permodalan bank itu sendiri. Kuatnya 

modal diwujudkan dalarn besamya modal. Selain itu kuatnya modal 

dipergunakan untuk mengbadapi potensi kerugian resiko yang akan dihadapi nanti 

dan dengan demikian akan rnenciptakan sua!u struktur parekonomian unmk 

menciptakan kondisi perbankan yang berkesinambungan dan menciptakan 

kestabilan sistem keuangan. Hal ini selaras dengan API (Arsitektur Perbankan 

Indonesia). 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar 

sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyaluruh serta memberikan arah, 

bentuk, dan tatanan industrl perbaukan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh 

tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di rnasa 

datang yang dirumuakan dalam API dllandasi oleb visi mencapai suatu sistem 

perbankan yang sebat, kuat dan efisien sebagai kelanjutan dari program 

restrukturisosi perbankan untuk menciptllkan kestabllan sistem keuangan dalam 

rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Arsitektur 

Perbankan Indonesia terbagi dalarn Pilar-Pilar yaitu" : 

Pilar I Struktur Perbaukan Yang Sebat, 

Pilar ll Si<;tem Pengaturan Yang Efektil; 

Pilar III Sistem Pengawasan Yang lndependen dan etekti:t; 

11 http:/lwww.bi.rm.id/weblidilnfo+Pegting/Arsifektur+Perbankan+Indonesia/, diakses pada 
tanggal 11 Maret 2009 
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PilarY 

!ndustri Perbankan Yang Kuat, 

lnftastruktur Pendukung Yang Mencukupi, 

Pilar VI Perlindungan Konsumen. 
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Penguatan modal bank umum sebagaimana dimaksud di atas, ditujukan 

wrtuk meneiptakan struktur perbankan yang sehat. Struktur perbankan yang sehat 

dapat ditempuh dengan membuat business plan yang memuat target waktu, cara 

dan tabap pencapaian. Adapun cara pancapaiannya dapat dilakukan melalui28
: 

I. Penambaban modal baru baik dari shareholder lama maupun investor 

baru; 

2. Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai 

perayaratan medal minimum baru; 

3. Penerbitan sahatn baru atau secondary offering di pasar modal; 

4. Penerbitan subordinated loan. 

Kecukupan modal berhubungan erat dengan kegiatan yang akan dilakukan 

oleh bank tersebut. Sebagaimana dijelaskan diatas, semakin banyak modal yang 

dimiliki maka tidak menutup kemungkinan bank ekan melakukan kegiatan 

sebanyak mungkin demi mencari keuntungan. 

Namun dari kegiatan di atas tersebut, terdapat kegiatan perbankan yang 

tergolong baru yakni, menurut Undang-undang Perbankan Pasal I butir m, bank 

menyediakan pembiayaan danlatau melekukan kegiatan lain berdasarkan prinsip 

syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bllllk Indonesia. Bllllk 

melakukan kegiatan lain berdasarkan syariab. Berdasarkan syariah disini berarti 

menarnbah sistem perba.nk.an:. bergandengan dengan konvensiona1. 

Awal mula prinsip syariah digunakan pada perbankan adalah ketika 

berdirinya PT. Bllllk Muarnalat Indonesia (BMI) pada tanggal I November 1991 

yang digagas oleh Tim Perbankan MUI29
• Lahirnya PT. BMI ini dilatarbelekangi 

oleh berkembangnya aspirasi serta kebutuban masyarekat akan lembaga keuangan 

syariah. Atas dasar itu maka dididirikanlah BMI yang kernudian beroperasi pada 

tanggal I Mei 1992. Se!ain BMI, terdapat pula Bllllk Perkreditan Rakyat (BPR) 

2009. 
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Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 

1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh Institute for Shoria Economic 

Development (I SED). 

Rupanya terobosan ini didukung olch pemerintah. Melalui Undang-undang 

Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahw 1992, 

yang kemudian Undang-undang tersehut diubah dengan Undang-Wldang Nomor 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Hal ini menandai sejarah dihukaaya atau 

diizinkannya Bank dengan Prinsip Syariah serta Unit Usaha Syariah dalam 

lingkup Bank Umum untuk beroperasi. 

E. BANK UMUM SYARIAH 

I. Sejarah Perbaokao Syariah 

A wal kelahiran parbaukan syariah dilandasi dengao dengan kehadiran dua 

gerakan renaissance Islam Modern, yaitu neorevivalis dan modemis, yaitu 

berlandaskan etika bagi kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek 

kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah'0. Kemudian 

pembenrukan bauk-bauk syariah di dunia, tidak terlepas dari pelopomya, yakni31 

l. Mit Gbamr Bank 

Rintisan bank syariah mulai mewujud di Mesir pada dekade 1960an, 

dan beroperasi sebagai rural-social bank (semacam keuangan unit desa 

di Indonesia) di sepanjang delta sungai Nil. Lembaga tersebut diberi 

nama Mit Gbamr yang mendapatkan pembinaan dari Prof. Ahmad 

Naijar. Operasional bank tersehut banya terdapat pada pedesaan Mesir 

dan berskala keciL Meskipun damikian, bank tersebut mampu untuk 

menjadi pe!opor dan pemicu bagi parkembangan sistem financial dan 

ekonomi Islam. 

2. Islamic Development Bank (!DB) 

30 Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah: Dari Tecri Ice Praktik, Jakarta: Gema Insani Pfess, 
him. 13. 

31 Ibid, him, 19~21 
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Proposal pembentukan !DB digulirkan pada Sidang Menteri Luar 

Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam dl Karachi, 

Pakistan pada Desember 1970. Proposal tersebut berjudul Studi 

tentang Pendirian Bank Islam lnternasional untuk Perdagangan dan 

Pembangunan (International Islamic Bank far Trode and 

Development) dan Proposal pendirian Federasi Bank Islam 

(Federation of Islamic Banks). Inti dari proposal tersebut adalah 

mengusulkan wrtuk penggantian sistern lreuangan berdasarkan bunga 

dengan suatu sistem kerjasama dangan skema bagi basil keuntungan 

maupun kerugian. Selain iru proposal tersebut mengusulkan : 

a. Mengatur transaksi komersial antar negara Islam, 

b. Mengatur institusi pembangunan dan investasi, 

c. Merumuskan masalah transfer, kliring serta settlement antarbenk 

sentral di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya 

sistem ekonomi Islam yang terpadu, 

d. Membantu mendirikan instirusi sejenis benk sentral syarialt di 

negara Islam, 

e. Meodukung upaya Bank Sentral di negara Islam dalarn 

pelaksanaan kebijakan yang sejalan dengan kerangka keljalslam, 

f. Mengatur Administrasi dan mendayagunakan dana zakat, 

g. Mengatur kelebihan likuiditas bank sentral negara Islam. 

Selain usulan tersebut, akan direncanakan untuk membentuk suatu 

badan yang disebut Badau lnvestasi dan Pembangunau Negara-Negara 

Islam (Investment and Development Body of Islamic countries). Badan 

tersebut herfungsi sebagai : 

a. Mengatur investasi modal ]slam. 

b. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara 

Islam, 

c. Memilih sektor yang cocok untuk: berinvestasi dan mengatur 

penelitiannya, 

d. Member! saran dan bantuan teknis bagi proyak yang dirancang 

khusus untuk investasi regional di oegara Islam. 
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Selain mengusulkan pembentukan badan tersebut, dalam Sidang 

tersebut juga diusulkan untuk membentuk perwakilan khusus. yaitu 

Asosiasi Bank-Bank Islam {A!!sociation of Islamic Banh) yang 

berfungsi sebagai badan konsultatif untuk masalah ekonomi dan 

perbankan syariah. Badan ini bertugas untuk menyediakan bantuan 

teknls bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank syariah 

dan lembaga keuangan syariah. Pada bulan Maret 1973, dalarn Sidang 

Luar Negeri OKl di Benghazi, Libya. usulan tersebut disetujui dengan 

mernbentuk bidang Khusus dalam OKl untuk menangani masalah 

ekonomi dan keuangan. Kemudian pada tabun 1975, disetujui pula 

raneangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic 

Development Bank (!DB) yang modal awal sebesar 2 miliar Islam 

Dinar. Semua anggota OKl menjadi anggota !DB. Awal berdirinya 

!DB mengalami kesulitan, terutama dalam masalab politik. Narnun 

dengan seiringnya waktu, !DB mampu membuk:tikan untuk memenubi 

kabutuban-kebutuban negara Islam untuk pembangnnan. Bank ini 

rnemberikan pinjaman beban bunga untuk proyek infrastrnktur dan 

pembiayaan kepada anggolanya berdasarkan partisipasi modal negara 

terse but 

3. Islamic Research and Tmining Institute 

!DB juga membantu mendirikan bank-bank Islam diberbegai negsra. 

Untuk pengembangan sistem ekonomi syariah, institute ini 

membangun sebuah lembaga riset. 

Dengsn berdirinya !DB sebagai lembaga perbankan inlernasianal syariab, 

maka mendorong munculnya lembaga keuangan syariah. Secara gsris besar 

lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu bank Islam 

komersial dan lembaga investasi dalam bentuk international holding companiel1
. 

Yang termasuk dalam bank [slam komersial adalah : 

1. Faisal Islamic Bank, 

2, Kuwait Finance House. 

n Ibid. hlrn. 21 ~:22 
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3. Dubai Islamic Bank, 

4. Jordan Islamic B(lnkfor Finance and Investment, 

5. Bahrain Islamic Bank, 

6. Islamic International Bank/or Jrwestment and Development 

Kemudian lembaga perbankan yang masuk dalam kategori kedua adalah 

1. Daar ai-Maal ai-ls/ami, 

2. Islamic Investment D>mpany of the Gulf, 

3. Islamic Investment Company of Bahama, 

4. Islamic Inveslmen/ Compa11)1 of8udan, 

5. Bahrain islamic investment Bank Manama. 

6. islamic investment House. 

Perkembangan !DB juga memberikan efek yang positif ke seluruh dunia. 

T erutama bagi negara-negara anggotanya. Maka bermuneulan perbankan dengan 

menganut prlnsip syariah di seluruh dunia, diantaranya adalah": 

a. Pakistan 

Negara ini merupakan pelopor di bidang perbankan syariah pada awal 

Juli 1979, yang menghapuskan sistem bunga pada 3 (tiga) institusi 

yakni nasional investment (unit trust), House Building Finance 

Corporations (Pembiayaan Sektor Perumahan) dan mutual findsof the 

investment corporation of Pakistan (kerjasama investasi). Prinsip 

syariah yang digunakannya adalah bagi basi~ melalui Mudharabah 

dan Murabahah dan disosialisasikan melalui undang-undang pada 

tahun 1981. Sebagai akibat dari pemberlakuan tersebut maka pada 

tahun 1985, Pakistan teiah mengkonversi seluruh sistem perbankannya 

menjadi sistem perbanka.n syariah. 

b. Mesir 

Pada tahun !978 di Mesir, telah beroperasi sebuah bank Syariah yang 

bernama Faisal Islamic Bank yang langsung mencatatkan total aset 

sebesar 2 Miliar Dollar. Kemudian muncul/slamic International Bank 

H Zainuddin Ali, Hukum Pcrbankan Syariah, Jakarta: Si.nar Grnfika., 2008, him. 49-52 
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for Investment and Development. Baik Faisa/ Islamic Bank maupun 

Islamic International Bank for Investment and Development beroperasi 

sebagai bank investasi, bank perdagangan maupun bank komersial. 

c. Siprus 

Faisal Jslamiclnvestment Corporation beroperasi pada bulan Maret 

1983 dan memiliki dua cabang, yakni di Siprus dan lstambul. Prinsip 

syariah yang dilakukannya adalah mudbarabah, musyarakah serta 

murabahah. Oparasional baak tersebut dilakukan dengan cara 

berkeliling desa <mtuk mengenalkan dan mengurnpulkan tab<mgan 

dari masyarakat. Selain mengelola dana, mereka jnga mengumpulkan 

Al-Qardu Hasan dan pengelolaan zakat baik zakat fitrah maupun 

zakat harta dan!atau penghasilan. 

d. Kuwait 

Pada tabW11977 kuwait mendirikan Kuwait Finance House (KFH) dan 

beroperasi tanpa bunga. Pada tahun 1980-1982 telah memiliki puluhan 

cabang yang menunjukkan palkembangan yang eepat. 

e. Uni Emirat Arab 

Pelopor perkembengan Bank Syariah di Uni Emirat Arab adalah 

Dubai Islamic Bank (DIB), yang berdiri pada tabun 1975. Kegiatan 

yang dilakukannya adalah dengan berinvestasi di bideng perumahan, 

proyek-proyek industri dan aktivitas komersial. 

f. Malaysia 

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan baak syariah 

pertarna di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983, 

dengan susunan modal sebesar 30% dari pamerintab federal hingga 

akhir tahun 1999. Pada tabun yang sama berdiri pula Bank Burni Putra 

Muarnalah yang merupakan anak parusahaan dari baak burni putra 

yang melakukan merger dengan bank of commerce. Selain itu 
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Pemerintah Malaysia mernperkenalkan sistem window yang 

memberikan peJayanan syariah pada bank konvensional. Petayanan ini 

memiliki kemirlpan dengan bank konvensWnal yang terdapat di 

Indonesia, 

Prinsip syariah yang digunakan oleh perhankan di dunia, telah 

memberikan efek positif kepada Indonesia. Hal ini telah memunculkan baok 

dengan prinsip syariah dan unit usaha syariah pada baok-baok konvensional. 

Dengan munculnya syariah pada perbankan nasional, telah menimbulkan Dual 

System, pada perbaokan., yaitu konvensiona1 dan syariah. 

2. PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA 

Awa1 kemuncu1an Bank Syarlah di Indonesia ditandai dengan berdirinya 

Bank Muarnalat Indonesia. Narnun sebelumnya, pada tahun l980an, para tokoh 

Islam telah berkumpul dan berdiskusi mengenai masalah ini. Bahkan beberapa 

ujicoba telah dilaksanakan diberbagai daer.ili, seperti di Baitut Tamwil-Salman., 

Bandung dan Jakarta, Koperasi Ridho Gusti. Kemudian tanggal I November 

1991, atas basil kerja Tim Perbankan MUl, Akte Pendirian PT. Bank Muarnalat 

Indonesia ditandatangani. Saham awal yang berhasil dikumpulkan adalah sebesar 

Rp. 84 Miliar, yang kernudian bertarnbah menjadi Rp. 1 06 Mili.u: pada &ara 

silaturahmi Presiden di Istana Bogor. Pada tanggal I Mei 1992, PT. Bank 

Muamalat Indoensia. resmi be:roperasi34
• Pendirian dan beroperasinya PT. Bank 

Muamalat Indonesia, menandai era kelahiran Bank Syariah di Indonesia. Seketika 

itu juga banyak bermunculan bank konvensional yang memi1iki cabang bank 

syariah, misaJnya35 

I. Bank IF!, 

2. BankBNr46, 

3. Bank Mega, 

4. Bank BRI, 

5. Bank Bnkopin, 

14 Op.cit.blm 25. 
H Ibid. hlm. 27. 
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6. BPD Jabar, 

7. BPDAceh. 

Tentu ada suatu pemikiran yang baik dan baru dalam dunia perbankan 

syariah, sehingga bank konvensional tertarik dengan pernbentukan syariah. Bagi 

sebagian perbankan, juga telah menambah unit beru dalam bank konvensionalnya. 

yaitu unit usaha syariah. 

Pada ta.hun 1997 terjadi krisis moneter yang membuat konvensional 

mengalami negative spread yang berakibat pada pada likuidasi, kecuali perbenkan 

syariah. Pada masa itu terjadi panutupan bank (likudiasi) sebanyak 54 bank dan 

sebauyak 55 bank masuk dalam kategori BTO (Bank Take Over) dalam 

pengawasan BPPN36
• Kondisi ini jauh berbada dengan perbenkau yang 

menggunakan prinsip syariah. 

Kondisi ini terjadi karena adanya perbadaan prinsip perbenkan antara 

perbankan konvensional dengan perbenkan syariah. Perbankan syariah hanya 

terbebani membayar bagi basil kepada nasabahnya yang jumlahnya sesuai dengan 

tingkat keuntungan yang diperoleh dalarn sistem pengelolaan perbankan syariah, 

tidak dibebani dengan pembayaran bunga kepada nasabahnya. Pola bngi basil 

yang diterapkan oleh Bank Syariah tidak terkena negatiV<I spread. 

Selain bngi basil yang diperkenalkan oleh Bank Syariah, tentunya ada hal 

lain yang mendorong perbankan konvensional untuk mendirik.an pcrbankan 

syariah, diantaranya adalabl1: 

I. Kondisi perbankan sejak krisis moneter berada dalarn keadaan yang sulit 

karena tidak seimbangnya kualitas asset dan kewajiban yang ada, dimana 

kualitas asset terns menurun sementara kewajiban ( dalam bentuk suku 

bunga} terns meninggi bahkan pernah berada dalarn situasi abnormal. Hal 

tersebut melahirkan fenomena negative spread pada industri perbankan. 

Fenomena negative spread menggambarkan suatu sistem yang tidak 

memberikan keseimbangan posis'i 4ilimara para pelaku yaitu deposan, 

bank dan peminjam. Sehingga perlu adanya alternative yang mernberikan 

keseimbangan antara pelaku industry perbankan, narnun tetap 

lG Log.cit. hlm, 3~4 
J
1 Tim Syariah Bank IFI, Prakit:k.Bank Konvensional Dengan Cahang BankSyariah, him. 1-3 
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memberikan peluang pengembangan bisnis yang baik. Sistem perbankan 

Syariah dilihat dapat menjadi suatu sistem altematiftersebut. 

2. Peluang bisnis dari sistem ini dianggap cukup besar dengan melihat 

sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat Islam, walaupun tiduk 

tertutup kemungkinan penganut agama lain masuk ke sistem ini, biJa 

kemudian terbukti dapat memberikan manfaat yang baik dari segi 

financiaL 

3. Secara konsep "Early Warning Systemn terhadap debitur bank syariah 

dapat menciptakan makanisme control yang lebih peka dibandingkan 

dcngan sistem konvensional. 

4. Dengan komitmen moral dari selurub stakeholders diharapkan akan 

mengeliminasi terjadinya berbagai macam resiko manipuJasi rnanajemen 

dalam operasional bank. 

5. Adanya keinginan dan usaha pemerintah (dalam hal ini Bank Indonesia) 

untuk mendukung perkembangan bank syariab. 

6. Produk pendanaan dan pembiayaan di bank syariah yang dapat 

dikembangkan lebih lengkap dibandingkan dengan bauk konvensional, 

sehingga dapet mendorong bauk untuk metakukan inovasi. 

Bauk konvensional yang telah lebih dahulu beroperas~dapat mendirikan 

unit usaha sya.-iah, namun dengan kewajihan bahwa pada waktu dan syarat yang 

telah ditetapkan o leh undang-undang, bank tersebut barus melepaskan unit usaha. 

syariahnya. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbaukan 

Syariah (untuk selanjulnya disebut dengan undang-undang syariah), pasal I angka 

I 0, unit usaha syariah untnk selanjutnya disebut dengan UUS, adalah unit ketja 

dari kantar pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sehagai kantor induk 

dari kantor atau unit yang metaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip 

Syariah, atau unit kerja di kantor eabang dari suatu bauk yang berlredudukan di 

luar negeri yang melaksanakan kegiatan secara konvensional yang berfungsi 

sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 

Dari definisi tersebut, dapat digarnbarkan bahwa UUS mernpekan bagian dari 

Bauk Konvensional. Bank konvensional Ielah terlebih dahulu berdiri kemudian 

membuka eabang alau unit usaha barn berupe syariah. Sehingga dapet dikatakan 
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bahwa UUS merupakan unit baru dengan prinsip kerja yang beda dari induknya. 

Sehingga hal ini menciptakan Dual system dalam perbankan. Dual system adalah 

bank konvensional dengan bunga dan kemudian UUS dengan prinsip bagi hasH. 

Lebih lanjut dalam Undang-undang Syariah disebutkan bahwa UUS dapat 

menjadi Bank Syarjah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. lzin 

tersebut dapat diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Hal ini terrnaktub dalarn 

pasat 16. Namun Mengapa Bank Indonesia? Karena Bank Indonesia berperan 

sebagai bank sentral yang bertugas sebagai pengawas sekaligus regulator bagi 

bank-bank lainnya. 

Bagi bank. konvensional yang memiliki UUS, sepert[ disebutkan diatas, 

dapat melepaskan diri menjadi bank syarlah tersendiri. Undang-undang syariah 

menyebutkan bahwa bagi bank konvensional yang memilikl UUS yang nilai 

asetnya telah mencapai paling sediklt 50% (lima pulub pernen) dari total nilai 

asset bank indukoya atau 15 (Lima belas) tahun sejak berlakonya undang-undang 

ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahaan 

UUS tersebut menjadi Bank Umum Syarioh. Terhadap pemisohaan dan sanksi 

bagi Bank Umum Konvensional akan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. 

ICetentuan ini termaktub dalam Pasal68 Undang-undang Syarioh. 

Ketentuan terSebut secara tersurat memerintahkan bagi bank umum 

konve.nsional untuk memisabkan UUS~nya dengan syarat, apabHa : 

I. Asset UUS telah mencapai paling sedikit 50% (lima pulub persen) total 

nilai asset bank induknya, atau 

2. Da!am jangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-

undang ini, bank urnum konvensional harus memisahkan UUS-nya. 

Pemisahan UUS menjadi bank ter:sendiri merupakan suatu keharusan bagi bank 

umurn konvensional, ini terlihat dari batas wak:tu yang diberikan oleh undang~ 

undang. Keharusan ini tidak terlepas juga dari adanya perbedaan antara bank 

umum konvensional dengan bank syariah. Karena keduanya merupakan entitas 

yang dapat berdiri sendiri-sendiri. Apabila digabungkan maka kemungkinan akan 
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merosak sifat luhr dari bank syariah itu sendiri. Secara urnum dapat digambarkan 

perbedaan antara bank umum konvensional dengan bank syariah, yaknil8 : 

No. Perbedaaa Bank Umum Syariah BankUmum 

Konvensional 

1 Investasi Melakukan lnvestasi lnvestasi yang halal dan 

Halal, tanpa bunga hamn 

2 Prinsip Menggunakan Prinsip Memakai Pcrangkat Bunga 

Bagi Hasil 

3 Orientasi Keuntungan dan Falah" Berorlentasi pada keuntungan 

4 Hubungan dengan Kemitraan Hnbungan dcbitor !creditor 

nas:abah 

5 Dewan Pengawas Pengbimpunan dan Tidak terdapat Dewan 

penyaluran barns sesuai Pengawas. 

dengan mtwa Dewan 

PengawasSyariah 

Tabell. Petbedaan antara Bank Umum Syarlah dengan Bank Unrum Konvensmnal 

Perbedaan yang rnenonjol antara bank syariah dan bank umum 

konvensional adalah adanya pemahaman mengenai harem dan balaL Bank syari.ah 

menjaJankan investasi halal. tanpa bunga. Hal ini berbeda dengan bank umurn 

konvensional yang menjalankan in¥estasi dengan halal yakni adanya bagi hasiJ 

dan haram yaitu diberlakukannya bunga. 

2.1. DASAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH 

Sebe1um membicarakan lebih Janjut mengenai syariah dan bank syariah~ 

sebaik.nya dipahami terlebth mengenai dasar huk:umnya. Dasar hukum bagi suatu 

bank syariah rnaupun UUS dapat dilibat <lari dua sudut, yaitu, dari sudut pandang 

agama dan sudut pandang undang-undang. 

11 Muhammad Sya6'1 Antonio, SankSyarialt." Dari Teuri Ire Proktik. Jakarla: Gemn losani Press,. 
hlm.34. 
w Falah bcrarti mencari kemllkmumn di dwtia dan k:ebahagiaan di akhira.L 
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Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa sumber dari perbankan 

syariah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini disebabkan oleh karena 

karakter dari Syariah itu sendiri. Syariah sendiri memilild karakteristik sebagai 

berikut40
: 

I. Komprehensif 

Syariah Islam mel'!lllgkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) 

maupun sosiaJ (muamalah). lbadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan 

keharrnonisa.n hubungan manusia dengan khaJiqnya. fbadah juga 

merupakan sarana untuk rnengingatkan manusia sebagaf khalifah~Nya di 

dunia ini. Muamalah diturunka.n ke dalam dunia ini menjadi aturan main 

manusia dalam kehidupan sosial. 

2. Universal 

Memiliki makna bahwa syariah Islam dapat diterapkan secara universal 

dalam segala waktu dan tempat sa.mpai Hari Akhir nanti. Universal juga 

memiliki makna tidak. membedakan, antara muslim dan nonmuslirn. 

Dalam sifat muamalah, Islam berpegangan pada ajamn tsawabft wa 

mutaghayyiat (principles and variables). Sebagai contoh adalah dalam dunia 

ekonomi mengooal adanya lamng.an riba, pembagian hasiJ, pengambilan 

keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain. 

l'engaturan yang diterapkan pada manusia sebagai padoman dalam 

berperilaku untuk kemudian digunakan pada sebuah institusi yang lebih besar dari 

manusia. Yang kemudian perilaku institusi tersebut diatur selaras dengan 

pedorrum muamalah. Sehingga apa yang berlaku untuk manusia sebagai individu 

kini berla.ku untuk sebuah institusi keuangan. Hal ini mencerminkan bahwa Islam 

mengajarl<an suatu pola perilaku yang komprehensif dalam kehidupan. 

Kernudian pengaturan tersebut ditransforrna.sikan ke datam kehidupan 

masyarak:at berbangsa dan bemegara. Pengaturan tersebut tertuang di dalam 

peraturan perundang~undangan. Secara l<hs.usus, pengaturan syariah diatur dalam: 

I. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang­

undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 

~0 Ibid. him. 4-5. 
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2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor li/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum 

Syariah. 

2.2. PENDlRIAN BANK SY ARlAH 

Dalam hal pembentukan dan pemisahan UUS dalam bank umum 

konvensional memang menjadi k:eharusan, Hal ini diwajibkan dalam Undang~ 

undang Syariah. Baik perbankan maupun UUS memiliki dasar bisnis operasional 

yang berbeda dengan bank umwn konvensional. Sebingga perlu untuk diatur 

tersendirl dan berdiri sendiri, terlepas dari bank wnum konvensionai. 

Berdasarkan Undang-undang Perbankan~ suatu bank umum konvensional 

dapat melalrukan kegiatan usaha berdasarkan prinslp syariah me1alui tiga cara 

yaitu; 

1. Pendirian Bank Urnum Syariah atau BPR Syariah, 

2. Perubahan Status Bank Umum Konvensional atau BPR Konvensiona1 

menjadi Bank Umum Syariah, dan 

3. Pembukaan Kantor Cabang Syariah atau Unit Syariah olen Bank Umwn 

Konvensional. Bank Umum Konvensiona! wajib membentuk UUS di 

kantor pusat yang berfungsi sebagai induk bagi kantor cabang atau unit 

syariah tersebut. 

Cara pendirian yang pertama dan kedua menyebabkan adanya perubahan 

status hukum dari bank umum konvensional menjadi bank syariah. Sedangkan 

cara yang ketiga tidak mengubah sama sekali mengenai status dan kedudukan 

badan hukumnya itu sendiri. 

Adapun pendirian bank syariah dapat ditempuh melatui cara-cara sebagal 

berikut: 

I. Berdasarkan Undang~undang Syariah 

a. Perizinan1 

b. Bentuk Badan Hukum, 

c. Anggaran Dasar, 

d. Pendirian dan Kepernilikan Bank Syariah. 
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2. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum Syariah 

a. Pendirian Bank. 

b. Persetujuan Prinsip, 

c. Izin Usaha. 

a. Perizinan I Pendirian Bank 

Baik pendirian Bank Syariah maupun pembentukan UUS wajib 

mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Bagi pendirian bank umum syariah 

wajib untuk memenubi persyaratan sekurang-kurangnya 

1. susunan organisasi dan kepengurusan, 

2. permodalan, 

3. kepemilikan, 

4. keahlian di bidang perbankan syariah, 

5. kelayaken usaha 

adapun tahapan Pemberian izin oleh Bank Indonesia adalah : 

1. Persetujuan prlnsip 

Merupakan persetujuan tu~tuk melakuken persiapan pendirian bank,dan 

2. lzin usaha 

Ada!ah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank 

setelah persiapan. 

Moda1 yang disetor untuk mendirikan bank ditetapkan paling kurang 

sebesar Rp.I.OOO.OOO.OOO.OOO,OO (Satu Triliun Rupiah). Kemudian dalam 

Peraturan Bank Indonesia ditetapken bahwa baak hanya dapat didirikan 

oleh danlatau dimiliki oleh ; 

1. WNI danlatau badan hokum Indonesia, 

2. WN! danlatau badan hukum Indonesia dengan WNA dan/atau badan 

hukum asing secara kemitraan. 

3. Batas kepemUikan asing yang diizinkan adalah sebesar 99 % 

(Sembilan puluh Sembilan persen). 

4. Bentuk badan hukutn yang diizinkan adalah Perseroan Terbatas. 
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b. Pcrsctujuan Prinsip 

Pennohonan untuk mendirikan bank umurn syariah harus diajukan oleh 

sekurang-kurangnya satu caJon pemilik dan wajib untuk memenuhi 

kewajiban penyetoran setoran modal minimal 30 % (Tiga Puluh Persen) 

dari modal disetor minimum dilengkapi dengan dokurnen pendukung. 

Kemudian terbadap permohonan tersebut paling lambat 60 (enam pulub} 

hari Bank Indonesia wajib mengeluarkan keputusan rnengenai persetujuan 

maupun penolakan. Persenyuan prlnsip tersebut berlaku untuk jangka 

waktu 1 (satu} tahun sejak dikeluarkannya tanggal persetujuan prinsip 

diterbitkan. Pihak yang Ielah mendapat persetujuan prinsip dilarang untuk 

melakukan kegiatan usaha sebelum dikeluarkannya izin usaba. 

Persetujuan prinsip diberikan seteloh di!akukannya hal sebagai berikut; 

1. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; 

2. Analisa terbadap tingkat persaingan yang sehat antar bank dan unit 

useba syariall, tingkat kejenuhan jumlah bank dan unit useba syarioh 

serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan 

3. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap caJon pernegang saham 

pengendali, caJon anggota dewan direksi dan caJon anggota direksi 

serta wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah. 

Setelah mendapatkan izin prinsip maka bank melakukan permohonan 

untuk mendapatkan izin usaba yang dilengkapi dengan dokurnen 

pendukung serta pelunasan modal minimum yang dapat dibuktikan dengan 

dokumen pendukung. Persetujuan atau penolakan tersebut di!akukan 

paling lama 60 ( enam pulub} hari setelah dokumen pendukung diterbua. 

Sarna seperti pemberian izin prinsip, izin useba didasarkan pada : 

I. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokurnen; 

2. Uji kemampuan dan kepatutan terbadap calon pemegang sohann 

pengendali, calon anggota dewan direksi dan caJon anggota direksi 

serta wawancara terbadap caJon anggota Dewan Pengawas Syariah. 

Bagi bank yang Ielah mendapa!kan izin usaha dan izin prinsip wajih untuk 

mernulai kegiatan usuhanya paling lambat 60 (enam puluh} hari ~ak 

tanggal pelaksanaan kegiatan usaba. 
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Setelah memperoleh lzin prinsip dan lzin usaha dari Bank Indonesia, maka 

Bank Syariah atau UUS diperkenankan untuk beroperasL Jangka waktu yang 

diberikan oleh Bank Indonesia terhadap penggunaan izin usaha maupun izin 

prinsip adalah l {satu} tahun sejak tanggal persetujuan teiSebul dikeluarkan. 

2.3. KEGIATAN PERBANKAN SYARIAH DIINDONESIA 

Kemudian dalam menjalankan kegiatannya, baik bank syariah maupun 

UUS dibatasi dengan ketentuan dalam operasional. Ketentuan lersebut dapat 

dibedakan menjadi ketentuan kegiatan usaha, ketentuan kelembagaan, ketentuan 

kehati-batian dan ketentuan pengawasan yang merupakan satu kesatuan yang 

sating terkait41• 

L Ketentuan Kegiatan Usaba 

Kegiatan usaha mengatur mengenai jenis kegiatan yang boleh dan 

dilarnng dalam syariah. Boleh tidaknya suatu kegiatan bagi perbankan 

syariah dan UUS melibatkan kajian maupun fatwa dari Dewan Syariah 

Nasional, sebuah Dewan Pengawas bagi perbankan syariah dan UUS. 

Adapun kegiatan tersebut adalah 

a. Kegiatan Penghimpunan Dana dati Masyarakat 

Penghimpunan dana dapat dibedakan menjadi duajenis akad yaitu 

a.L Priusip akad Wadi'a!L 

41 Log.cit, hlm. 47. 

Diterapkan terhadap rekening giro atau tabungan. Akad ini 

terdiri atas Wadi'ah yad Amana dan Wadi'ah yad Dhamanah 

yang merupakan akad titipan dari nasabah yang memungkinan 

bank untuk memanfuatkan dan menyalnrkan dana yang 

disimpan dengan memberikan jaminan keamanan terhadap 

dana tersebot apahila ditarik sewaktu-waktu. Pihak bank 

memberikan jaminan keamanan terbadap simpanannya serta 

fasilitas giro dan tabungan lainnya. Selain itu pihak bank juga 

mendapatkan keuntungan. 
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Akad Wadi'ah yah Amanah adalah titipan akad nasahah 

yang tidak memungkinkan pihak bank untuk menggunakan 

barang yang dititipkannya sehingga membebaskannya dari 

tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan selama bukan 

kelalaian pihak bank. 

Dasar syariah dari Wadi'ah didasarkan pada AI-Qur'an 

Q.S.2 : 283 dan badits Riwayat Abu Daud dan TitmizL Baik 

Wadi'ah yad Amana maupun Wadi'ah yad Dhamanah 

merupakan titipan dari nasabah kepada bank dengan 

perbedaan bahwa ada titipan yang boleh dipergunakan untuk 

penerima titipan dan sebaliknya. 

a.2. Prinsip akad Mudharabah 

Akad Mudharabah yang digunakan dalarn penghimpunan 

dana, tendiri dari Mudharabah Al-Mutlaqah dan Mudharabah 

Al-Muqayyadah. Mudbarabah Al-Mutlaqah merupakan 

bentuk kerjasama antara sbehibul maal (pentilik dana) dan 

mudharib (pengelola dana) yang cakupennya luas dan tidak 

dibatasi oleb spesiflkasi apapun. Pemilik dana memberikan 

kekuasaan yang besar kepada mudbarib dalam mengelola 

danannya. Sedangkan Mudbarabah AI-Muqayyadah bentuk 

kerjasama sama seperti Mudharabah Al-Mutlaqah namun 

cakupan dibarasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. 

Pada perbankan syariah diaplikasikan berupa sirnpanan 

khusus dirnana pemilik dana memberikan syarat-syarat 

tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. 

Dasar syariah Mudbarabah adalah AI'-Qur'an Q.S. 73:20, 

Q.S. 62:10, Q.S. 2:198 dan badits Riwayat Thabrani dari lbnu 

Abbas. 

b. Penyaluran Dana 

Penyaluran dana terdiri dari 
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Prinsip Jual Beli (Bai') 

b.!. Prinsip jual beli meliputi : 

a. Bai' ai-Murabahah 

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. Penjual terlebih dahulu harus. 

memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan 

tingkat keuntungan sebagai tambahanoya. Pembayarannya 

dapat dilakukao dengao tnnai atau dengao aogsuran. Priusip 

ini sering digunakan dalam pembiayaao pengadaao baraog 

investasi, karena sederhana dan menyerupai pembiayaan 

investasi pada bauk umum konvensioual. Perhitungan 

bunga pada prinsip syariah dilarang, oleh karena itu 

pengenaao denda bukan didasarkan pada bunga. melaiukan 

pada perhitungan biaya kerugian yang bedumlah sama 

untuk semua kewajibannya. 

b. Bai' as-Salam 

Atau disebut juga in-front payment sale adalab pembelian 

barang untuk pengiriman yang ditanggubkan dengan 

pembayaran di muka. Biasanya hal ini dilakukan paralel 

dengan meluksanakan dua transaksi Bai' as-Salam antara 

bauk deogan llliSahah dan antara bauk dengan pemasok 

(supplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. 

Praktek ini biasa dilakukan dalam pembiayaan jangka 

pendek untuk produksi agribisnis dan induslri sejenis 

lainnya. 

Dasar hukum transaksinya berpegang pada Q.S. 2:282dan 

hadits riwayat lbnu Abbas. 

c. Bai' al-lstishna 

Merupakan kontrnk penjualan antara pembeli dan pembuat 

barang dengan jalan pesanan. Barang yang dipesan barns 

jelas mengenai jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. 
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Prinsip ini diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, 

industrl keciJ industri menengah dan konstruksi. 

b.2. Prinsip Sewa Beli 

Prinsip sewa beli disebut juga dengan ljareb Mun!Bhiyyah 

Bittamlik yaitu akad sewa menyewa suatu ba:rang antara 

bank dengan nasabahnya di mana nasabah diberikan 

kesempatan untuk membeli objek sewa pada akbit akad. 

Akad ini merupakan perpadaan antara knntrak jual bell 

dengan sewa atas suatu akad sewa yang kemudian diakbiri 

dengan perpindahan barang ke tangan penyewa dengan opsi 

beli. 

b.3. Prinsip Bagi Hasil 

Dalam prinsip ini meliputi : 

Akad Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau 

lebib dimana masing-masing pibak memberikan kontribusi 

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian 

akan ditanggung betsama. Menurut hukum flkih, 

Musyarakah terdiri dan befbagai maeam, yaitu 

I. Sy'irkah al-lnan yaitu kontrak antara dua ornng atau 

lebib dimana masing-masing pibak memberikan porsi 

dan keseluruban dana dan berpartisipasi dalam keJ;ja. 

2. Syirkah Mufawadhah, yaitu kontrak antara dua orang 

atau lebib dimana masing-masing pibak memherikan 

satu porsi dan koseluruban dana dan berpartisipasi 

dalam keJ;ja dengan ciri adanya ke,..amaan dalarn segala 

hal, balk dana, tanggung jawab, keJ;ja dan beban utang 

yang ditanggung. 

3. Sy'irkah A'maal atau Syirkah Abdan adalah kontrak 

antara dua orang atau lebib untuk menerima perkerjaan 

secara bersama-sama dan befbagi pekerjaan tarsebut 
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4. Syirkah Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau 

lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik 

serta ahli dalam bisnis. Biasanya mereka bertransaksi 

dengan jalan membeli barang secara kredit untuk: 

kemudian dijuallagi secara tunai. 

Akad Mudharabah 

Mudharabah pada penyaluran dana memilki kesarnaan sifat 

dengan yang terdapat dalarn pengumpulan dana. 

b.4. Prinsip akad la!nnya 

a. Akad Qardh (benevolent loan) 

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang 

dapat ditagih atau dimintai kembali atau dengan kata lain 

sebagai meminjarnkan tanpa mengharapkan imbalan. Pada 

prakteknya akad ini merupakan pinjaman tanpa bunga 

yang diberikan oleh bank syariah. Akad qardh biasanya 

dipergunakan sebagai : 

1. sebagai jasa atas suatu produk. pembiayaan seperti 

mudharabah, di mana nasabah yang diberikan suatu 

plafon pembiayaan dan sudah memakainy~ 

membutuhkan dana cepat untuk menutupi suatu 

pembayaran dan akan dikembalikan secepatnya 

sejumlah yang dipil1jarn. 

2. sebagai produk untuk nasabah funding yang 

membutuhkan dana cepat, sedangkan ia tidak menarik: 

dananya karena tersimpan dalam. simpanan yang tidak 

dapat segera dicairkan. 

3. sebagai compensating balance dan dana talangan an tar 

bank syariah. 

4. sebagai produk. untuk sosial seperti usaha kecil (micro 

credit financing) yang menjadi spesialisasi Baitul Mal 

wa Tarnwil (BMT). 
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Dasar syariah Qardh adalah Q.S. 57:11, Q.S. 2:245 dan 

hadits Riwayat lhnu Mas'ud. 

b. Akad Hiwalah (anjak piutang) 

Secara Etimologi, hlwalah berarti pengalihan, pemindahan 

di atas pundak. Dalarn pengertian syariah, hlwalah adalah 

akad pemindahan piutang nasabah (muhl) kepada bank 

(mnhal alaib) dari nasabah lain (mubal). Tujuannya adalah 

untak membantu supplier mendapatkan modal tunai agar 

dapet melanjutkan produksinya. Bank mendapetkan 

keuntungan dalarn bentuk imbalan atas jasa pemindan 

terse but. 

c. Akad Rahn (Gadai) 

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si 

peminjam sebngai jamimm atas pinjarnan yang 

ditarimanya. Barang yang ditahan tersebut lllllmi!iki nilai 

ekonomis. Dalam perbankan syariah, Af..Rahn digunakan 

dalam perbankan syariah sebagai : 

I. produk pelengkap, sebagai akad tambahan, jaminan 

kolaternl terhadap produk lain seperti dalam 

pembiayean Bai.' al-Muhabanah. 

2. sebngai altematif dalam pegadaian konvensionaL 

Selain kegiatan dalarn pengumpulan dan penyaluran dana masyrakat, bank 

syariah juga memiliki penawaran produk barang dan jasa. seperti42: 

L Akad Wakalah (agency) 

Dalam perbankan syariah, praktck ini dilakukan dengan earn nasahah 

memberikan kuasanya kepada bank untuk melakukan pekeljaan seperti 

pembukaan LIC, inkaso dan transfer. 

2. Akad Sharf (jual beli valuta asing) 

Akad ini adalah akad jual-beli suatu valuta dengan val uta ininoya_ 

42 lbid. him. 7!WO 
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3. Akad Kafalah 

Arlalah akad pemberian jaminan (makful alaihi) yang diberikan satu pibak 

lrepada pihak lain di mana pemberi jaminan (kafil) bertanggtmgjawab atas 

pembayaran kembali suatu utang yang menjadi bak penerima jaminan 

(makful). Dalam perbankan syariah akad kafalah ini diprakteklren dalam 

garansi bank. 

4. Akad Ijarah (sewa) 

Adalah pamindahan bak guna alas baranli atau jasa melalui pembayaran 

upah sewa tanpe diikuti dengan pemindahan kepemili.kan alas barang itu 

seadiri. 

5. Akad Wadi'ab Amanah (titipan) 

Akad Wadi'ah Amanah adalab akad penitipan barang/uang di mana pihak 

penerima titipan tidal: diperkenankan menggunakan barnng/uang yang 

dititipkan dan tidal: bertanggtmgjawab alas kerusakan atau kehilangan 

barang titipan yang bakan diakibalkan perbuatm atau kelalaian penerima 

titipan. Jasa ini kemudian diteJjemabkan oleh perbaakan syariab sebagai 

jasa penyimpanan bank (sqfe deposit bax) 

Dari penjabaran tersebut di atas, nampak jelas babwa Perbaakan Syariab 

dan UUS dilaksanakan deugan menggtmakan syariab, artinya tidak menggunakan 

sistem bunga. Apahila bunga dilarang, maka keuntungan yang diperoleb baak atau 

UUS tersebut berasal darimana? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perbaakan 

syariab mendapatkan keuntuugannya bardasarkan imbalan, fee atau dengan pola 

bagi basil dari basil melak:ukan suatu pelayanan atau jasa perbankan kepada 

nasabebuya. Hal inilab yang membedakan bank syariab atau UUS dengan bank 

urnum konvensinallainnya. 

Selain itu perbadaan yang menonjol dengan perbankan umum 

konvensional yang hanya terdapat dalam perbankan dan UUSyariah adalah 

Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawru; Syariah menurut Pemturan Bank 

Indonesia adalah dewan yang bertugas memberikan nasibat dan saran kepada 

Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesnal dengan prinsip syarlah. TUgas 

UNIVERSITAS INDONESIA 
Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH UI, 2009



54 

lain dari Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi 

produk barn dan bank yang diawasinya". 

Selain Dewan Pengawas Syariah, dalam menjalankan prinsip syariah wajib 

pula untuk tunduk pada Dewan Syariah Nasional. Sebelum bank syariah 

menjalankan kegiatannya wajib untuk memperhatikan fatwa Dewan Syarlah 

Nasional, hal ini sesuai dengan Keputusan Direksi Bauk Indonesia 

No,32134/KilPIDJR tahun 1999 tentang Bauk Umum berdasarkan Syariah. 

Dewan Syariah Nasional adalab 1embega otonom yang berdiri di bawah 

MUI dan didirikan pada tahun 1997. Adapun tugas dan Dewan ini adalah 44
: 

!. Menumbuhkembangkan penman ni1ai-nilai syariah dalarn kegiatan 

perekonomian peda umumnya dan sector keuangan pada khususnya; 

2. Mengeluarkan fatwa alas jenis-jenis kegiatan keuangan; 

3. Menge1uarkan fatwa alas produk dan jasa keuangan syariah; 

4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. 

Baik Dewan Pengawas Syarlah maupun Dewan Syariah Nasiona1 

bertindak sebagai lembaga pengawas dan lembaga yang mengatur syariah selain 

Bauk Indonesia. Namun meskipun keduanya berfungsi sebagai lembaga pengatur 

dan pengawas, kedwmya memlliki perbedaan. Perbedaannya antara lain adalah 

mengenal kedudukan. Dewan Pengawas Syariah memiliki kedudukan di dalam 

Bauk Syarlah itu sendiri. Dewan tersebut bisa dikatakan berfungsi sebagai 

komisaris dalam perseroan. Sebingga fungsinya adaiah sebagai pengawas bagi 

tindakan direksi. Sedangkan Dewan Syarlah Nasional merupakan dewan tertinggi 

bagi Bauk Syariah, yang berkedudu}rnn di luar Bauk tersebuL Keputusannya 

adaiah berupa fatwa yang barns dipatuhi oleh Bauk Syariah. 

Narnun dibalik kebaikan dari sebuah prinsip, tentunya terdapat keknrangan. 

Sarna halnya dengan syariah, kelemahan tersebut telah menimbulkan 

permasalaban barn. Permasalahan tersebut adalah 45 
: 

I. Sebagian basar produk-produk bank syariah belum mempunyai standar 

yang serugarn dan baku. Islamic Financial Service Board (IFSB) 

4l fbid. bJm. 234 
4.( Badan Pembinaa.n Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Ana/isis dan Evalull£i 
Hukum ttmtang Pengaturan Perbanktm Syariah dJ Indonesia. Jakarta;2003, hbn. 100. 
4SJbid.hlm.l7-18 
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diharapkan dapat rnengalasi persoalan ini. IFSB akan rnenetapkan standar 

produk perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya sehingga 

baku diseluruh dunia dan memiliki standar yang tinggi. Dalam 

menetapkan standar tersebut juga memperhatikan standar internasional 

yang diberlakukan bagi perbankan konvensional yang dikeluarkan oleh 

Bank for International Settlement, di Swiss. 

2 Total asset, akses pasar maupun jwnlah bank-bank syariah saat ini mosih 

tergolong kecil sebingga mempengaruhi kemarnpuannya untuk ekspaosi 

dan melakukan diversifikasi usaha 

3. Mengingat jumlahnya yang masih sedikit, maka belum tersedia jaringan 

kantor dan lernhaga penunjaug perbankan syariah yang memadai untuk 

kepentingan pengeloloan lik:uiditas dan resiko. 

4, Masih belum terdapat keseragaman dalam praktek akuntansi dan auditing 

perbankan syariah, termasuk keseragarnan laporan keuangan dan laba rugi 

sebingga otoritas pengatur maupun investor mengalami kesulitnan untuk 

melakukan perbandingan dalarn rangka menilai kinerja bank syariah. 

Accounting and Auditing Organisation for Islamic Finanacia/ Institution 

belum sepenubnya dopa! menyusun standar keuangan yang baku. 

5. Perlakuan antern nasahah dengan bank syariah belum sepenubnya rerjalin 

hubungan kemitnlan. Hal ini masih terpengaruh oleh hubungan antern 

bank umum konvensional <Iangan nasebahnya. 
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BABill 

TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN SPIN OFF PADA BAD AN 

HUKUM 

A. LATARBELAKANG 

Seperti yang telab disampaikan dalam bab sebelunmya. babwa dalam rangka 

pemisaban Unit Usaba Syariab (UUS) untuk menjadi Bank Umum Syariab, 

dipedukan mekanisme pemisaban atau Spin Off. Pemisabaan atau Spin Off 

dilala;anakan dalam rangka untuk menjadikan UUS sebagai Bank Umum syariab 

tersendiri. 

Pada beberapa negara, pemisaban dikenal dongan istilah yang berbeda-beda 

meskipun memiliki pengertian yang sama. Pada negara Austmlia, istilab pemisaban 

dikenal dengan demerger, sedangkan di Belanda adalah splitsing dan istilah spin off 

atau bive off di negara Amerika. Pada intinya adalah soma, baik pemisaban maupun 

yang lainnya. 

Dalam UUPT, pemisaban dikenal dalam dua bentuk, yakai pemisohan mumi 

dan pemisaban tidak murni. Pentisaban mumi mengakibatkan seluruh aktiva dan 

passiva perseroan beralih karena hakum kepada 2 (dua) Perseruan lain atau lebih 

yang menerima peralihan dan perseroan yang melakakan pemisahan usaba tersebut 

berakhir karena hukum. 

Sedangkan pemisaban tidak mumi mengakibatkan sebagian aktiV'd dan 

passiva perseroan baralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan lain atau lebih 

yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisaban tersebut tetap 

ada. Menurut UUPT Pemisaban tidak mumi dikenal juga sebagai Spin off. 

Balk pemisahan mumi maupun tidak mumi memiliki ciri yang sarna, yakni 

keduanya merupakan pemisaban perseroan yang te!jadi karena hukum dan beraldbat 

pada berpindahnya aktiva dan passtva baik sebagian maupun seluruh kepada 

perseroan yang baru tersebut. Berpindabnya passiva maupun aktiva tersebut terjadi 
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pada perseroan yang baru. Pada pemisahan mumi, perusahaan yang lama telah 

berakhir sadangkan pada pemisahan tidak murni pemsahaan lama tetap ada .. 

Tetapi berdasarkan undang-undang te<Sebut, antarn pemisahan mumi dan 

tidak mumi merniliki perbedaan, yaitu bedan hakurn perseroan yang melakukan 

pemisahan. Pada pemisahan mumi, perseroan yang melakukan pemisahan berakhir 

kurena hukum daa beipindah kepada perseroan baru. Sedangkan pada pemisahan 

tidak mumi, perseroan yang melakukan pemisahan tetap aksis. Pemisahan tidak 

mumi hanya memisahkan unit usaha alau sebegian unit peda tubuhnya. 

Perbuatan hakum pemisahan atau Spin QfJ di Indonesia, melalui Peraturan 

diterapkan pada unit usaha syariah yang dirniliki oleh Bank Umum Konvensional. 

Prinsip yang digunakan dalam melaksanakan pernisahan atau Spin Off adalah 

"Pelayanan terhadap nasabah tidak boleh berhenti'"". Berdasarkan prinsip tersebut, 

maka perhuatan te<Sebut barus dilakukan daagan seefektif dan seelisien mungkin 

sebingga tidak mengganggu pe\ayanan kepada nasabalmya. 

B. PEMISAllAN ATAU SPINOFF 

Seperti Ielah disinggung sebelumnya, bahwa Spiif QfJ sahagui bagian dari 

divestasi seringkali dilakukan untuk mengbindari kerugian yang disebabkan oleb 

kinerja buruk suatu Wlit usaha pada pen;eroan terrentu. 

Divestasi diartikan sebagal penjualan saham atau asset, pemisahan atau 

pengbapusan unit bisnis, link produk atau penjualan perusahaan anak. Latar belakang 

perusahaan melakakan divestasi adalah61
: 

I. Kembali ke kempetensi inti 

Banyakuya unit usaha yang dilangan! dan terbetasnya sumber daya yang 

mendukung masing-masing bidang bisnis tersebut dapat mengakibatkan 

terjadinya inefisiensi dan pengendalian yang lemah. 

"'Hasil wawancara den.gan OUllawan Setyo tlto.mo, StaffDirektoral: Syariab, pada Bank Indonesia 
tanggal 2 Mei 2009 
41 Abdul Moin. Merger, Akusisi & Divestasi : Edisi Kedua. Yogyakartlc Penerbit Ekonisia. 2\107 blm. 
334-335 
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2. Menghindari sinergi yang negatif 

Divestasi yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan 

meskipen ukuran perusahaan semakin keeil. Jika tidak dilakukan sinergi yang 

terjadi justrn sinergi yang negntif (anergi), yaitu gabungan dari perusahaan 

atau unit-unit bisni bukannya memberikan basil yang lebih hesar tetapi 

sebaliknya, yaitu memherikan basil yang lebih kecil. 

3. Tidak menguntungkan secaru ekonomis 

Jika perusahaan anak memiliki kinerja yang buruk, dan herpotensi merugikan 

keuangan perusahaan, maka hal tersebut merupakan Ianda bahwa perusahaan 

anak tersebut berkinerja tidak baik. Jika hal te.rsebut yang terjadi maku pilihan 

yang hams dian!bil oleh perusahaan ioduk adalah dengao melakukan 

divestasi. 

4. Kesulitan keuangan 

Kesulitao keuangao dihadepi perusahaan terjadi akibat : 

a. Behan hutang yang terlalu hesar uotuk dilunasi dengan cash flow yang 

keeil; 

b. Kesalahan dalarn kebijakan keuangan yang menimboikan kredit macet; 

c. Timbulnya kerugian hesar yang menyebabkan terganggunya operasional 

perusahaan. 

Jika terjadi kondisi tersebu~ maku tidak menutup kemungkinan adanya 

permintaan likuidasi dari kreditor. Untuk mencegah terjadinya hal tersebu~ 

maka perusahaan melakukan reorganisasi atau restrukturlsasi internal, dengan 

jalan divestasi. 

5. Perubaltan strategi perusahaan 

Perubahan strategi perusahaan akan menentukan bahwa bidang bisnis tertentu 

dimsa tidak se.suai, dan perubahan hams segera dilaksanakan. Perubahan 

tersebut dilaksanakan dengao melakukan divestasi terbadap bidang bisnis 

tertentu. 
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6. Mernperoleh dona tambahan 

Kesul1tan keuangan merupakan a1asan yang seringkali digunakan untuk 

melakukan divestasi. Dengan melepaskan perusahaan anak atau unit bisnis 

kepada investor maka perusabaan induk akan mendapatlam tambahan dona 

yang bisa dimanfuatkan diantaranya untuk menambah mnda! kerja. 

7. Alasan individu pemegang saharn 

Umumnya alasan ini semata~mata ditujuan sebagai persiapan pensiun bagi 

pemegang saham. Alasan ini rnerupakan keinginan pribadi dari pemegang 

saham yang bersangkutan sahingga divestasi teljadi diluar dari atau bukan 

disebsblam oleh kinerja perusahaan. 

8. Permintaan pernerintah 

Pemarintah dapat memarintahlam kepada perusahaan tertentu untuk 

rnelakukan divestasi, dikarenakan pangsa pasar perusabaan tersebut memliki 

eakupan yang terlalu besar dan melebihi bstas yang ditetapkan o!eh undang­

undang. Sehingga dengan katn inin, perusahaan lersebut Ielah melakukan 

kegiatan monopoli yang seoara langsung merugilam perusahaan lainnya. 

Latar belakang divestasi tersebut memiliki keeenderungan ke arah negatif. 

Perusahaan anal< atau unit bisnis yang tidak lagi berpotensi memberilam keuntungan 

tidak menutup kemungkinan akan dilakulam divestasi. Sehingga divestasi 

memberikan kesan negatif. Namun hal ini berkehalilam dari pemisahan atau Spin Off 

unit usaha syariah. Berdasarkan Petllluran Bank lndonesia Nomur IIIIOIPBIJ2009 

Tentang Unit Usaha Syariah, menyebuikan bahwa pemisahan unit usaha syariah 

(UUS) wajib dilaksanakan o!eh Bank Umum Konvensional apabila : 

l. Nilai asset UUS Ielah mencapai 50 % (lima puluh persen) dari nilai asset 

Bank Umum Konvensional induknya; atau 

2. Paling lambat 15 (lima bolas) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 

21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 

Ketentuan yang bersifat mandatory ini harus dilaksanakan oleh Bank Umum 

Konvensional yang memiliki UUS dalam struktur organisasinya. Sehingga alasan 
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yang terakhir ini menjadi pelengkap dan merubah pandangan bahwa segala sesuatu 

yang berhubungan dengan divestasi adalah sesuatu yang buruk. 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) memberlkan gambaran bahwa syariah 

sebagai suatu sistem perbankan mandiri membutubkan ruang atau arena tersendiri. 

Ruang atau arena teiSebut memungkinkan bagi syerlah untuk dapat maju dan 

berkembang. Syerlah dan perbonkan konvensional merupakan dual banking system 

yang diperkenalkan kepada masyarakat. Kedua sistem inl soling melengkapi. 

Sehingga kedudukannya tidak terpisah dengan bank umum konvensional. 

Adapun definisi dati pemisahan adalah sebagai berlkut : 

I. MenurutB/ack 'sLow DidionlliJI, edalah 

"corporate divestiture in which a division of a corporation becomes 

independent company and stock of the new company is distributed to the 

corporationS sharelw/ders" 

2. Menurut Abdul Moin adalah "pemisahan unit usaha, divisi atau perseroan 

anak dati perseroan induk sehingga tercipta entitas bisnis yang baru dan 

independent62" 

3. Menurut Ka.m:us Bisnis dan keuangan Online, adalah "An independent 

company created from an existing part of ~mather company through a 

divestiture, such as a sale or distribution of new shares63 " 

4. Menurut Patrick A. Gaughan, Spin Qtradalah 

"there is a new legal entity that is created with a stockholder base that may 

be different management team and is nm as a separate firm. New shares are 

issued. but they are distributed on a pro rata basis64 " 

5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas 

Menurut UU tersebut, Pemisahan ada!ah perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh Pmeroan untuk memisahkan usaha yang mengakiba!kan se!uruh aktiva 

62 Ibid, hlm. 337, 
63 http://www.inyestorwords,xom14647/splnoltf:ttm1 tanggal 9 February 2009 
4<1 Mergers, Acquisitions and Corporate Restrueturings. Third Edition. Patrick A. Gaughan, New York, 
John & Wiley, 2002, blm. 395. 
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dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua} perseroan atau 

lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 

1 (satu} perneroan atau lebih. 

6. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

Pernisahan adalah pernisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha 

atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor IIIIO/PB112009 Tentang Unit 

Usaha Syariah 

Pemisahan (Spin-OJJ) adalah pemisahan usaha dari satu BUK {Bank Umum 

Konvensional) menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan de!inisi-defmisi ternebut, pemisahan bermakua bahwa adanya 

suatu badan hukum yang melakukan pedmahm hukum untuk memisahkan diri 

menjadi I (satu} atau lebih perseroan, yang menyebahkan. adanya persbahan dalam 

aktiva dan passiva perseroan tersebut 

Ada hermacam alasan mengapa pemisahan atau Spin Off dilaksanakan yaitu" : 

a. perusahaan memiliki bidang bisnis yang terlalu luas sehingga operasl dari 

pengendalian dirasakan sulit dan tidak efektit; 

b. dengan Spin Off baik perusahaan induk maupun heru bisa meningkatkan 

kinelja secara lebih baik jika mereka beroperasi secara independen dan 

masing-masing bisa mengoptimalken sumber daya yang dimiliki. 

Pada saat Spin Off dilukukan, perssahaan baru yang independen telah 

terbentuk dan saham perusahaan hasil Spin Off tersebut didistribusikan kepada 

pemegang saham lama sebagaimana perusahaan mernbagikan stock dividend. Tidak 

ada pemilik baru yang masuk dalam peristiwa ini dan tidak ada transaksi yang 

bersifat tunai sehingga tidak menimbulkan kewajiban terhadap pajak. Namun apabila 

dikemudian hari pemegang saham lama menjuaJ saham--sahamnya kepada pihak lain, 

"'Abdul Moin. Merger, akuisisi dan Dlvestasi,Yogyakarta: PenerbltF.konisia, 2607, him. 33& 
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maka akan muncul pemilik baru. llustrasi Spin Off dapat digambarkan sebagai 

berlkut66 
: 

Sebelum Spin Off 

PT. ABC I 

I I 
Divisi Real Divisi Hotel Divisi 

Estate Konsultan 

Setelah Spin Qff 

PT. ABC I 

I I 
PT. Real Divisi Hotel Divisi 

Estate Konsultan 

Tabal2 : llustrasi Spin Off 

Sebagai gambaran, sebelum Spin Off dilaksanakan, PT. ABC rnemiliki tiga 

vlsi~ dengan berbeda~beda bidang. Ketiga divisi tersebut merupakan kepemilikan 

tunggal dari PT. ABC. Divisi real estate menjadi satu bagian dari spin off. Kemudian 

setelah dilaksanakannya spin off, PT. ABC melepaskan divisi real estate untuk berdiri 

sendiri menjadi sebuah entitas baru berbentuk perseroan. 

66 Ibid, blm. 340 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH UI, 2009



Phase 

63 

Spin Off dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari Lingkungan Kerja 

sekitar, perusabaan induk dan berdasarkan pandangan dari proses spin offitu sendiri. 

Pandangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut" : 

Related Ia the From the parent's perspectiYe From the Spin-Offs 

Concerned environment perspecilve 

Spin-off 

Decision 

• Changing sector • Perceived potential of the 

characteristics parent's and the spin-offs 

• Level of competition core..IJusinesses 

and concentrafion • Relatedness of the parent ·s 

and the spin..affs core~ 

business 

• Factors related to the 

spin-off entrepreneur 

(personal motives and , , 
capabilities. previous 

1 

educaiion and key work~ i 
' 

experience) 

• Refocw;ing of the parent'S • Perceived potential of the : 

core strategy 

•Low and 

.spin-o.ffs core-business 

declining • Organisational 

performance and profitability 

• Organisation of/he parent 

• R&D instantly 

• Propensity to take an 

"incubator role" 

• Level of (previous) M&A 

activUy 

environment provided by 
1 

the parent 

Separation • Regulatory and legal • Level of the parent's top- • Managerial and technical 

Process framework (workforce management support 

flexibility, taxation of • Succesful implementation of 

key-experience acquired 

at the parent company for 

67 Alexander Thbke, The Success Evaluation of Corporn.te Spinf..Qifs, www.CQIJ}91Jte:spin-offs.oom 
diambil tanggal 6 Mei 2009. 
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compensations, the separation process managing the separation 

support for spin.-off or • PrevioZ~S experience wit spin~ process 

start-ups) off processes • Level of the paren{S top-

• Available protection 

for the spin-offs core­

business 

• Markel structure of 

the equity capital 

marlatt 

management support 

Post • Characteristics of the • Effects of no longer having • Successful development of 

separation industrial cluster the spin-off activity in-house the new core-business 

• Costs of the substition of the (erploitati<>n of the spin-

spin...qff s products or services offs core business) 

• Form and effects of the • Form of collaboration 

collaboration with the spin-off and competitors 

Tabel 3 : Pelaksanaan Spin Off 

• Martagerial and technical 

key-experience acquired 

at the parent company 

Berdasarkan bagan tersebut diatas, maka pemisahan atau Spin Off dilakukan 

dalam 3 (tiga) tahapan yang dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yakni 

sudut pandang lingkungan usah~ sudut pandang perusahaan induk dan menurut sudut 

pandang Spin Off itu sendiri. Pandangan tersebut terbagi menjadi ke dalam 3 (tiga) 

fase, yakni pra Spin Oft Proses Spin Off dan paska Spin Oft 

Pra Spin Off, dilihat dari lingkungan usaha, maka pelaksanaan hal ini akan 

mempengaruhi pada karakter usahanya. Karena perusahaan melaknkan ekspansi ke 

arah bisnis. baru dari jenis usaha sebelumnya. Ekspansi tni juga hams mernperhatikan 

kapada tingkat persaingan usaha. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat pada 
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tahap ini adalah untuk pengambilan keputusan pelaksanaan pemisahan atau Spin Off 

Kemudian pada tahap pengambilan keputusan, berdasarkan sudut pandang 

perusahaan induk kegiatan pemisahan aka.n merubah prinsip bisnis perusahaan. Selain 

itu daiam pemisahan juga harus diputuskan mengenai permasalahan surnber daya 

manusia. Apakah menggunakan sumber daya manusia yang ada atau menambah 

sumber daya tersebut. Pemisahan mempengaruhi perusahaan induk. Menurut 

pandangan Spin Off kegiatan ini menguji faktor kewirausahaan atau menuntut 

kemampuan wirausaha. 

Pada tahap pemisahan, yang harus diperbatikan adaiah mengenai 

pengaturannya. Juga berkenaan dengan perlindungan yang diberikan terbadap 

perusahaan ketike melakukan pemisahaan. Selain ilu dalam pemisaban juga harus 

diperbatikan mengenai kondisi dan situasi pesar yang akan dimasuki. Berdasarkan 

pandangan perusahaan induk, pemisahan mendapatkan dukungun dmi level top 

manajer yang mengharapkan bahwa pemisahan akan berjalan dOilgan Ioncar dan 

sukses. Sedangkan pada proses pemisahan juga memherikan pengalaman manajemen 

yang sangat berharga begi perusahaan basil pemisahan. 

Setelab proses pemisahan terjadi, make perusahaan basil pemisahan 

diharapkan dapat mengikuti keraktoristik pasar yang dipilihnya serta dapat bersaing 

pada perusahaan-perusahaan yang Ielah ada sebelumnya. Paska pemisahan, 

perusahaan induk akan mengalami efeknya, yakni akan muneul biaya-biaya selama 

proses pemisahan berlanguung, selain itu akan ada peruhaban terhadap perusahaan 

induk. Sedangkan dari sudut pendang perusahaan hasil peraisebaan make diharapkan 

dengan adanya pemisahan akan memberikan dampuk yang begus terhadap 

perkembangan perusahaan tersebut ke depannya. Selain itu juga dalarn menjalankan 

operasional perusahann hasil pemiaahaan, make dibutuhkan pengalarnan dan 

pengetahuan yang diperolab dari perusahaan induk. 

Keberhasilan suatu pemisahan alau Spin Off dapat dilihat pada mass 

pengambUan keputusan. Pada masa tersebut, akan terjadi banyak ·kontroversi. 

Banyaknya pertentangan disebabkan karena reaksi antara pro dan kontra dengan 

pemisahan. Sebingga diperlukan penyesuaian dan kesemsian. Pada kaearnata Spin 
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Off. kegiatan ini dapat dilihat sebagai kegiatan atau usaha untuk berwiraswasta.,. 

membuka usaha jenis baru yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip atau inti 

perusahaan induknya. Sehingga menurut perusahaan. hal ini akan membawa dampak 

yang negatif, terutama bagi perusahaan yang bersifat konvensional. 

Sedangkan pada sudut pandang pemisahan, merasakan adanya suatu sensasi 

bahwa dengan pernisahan, perusahaan yang baru akan dapat melakukan ekploitasi 

dan membina serta membangun perusahaan yang lebib solid dan lebib baik lagi. 

Tetapi hal ini akan mer\iadi obsesi pribadi dari pibak yang melakukan pemisahan. 

Seeara general, sukses tidaknya dari peluksanaan pemisahan tidak 1epns dari 

daknngan perusahaan induknya, mu1ai dari pemegang saham sampai dengan para 

karyawannya. Pemilihan bidang usaha yang akan dimasukl juga merupakan faktor 

yang menentukan. 

C. PELAKSANAAN PEMISAHAN Atau SPIN OFF 

Terhadap badan hukum perbankan, pemisahan atau Spin Off dapat 

dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan, yang sating menyatu dan melengkapi, yaitu: 

l. UUPT 

Pemisah!lll atau Spin Off dapat di1uksanakan berdasarl<.an UUPT dan PBI 

No.11110/PBl/2009 Tentang Unit Usaha. Menurut UUPT, pemisahan UUS dilaknkan 

dengan mendasarkan padaPasa1126, Pasal 127, Pasa1128 dan Pasal135. 

Pada Pasal 126 menyebutkan : 

(1) Perbuatan huknm Penggabungan, Pe1eburnn, Pengambi1a1ihan, atau 

Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan: 

a. Perseroan. pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan; 

b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan 

c. masyarakat dan persaingan sehat da1am melaknkan usaha 
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(2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai 

Penggabungan, Peleburan1 Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( l) hanya boleb menggunakan haknya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasa! 62. 

(3) Pe!aksansan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan 

proses pelaksunaan Penggabungan, Pe!eblll'llll, Pengambilalihan, atau 

Pemisahan. 

Pasal 126 mengisyaratkan babwa da!am perbuatan per.reroan yang bertujuan 

untuk merubab anggaran dasar harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang 

terkait, salab satunya adalab masyarakat dan persaingan sehat dalam melaknkan 

usaha. 

Bagi perusahsan yang memproduksi barang atau jasa yang dijual kepeda 

masyanakat, selaku kunsumen, masyarakat juga herhak untuk mendapatkan 

perlindungan. Perusahaan baru basil pemisahan tidak menciptakan atau menimbulkan 

te!jadinya kondisi persaingan tidak sebat. Kemungkinan untuk tetiadinya persaingan 

tidak sehat dalam bentuk monopo!i atau monopsoni atau bentuk-bentuk lain yang 

dapat merugikan masyarakat barns dihindari dan dijauhkan. Karena kedudakan yang 

akan teljadi dari kundisi yang demikian itu akan menjadikan ketimpangan dan 

mendatangkan kerugian pada masyanakat. 

Pasa! !27 menyebutkan : 

(I) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, 

atau Pemisaban sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 

(l) dan Pasal89. 

(2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan, a.tau Pemisahan wajib mengumumken ringkasan rancangan 

paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secw:a tertulis 

kepada karyawan dari Pen;eroan yang akan melaknkan Penggabungan, 

Peteburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangke waktu paling 

!ambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. 

UNIVERSITAS INOONESIA 

Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH UI, 2009



68 

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga 

pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh 

rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di 

kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS 

diselengga.raka.n. 

Dalam pasal 127, direksi diberikan kewajiban don tanggung jawab untuk 

memberitabukan rencana pemisahan dalam bentuk ringkason kepada khalayakpublik. 

Adapun tujuannya adatah sebagai pemberitahuan bahwa akan ada perubahan pada 

tubuh perseroan. Pemberitahuan ini rnenyangkut mengenai perlindungan kepada 

publik, khususnya para pemegang saham. Pemberitahuan ini juga berguna untuk 

melihat reaksi dari pihak-pihak yang terkait, baik yang pro maupun kontra. 

Apabila terdapat kontta reaksi maks hams diselesaikan terlebih dabulu 

sebelum mencapai dalam forum RUPS. Kemungkinan terburuk yang diha<laPi adalab 

tidak jadinya penyelenggaraan pemisahaan ksrena terlalu banyak pihak yang tidllk 

setuju. Atau bahkan adanya pemegang saham yang mengundurkan diri sebagai 

bentuk ketidaksetujuannya terhadap rencana pemisahan. 

Pesai 87 (ayat) I : 

(l) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 

Pasal 89: 

(I) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau 

Pemisahan, pengajuan pennohonau agar Pe<Seroan dinyatakan paili~ 

perpanjangan jangka waktu bendirinya, dan pembubaran Perseroan dapat 

dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit % (tiga perempat) bagian dari 

jumlah selumh saham dengan hak suara nadir atau diwakili da!am RUPS dan 

keputusan adalah salt jika disetujui paling sedikit % (liga perernpat) bagian 

dari jumlah suara yang diketuarkan, kecuali anggaran dasar menentukan 

kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambi!an 

keputusan RUPS yang lebih bosar. 
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(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak 

tercapai, dapat diadakan RUPS kadua. 

(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak 

mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit% (dua pertiga) bagian 

dari jumlak seluruh saham dengan hak suara badir atau diwakili dalam 

RUPS dan keputusan adalak sah jika disetujui oleh paling sediklt l!. (tiga 

perempat) begian dari jumlah suara yang dikeluorkan, kecuali anggaran 

dasar menentukan kuorum kehadiran danlatau ketentuao tentang persyaratan 

pengarnbilan keputusan RUPS yang lebih besar. 

(4) Ketentuan sebegaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), 

ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebegaimana 

dimaksud pad a ayat (1 ). 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), ayat (2), dan ayat (3) 

ruengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan 

pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terouka 

sepanjang tidak diatur lain dalam peratumn perundang-undangan di bidang 

pasar modaL 

Setelah kontra reaksi terhadap masalak tersebut depat diselesaikan, muka 

tahapan selanjutnya adalah dangan menggelar forum RUPS. Rapat yang 

diselenggarakan harus dihadiri minimal % (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh 

sakam dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalak sah 

jika disetujui paling sedikit % (tiga perempat) bagian dari jumlak suara yang 

dike!uarkan, kecuali anggaran dasar menentukan k:uorum kebadiran danlatau 

ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. 

Keputusan yang diambil dalam RUPS harus mencerminkan musyawarah untuk 

mufakat. 

Pasal 128 ayat I 

(1) Rancangan Penggabungan, Pelebur-.m, Pengambilalihan, atau Pemisahan 

yang telak disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, 

UNI\IERSITAS INDONESIA 

------·---·----~ - ----~-. 
Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH UI, 2009



70 

Peleburan, Pengambilalihan, alau Pemisahan yang dibuat di badapan notaris 

dalam bahasa Indonesia, 

Pembuatan keputusan RUPS kemudian dibuat dibadapan notaris untuk 

kemudian diakt.akan. Perbuatan ini menandakan bahwa persetujuan ini telah scca.ta 

soh dan mengikat yang dibuat dalam RUPS. Perubahan hanya dapat dilakukan 

apabila seluruh peserta rapat bersedia untuk merubahnya dan harus mendapatkan 

persetujuan dari setiap anggota pemegang saham. 

Pasal 135 

(I) Pemisahan dapat dilakukan dengan cora; 

a. Pemisa.han munti; atau 

b. Pemisahan tidak murni. 

(2) Pemisahan mumi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a 

mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karl>na hukum 

kepada 2 {dua) Perseroan Jain atau lebih yang menerima peralihan dan 

Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersehut berakhir karena 

hukum. 

{3) Pemisahan tidak mumi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b 

menga.ldbatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beraJih ka:rena hukum 

kepada I {satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima paralihan, dan 

Perseroan yang melakukan Pernisahan tersebut tetap ada. 

Berdasarkan Pasal ini, maka pemisahan sebuah badan hukum persernan 

oorbatas dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni pamisahan mumi dan tidak 

mumi. Pemisahaan mumi mengakibatkan perusahaan lama akan berakhir berganti 

kepada perusahaan yang baru. Sadangkan terhadap pamisahan tiduk mumi, 

perusahaan yang lama tetap ada dan berdampingan dengan perusahaan yang baru. 

Berdasarkan Peraturan tersebut, maka Pemisahan dilakukan dengan cara: 

I. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan raneangan 
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paling sedikit dalam I (satu) Sural Kabar dan mengumurnkan secara tertutis 

kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, 

Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. (Pasal 127 ayat2). 

Pasal tersehut mewajiblom hahwa Pemisahan terlebih dahulu 

disosialisasikan kepada publik, terutama pemegang saham. Sosialisasi 

bertujuan sebagai pemberitabuan kepada pihak kedua, maupun pihak lretlga 

dan untuk memberilom kesempatan kepada mereka untuk mengajulom 

keberatan apabila merasa kepentingannya dirugikan. Apabila tendapat 

kaberatan dari pihak kedua maupun ketiga, maka dapat segera ditangani, 

2. Kemudian setelah pengumuman tersebut dilaksanakan dan kebemtan· 

keberatan Ielah diselesailom dengan balk, maka Direksi dapat melaksanakan 

RUPS dengan agenda Pemisahan tersebut. 

Pelaksanaan RUPS untak menyetujui Penggabungan, Peleberan, 

Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan pennohonan agar Perseroan 

dinyarnkan pailit, perpenjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran 

Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit % (tiga 

perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hedir atau 

diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit ¥. 

(tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeJuarkao, kecuali anggaran 

dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan 

pengambllan keputusan RUPS yang Jebih besar. (Pasal 89 ayat I) 

Forum RUPS digunakan selain karena Forum tertinggi dalam 

organisasi perseroan, RUPS memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh 

Direksi atau Dewan Komisaris. Selain itu dalam forum RUPS, Pemegang 

saham juga berwenang untuk mernint.a keterangan-keterangan sehubWlgan 

dengan mata acara RUPS yang berkaitan dengan perseroan kapada Direksi 

dan/atau Dewan komisaris. Selain itu dalam RUPS juga harus memperhatikan 

kepcntingan-kepentingan : 

a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan; 
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b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan 

c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melak.ukan usaha. 

Tujuan diberlakukannya ketentuan ini adalah untuk menjamin bahwa 

kepentingan para pihak di alas tidak akan dirugikan. Apabila temyata 

dirugikan rnaka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberstan. 

Sedangkan kepentingan masyamkat dan lingkungan usaba juga wajib 

dipOl'hatikan. Pemisahan yang akan dilakukan tidak boleh meneiptakan 

lingkungan usaha yang cendOl'Ung untuk rnenirnbulkan pers.aingan tidak sehat, 

seperti terjadinya monopoti atau monopooni yang dapat merugikan 

lingkungan usaha terutarna kepentingan masyarakat. 

3. Selanjulnya dalam penyelenggaraan RUPS, ada hal terpenting yang harus 

dicermati, yakni rnengenai pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan dalam RUPS harus memenuhi unsur 

Musyawarah untuk mufakat (hal ini sesuai dengan Pasal 87 ayat 1). 

Keputusan musyawarah untuk mufakat diambi1 guna menjamin kepastian dan 

keadilan bagi seluruh kepentingan termasuk pemgang saharn dan karyawan 

serta kepentingan perseroan itu sendiri. Keputusan yang diambii dalam RUPS 

untuk menyetujui pemisahan harus rnemenuhi ketentuan pasal 89 ayat 1, yaitu 

RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengarnbilatihan, atau 

Pemisahan, pengf\juan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit. 

perpanjangan jangku waktu berdirinya, dan pembuharan Perseroan dapat 

dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit ¥. (tiga perempat) bagian dari 

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan 

keputuson adalah sah jika disetujui paling sedikit '/. (tiga perempat) bagian 

dari jum1ah soars yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan 

kuorum kehadiran danlatau ketentuan tei!tang persyaratan pengarnbilan 

keputusan RUPS yang lebih besar. Apabila dalam RUPS terdapat keberatan 

pemegang saham terhadap pemisahan, maka pemegang saham yang 

bersangkutan harhak untuk mengajukan opsi jual saham dengan harga wajar 

kepeda perseroan. 
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4. Setelah RUPS mencapai keputusannya, kemudian keputusan tersebut 

diaktakan di hadapan Notaris. Yang kemudian dijadikan dasar untuk 

melakukan Pemisahan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. 

Ketentuan yang terdapat dalam UUPT mengatur mengenai pemisahan yang 

dilakukan oleh suatu badan hukum yang berbentuk parseroan terbatas. Pada intinya, 

Bank merupakan suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas. Sehingga 

pengaturannya tereantum dalam UUPT. Sedangkan bagi jenis usahanya mengaeu 

kepada paraturan mengenai perbankan, baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

maupun negara, baik yang mengatur mengenai perbankan itu. sendiri rnaupun unit 

usahanya. 

2. PERATURAN BANK INDONESIA 

Pengaturan yang terdapat dalam aturan tersebut termasuk pemisahan unit 

usahanya. Sehingga selain diatur dalam UUPT, peraturan perbankan juga mengenai 

pemisahan unit usaha syariah atau Spin QJf. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 

li/IOIPBU2009 Tentang Unit Usaha Syariah tcroantum da!am Bab IX Pasal 40 

sampai dengan Pasal 54 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah. Pada aturan tersebut, 

dituangkan bahwa Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah 

(UUS) wajib melakukan pemisahan, apabila: 

1. Nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset 

Bank Umum Konvensiona1 induknya; atau 

2. Paiing lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang Nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Dalam menyikapi ketentuan tersebut, tentunya perusahaan akan melakukan 

pemisaha.n. Oleh karena itu pada pasa! selanjutnya mengatur mengenai eara untuk 

melakukan pemisahan tersebut. Berdasarkan Peraturan tersebut kegiatan pemisahan 

atau Spin Offterbngi menjadi 2 (dua) yaitu 

a. Mendirikan Bank Umum Syariah baru; atau 
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b. Mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada Bank Umum Syariah yang telah 

ada. 

Kemudian dalam rangka menjalankan kegiatan tersebut, Bank Umum 

Konvensional juga harus memperhatikan syarat-syarat seperti : 

L Pendirian Bank Urnum Syariah basil pemisahan dapat dilakukan oleh I (satu) 

atau lebih Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, 

2. Pernisahan UUS dengan eara pengalihan hanya dapat dilakukan kepada Bank 

Umum Syariah yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan Bank Umum 

Konvensional yang memiliki UUS, 

3. Bank Umum Syariah basil pemisahan dan Bank Umum Syariah penerima 

pemisahan hams memenuhi paling kurang rasio kewajiban pemenuhan modal 

minimum (KPMM) minimal 8 % (delapan persen). 

4. Apabila Bank Umum Syariah basil pemisahan atau Bank Umum Syariah 

penerima pemisahan memUiki rasio Non Performing Financing (NPF) nett.o 

lebih dari 5 % (lima persen) danlatau mengakibatkan pelarnpauan Batas 

Makaimum Penyaluran Dana, maka Bank Umum Syariah hasil pemisahan 

atau Bank Umum Syarlah penerima pemisahan tersebut wajib 

menyelesaikannya dalam waktu I (satu) tahun. 

Kedua jenis sya.rat tersebut wajib untuk diikuti oleh Bank Umum 

KonvensionaL Apabila syarat tersebut tidak diikuti oleh Bank Umum KonvensionaJ 

maka Bank Indonesia dapat mengenak:an sanksi berupa pencabutan izin usaha UUS. 

Jika dilihat dengan sekaarna, maku persyaratan yang diberikan oleh Bank Indonesia, 

dapat ldta masukkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu sebelum dilakaanakennya 

pemisahan atau Spin Off dan selelah proses pemisahan atau Spin Off berlangsung. 

Kedua syarnt tersebut wajib dipenuhi baik oleh Bank Umum Konvensional maupun 

Unit Usaha Syariah. 
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A. Meodirikao Bank Umum Syariah Baru 

Pendirian Bank Umum Syariah baru yang w.Yib dilakukan seizin Bank 

Indonesia. Izin tersebut adalah Izin Prinsip dan lzin Usaha. Menurut Peraturan 

Bank Indonesia tentang Unit Usaha Syariah, lzin Prinsip adalah persetujuan 

untuk melakukan per:siapan pendirian Bank Umum Syariah basil pemisahan. 

Kemudian setelah itu wajib pula untuk memenuhi lzin Usaha, yakni izin yang 

diberikan setelah Bank Umum Syariah basil pemisahan siap melakukan 

kegiatan opcrasional. 

Dalam lzin Prinsip tersebut. caJon Bank Umum Syariah wajib 

memenuhi persyaratan yakni 

1. Jumlah madal yang haros disetor oleh Caton Bank Umum Syariah kurang 

lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima mtus milyar Rupiah), sesuai dengan 

pasal45. 

2. Apabila jumlah setoran madal kumng maka penambaban atas kukurangan 

tersebut horus dilakukan dalam bentuk tunai danlatau tanah dan gadung 

yang akun digunakun untuk operasional Bank Umum Syariab basil 

pemisahan. 

3. Kemudian jumlab modal tersebut wajib ditingkatkan paling larnbet 10 

(sepulub) iahun """"'" bertahap menjadi paling kumng sebesar 

Rp. 1.000.000.000.000,00 (Satu Trilyun Rupiah) setelab izin usaba 

diberikan. 

4. Menurut Pasal 47 Peratumn Bank Indonesia, Pendirian Bank Urnum 

Syariab, diajukun melalui permohonan yang dilengkapi dengan: 

a. Rancangan Akta Peodirian Bank Urnum Syariab Hasil Pemisahan, 

yang kureng lebih berisi : 

1. Nama dan Tempat kedudukan Bank Umum Syariab basil 

pemisahan; 

2. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariab harus sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku; 
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3. Modal yang disetor sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus 

Milyar rupiah); 

4. Pemenuhwt mengenai ketentuan syarat, jumlah, tugas. 

kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut 

Dewan Komisaris, Direksi dan anggota DPS sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam hal Dewan Komisaris dan anggota DPS wajib mengikuti uji 

kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) serta wawancara 

yang dilakukan oleb Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tenlang Bank 

Umum Syariah. 

S. Ketentuan mengenai pengangk:atan anggota Dewan Komisari~ 

anggota Direksi dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan 

Bank Indonesia ter1ebih dahulu. 

6. Ketentuan mengenai RUPS Bank Usaha Syariah yang menetapkan 

mengenai tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan 

Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan 

biaya jasa akuntan public, penggunaan laba dan hal-hal lainnya 

yang ditetapksn dalam ketentuan Bank Indonesia, dan 

7. Ketentuan RUPS yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris 

atau Komisaris Utama. 

8. Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan atas permohonan 

tersebut berdasarkan antarn lain pada., : 

a. Pemenuhan legal aspek mengenai tahapan kesiapan Pemisahan 

UUS yang dilakukan o!eh Bank Umum Konvensional; 

b. Analisis terhadap profonna laporan keuangan Bank Umum 

Syariah basil pemisahan, dan 

--·-----
68 Lihat Penjelasan Pasa146 Pemtur.w Bank Indonesia Tentang Unit Usaha Syariah Nom or 
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c. Uji ketru!lllpuan dan kepatutan (fii and proper test) terhadap 

calon pemegang saham pengendali. caJon Dewan Direksi 

Komisaris dan Colon Direksi serta wawancara terhadap DPS. 

Setelah semua dokumen telah dilengkapi dan persyaratan Ielah 

dipenuhi dan diterima. maka Bank Indonesia memberikan Izin Prinsip kepada 

Bank Umum Syrariah hasil pemisahan. Kemudian dalam waktu 6 (enam) 

bulan sejak diberikannya tanggl persetujuan tersebut, Bank Umum 

Konvensional wajib mengajukan izin usaha. Apahila telah lewat waktu yang 

diberikan maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak 

berlaku. Hal ini berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

1113/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah yang tidak memberikan betasan 

waktu mengenai pengajuan izin usaha tersebut. 

Selain itu, bagi Bank Umum Konvensional yang telah menerima izin 

prinsip wajib mengumumkan rencana pengalihan bek dan kewajiban UUS 

doJam sural kahar paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diberikannya tanggal 

persetujuan. Pengalihan bek dan kawajiban hanya dapat dilakukan setelah izin 

usaha telah diberikan. Pengumuman ini wajib sehubungan dengan 

perlindungan yang diberikan kepada pemegang saharn terutama pemegang 

saham minoritas. Undang-undang PT lelah memberikan pengaturan mengenai 

perlindungan terhadap pernegang saham minoritas. 

Dalarn pengajuan izin usaha kepada Bank lndonesia, Bank Umum 

Konvensional yang telah memperoleh izin prinsip wajib melengkapinya 

dengan akta Pendirian Bank Umum Syariah basil pemisahan. Sural pengajuan 

permohanan izin usaha disarnpaikan oleh Direktur UUS yang dilengkapi 

dengan akta pendirian yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang 

berwenang. Kemudian sama dengan pemberian izin prinsip~ Bank Indonesia 

memberikan persetujuan lzin usaha dengan mendasarkan persetujuannya 

pad a: 

a Pemenuhan legal aspek mengenai tahapan kesiapan Pemisahan 

UUS yang dilakukan oleh Bank Umum Konvensional; 
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b. Anatisis terhadap proforma laporan keuangan Bank Umum 

Syariah basil pemisahan, dan 

c. Uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap eaton 

pemegang saham pengendali, calon Dewan Direksi Komisaris dan 

CaJon Direk.si serta wawancam terhadap DPS, apabila terjadi 

perubahan. 

Secara singkat, prosedur peodirian Bank Umurn Syariah basil pemisahan 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

Pengajuan Izin Prinsip Maksimal lzin Usaba Maks. 
Operasional BUS 

' lzin 2 6 (enam) bin 4 30Hari 

~ t 
Syarat: (3) Syarat: (5) 
• Rancangan Akta Pendirian • hio Prinsip 

Bank Umum Syariah Basil • Rancangan Akta Pendirian 
Pemisaban Bank Umum Syariab Hasil 

• Permodalan min. 500 milyar Pemisaban 

Tabel4 : Pendirian Bank Umum Syariah 

B. Kooversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umnm Syariah atau 

Mengalihkao Hak dan Kewajiban UUS kepada Bank Umum Syariab 

yang Ielah ada 

Pengalihan kepada Bank Umum Syariah yang telah ada merupakan 

salah satu alternatif tersedia yang teniapat dalam Peraturnn Bank Indonesia. 

Secara singkat, prosedur ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
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UPit Usaba Syariah Rencana PengaJihan Pelaksanaan Bank Umum Syariah 
1 2 

1 
Syamt : (3) 
• Persetujuan Bank Indonesia 
• Pennobonan reneana peo.galihan 

hak dan kewajihan 
• llencana Pengalibao diumumkan 

dalam Surat Kabar max. 10 bati 
setelah persetujuan 

4 

1 
Sysrat: (5} 
• Maks. 30 hari setelab tanggal 

persetujuao wajib dialihkan 
• Maks. 10 hari setdah pengalihan 

wajib dilaporlum 
• Maks. tO hari setefah peogaliban 

wajib metaporkan Laporan 
Keuangan 

Tabel S : Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah 

Unit Usaha Syariah yang melakukan pemisahan dengan cara 

pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah hanya dapat 

dilakukan deagan persetujuan Bank Indonesia. Persetujuan Bank Indonesia 

kemudian ditindakianjuti dengan pemberitahuan dan pengumuman rencana 

lllrnebut dalam Sural Kabat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah 

tanggal pel1!e!Ujuan. Persetujuan terhadap pengalihan hak dan kewajihan 

tersebut diberikan berdasarkan69
: 

a. pemenuhan aspek legal Pemisahan UUS; 

b. analisis rencana pengaliaba.n hak dan kewajiban UUS; dan 

c. analisis atas proforma laporan keuangan Bank Umum Syariah 

penerima pemisahan. 

Setelah persetujuan dari Bank Indonesia diberikan maka dalam jangka 

waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari, UUS tersebut wajib dialihkan. 

Kemudian setelah pengalihan dilaksanakan maka Bank Umum Konvensionai 

wajib melaporkannya paling lambat 10 (sepuluh) hari. Laporan hasil 

69 Lihat Penjelasan Pasal 52 ayat I Peraturnn Bank Indonesia Tentang Unit Usaha Syariah Nomor 
ll/IOIPBll2009 
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pengaliban wajib disampaikan oleb Bank Umum Syariab penerima paling 

lambat 10 (sepuluh) hari setelab pelnksanaan. Laporan tersebut berisi 

mengenai kondisi keuangan pasca pengaHhan, Dalam pemisahan ini, baik 

Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah penerima UUS memiliki 

kewajiban untuk melaporken kegiatan pelaksanaan pemisabaan dan pasca 

pemisabaan. Bank Indonesia berhak untok membatalkan persetujuan tersebut 

apabila porsyaratannya tidok dipenuhi bltik oleb Bank Umum Konvensional 

maupun oleb Bank Umum Syariab. 

Selain pengalihan hak dan kewajiban seperti tercantum di alas, Unit 

Usaba Syariab dapat menjadi Bank Umum Syariab dengan eara 

mengkonverni, atau lebih dik:enal dengan sebutan Konversi Bank Umum 

Konvensional menjadl Bank Umum Syariab. Rencana untuk melakekan 

konversi ini tedebih dabulu dapat dilakekan dalam 2 (dua) tabap sebagai 

berikut"; 

1. Tabap Akuisi9i 

2. Tabap Konversi 

I. Tabap Alruisisi 

Adapun definisi dari akesisi adalab 

a. Peraturan Pemerintab Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 

Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan akusisi 

adalah perbuatan hukum yang di!akekan oleh badan hukurn atau 

orang perseomngan untuk mengambil alih balk seluruh atau 

sebagian besar sabarn perseroan yang dapat mengakibatkan 

beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut, 

b. Alruisisi adalab pengarnbilalihan kepemilikan atau pengendalian 

atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain dan 

70pedoman Investasi daWn Bank Syariah. www.bi.gp.jdlwebiPerhmkanfPerbankan+S'tariahl. diakses 
padatangga115 Mei 2009 
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datam peristiwa ini baik perusahaan pengambilalih atau yang 

diambil alih tetap eksis sebagai badan hukurn yang terpisah 71
, 

Akuisisi merupakan bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan 

oleh pihak pengakuisisi sehingga akan mengakibatkan berpindahnya kendali 

atas perusahaan yang diambilalih tersebut Yang dimaksud dengan 

pengendalian odalah kekualan yang berupe kekuasaan untuk12: 

a. mengatur kebljakan ksuangan dan operasi perusahann; 

b. mengangkst dan memberhentikan manajeman; 

c. mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi. 

Akuisisi dilakukan oleh Bank terhadap Bank lain dengan tujuan untuk 

menjadi saham pengendali, sehingga pihak pengakuisisi menjadi pihak 

pengendali bank rersebut. Langkah ini dapat dilakukan untuk menghindari 

atunu\ yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk melakukan penyetoran 

modal minimum bank syariah barn sebesa:r Rp I trilyun. Kemudian Bank 

Indonesia sendiri menetapkan bahwa izin akuisisi akan diberikan apabila 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

71 Op.cit, him 8 
nlbid 

a. Telah memperoleh persetujuan dari RUPS bank yang akan 

diakuisisi, 

b. Pihak pengakuisisi memenuhi persyaratan sebagat pemifik bank 

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 

c. Jika Bank yang diakuisisi terdaflar di pasar modal, maka wajib 

memenuhi ketentuan pasar modal mengenai penawaran tender dan 

keterbukaan infonnasi pemegang saham tertentu. 
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Prosedur akusisi bank ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Bank dan Pibak Pengakulsisl 
meagajukan renama akuisi.si, berisi a. I: 

Nama,lokasi bank & pibak 
peogaknslsi 
AJuan & pelljelasa• aktW!isi 
Mekanisme lroaversi sabam 
Reocana anggaran dasar bank 
Keh>rsediaan dana 
Peayelesaism hak pihak minoritas 
Ranf;!aqgan akta aknisisi 
Surat -taan pihak peogakolsls 
bahwa sumber da1ia sesoai kdentuan 

1 
Riogkasan Reru:aoa Akolslsi : 

N:nm~ loka.si bauk & pibak 
pengakuisisi 
Alasao bunk& pihak peogakoisisi 
Lap. Ken. 3 tbn terakblr 
Jumlall salaam yang akan dibeU 
Komposisi saham :setelab akuisisi 
l'erkiraan waktu akuisisi 

Tabel 6 : Prosedur Aknislsi 

2. Tahap Konversi 

Pengumuman Wngk. Akusisi. 
30 bari sebelum RUFS 
2 surat kabar yang beredar .... 
14 sebelum RUPS, pada 
pegawai bank 

1 
Rancangan akuisisi dan koosep 
akta akuisisi telab disetujui oleh 
RUPS bank dan pibak pengakusisi 

1 
Persetujuan a tau 
Peoolskao Bl (30 bari) 

1 
( AIITAAKUISJSJ ] 

Tabapan lni dilaksanakan setelah Bank telah telsb dlakusisi. Bank 

hasH akuisisi, oleh pengakuisisi kemudian diubah atau dikonversi menjadi 

Bank Umurn Syariah. Terhedap reneana tersebu~ Bank hosil akusisi atau 
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Bank Umum Konvensional harus mencantumkannya dalam rencana bisnis 

bank. 

Kemudian dalam rangka memperoieh izin konversi dari Bank 

Indonesia, dalarn bal ini Gubernur Bank Indonesia, maka bank harus 

menyembkan dokumen sebagai berikut : 

a. Anggaran dasar bank, 

b. Rencangan akta perubalum anggaran dasar, dirnana horus teroanturn 

penegasan beh- bank melllksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah dan adanya penempatan Dewan Pengawas Syariah 

beserta tugas-tugasnya, 

c. Notulen RUPS 

d. Data berupa : 

i. Daftar eaton pemega.ng saham berikut rincian besamya masing~ 

masing kepernilikan saharn bagi bank berbentuk hukum 

Perseroan Tetbatas/Perusahaan Daerah; 

ii. Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan 

simpanan wajib, serta daftar hibeh bagi bank yang berbentuk 

hukum koperasi; 

e. Daft:ar calon anggota Direksi, Dewan Komisarls dan Dewan Pengawas 

Syariah; 

f. Rencana struktur organisasi dan susunan personalia; 

g. Rencana bisnis bank untuk iahun pertarna yang paling kurang memuat: 

i. Studi kelayakan mengenai peluang pasar perbankan syariah dan 

potensi ekonomi; 

ii. Rencana kegial;an usaha serta langkah-langkab yang akan 

dilakukan da.lam mewujudkan rencana dimaksud~ dan 

iii. Proyeksi Japnran keuangan selarna 12 bulan yang dimulai sejak 

bank melakukan kegiatan opnrasional berdasarkan prinsip 

syariah. 

h. Rencana stratagis jangka menengah dan panjang; 
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i. Pedoman manajemen resiko, rencana sistem pengendalian intern dan 

rencana sistern teknologi informasi; 

J. Sisllm! dan prosedur kelja; 

k. Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank terhadap 

nasabah yang tidak bersedia menjedi nasabah bank berdasarkan 

prinsip syariah; 

I. Bukti kesiapan operasional, seperti Nornor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) dan Tanda Dallm: Perusahaan (TDP). 

Selanjutnya dalam rangka memberikan izin konversi, Bank Indonesia 

melakukan penelitian mengenai T"mgkat Kesehatan Bank dan melakuken Fit 

and Proper test terhadap Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariab 

bank. Perserujuan terhedap penolakan izin konversi paling larnbat dalam 

jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelab dokumen permohonan diterima 

secara lengkap. 

Apabila izin konversi telah disetujui dan diterirna oleh bank, maka 

bank tersebut wajib menyolesaikan seluruh hak dan kewajibao 

konvensionalnya paling lambat 360 (tiga mtus enam puluh) hari sejak tanggal 

izin konversi. Bagi bank yang telah mendapat izin konvers~ setelah 

menyelesaikan kewajiban konvensionalnya waj[b mencantumkan secara je1as 

kata '~Syariah'' sesudah kata "Bank" pada penulisan namanya, dan bank 

dilarang mengubah kemha.li kegiatan usaha menjadi konvensional. 

lzin konverni berlaku sejak tanggal persetujuan perubaban anggamn 

dasar atau akta pendirian oleh instansi berwenang atau berlaku sejak trnggal 

pendaftaran akte perubahan anggamn dasar dalam daftar perusahaan, jika 

perubaban anggamn dasar tidak mernerlukan perserujnan instrnsi berwenang. 

Setelah konversi selesai dilakuksn, kemudian bank tersebut beroperasi 

dengan nama bam. yakni diberi logo usyariah", Kemudian Unit Usaha 

Syariab terSebut akan melebur ke dalam Bank tersebuL 
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Pemisahan jenis kedua ini banyak dilakukan oleh Bank Umum 

Konvensional, seperti contohnya edalah Bank BRl Bank BRl pada waktu 

melakukan pernisahan atau Spin Off dilakukan dengan eara mengakuisisi 

terlebih dahulu Bank Jasa Arta untuk kemudian dikonversi menjadi Bank 

Umum Syariah. 

Beedasarkan Ringkasan Rancangan Akuisisi, yang dirnuat pada Harlan 

Bisnis Indonesia, Senin, 30 Juli 2007, Bank BRI akan melalrukan Almisisi 

terhndap Bank Jasa Ana. Tindakan akuisisi ini dhnaksudkan sebagai jalan 

untuk mendirikan Bank Umum Syariah oleh BRI. 

Menurut Ringkasan tersebut, Bank Jasa Arta adalah Bank Umum Non 

Devisa yang didirikan berdasarkan hukum dan paratumn perundang-undangan 

negara Republik Indonesia. Bank Jasa Arta dimiliki oleh kelompok usaha 

Panasia Grup dan berlokasi Jakarta Dalam melakukan usahanya, Bank Jasa 

Arta rokas kepada pengambangan dan pemberian bantuan kepada sektor 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Hal ini sesuai dengan visi dan misi Bank BRI yang ingin membangun 

dan menjalankan usaha perbenkan syariah yang fokus kepada UMKM. 

Karena persamaan visi dan misi tersebut, maka Bank Jasa Arta setuju untuk 

menerima investasi dari Bank BRI. Namun sebelum dilaksanalcannya akuisisi, 

Direksi Bank BRI wajib untuk memberikan pengumuman dan pemberitahuan 

kepada khalayak umum, khususnya pemegang saham publik melalui surat 

kabar. Proses akuisisi dilakakan dengan membeli hampir seluruh saham milik 

Bank Jasa Arta dengan anggaran sebesar Rp. 18,1 M. 

Bagi Bank lasa Ana, dengan dilaksanakannya akusisi akan mernberi 

manfaat sebagai berikut73 
: 

a. mendapatkan dukungan permodalan, teknologi dan infrastruktur BRl, 

maks Bank Jasa Arta akan lebih maju dalam menjalankan fungsi 

intermediasi keuangan dan berkontribusi bagi perekonomian nasional; 

» Ringkasan Rancangan Akuisisi, Harlan Bisnis Indonesia, 30 Juli 2007 
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b. untuk memperlruat posisi Bank Jasa Arta di dunia perbankan 

Indonesia; 

c. lebih falrus pada sektor UMKM yang dilatarbelalrungi dengan 

semangat syariah untuk mendorong terwujudnya Bank Umum Syariah 

yang terbaik. 

Bank BRl menilai bahwa industri perbankan ayariah di Indonesia sangat 

produkti, hal ini terbukll dari 22 perbankan yang menjalanlrun bisnis perbankan 

syariah, hanya 3 (tiga) pelalru usaha yang menguasai 76% (tujuh puluh enarn persen) 

pangsa pasar. Selain itu cara terbalk untuk mengilruti persaingan ini adalah dengan 

melalrukan pemisahan unit usaha syariah Ire dalam Bank Arta Jasa yang kemudian 

akan dikonversi menjadi Bank Umum Syariah. Mengingat alruisisi adalah peristiwa 

yang besar bagi suatu perusahaan, malru barus dilalrukan secara notariil dengan Akta 

notaris yang disetujui dan ditandatangani oleh minimal l4 pemegang saham, sete!ah 

mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. 

Jumlah saham yang alrun dlalruisisi adalah sahesar 80.000 saham yang 

merupalrun 100% (semtus person) saham yang dimiliki dan telah disetor penuh oleh 

Bank Jasa Art.. Sehingga dalam hal ini Bank Jasa Arta tidak memiliki pemegang 

saham minoritas. Lebih lanjut Bank BRl alrun merubah Direksi dan Komisaris Bank 

Jasa Arta sesuai dengan basil Fit and Proper Test yang telah disetujui oleh Bank 

Indonesia. 

Setelah pmberitahuan kepada Publik, selanjutnya dilalrukan pengumuman 

terhadap para lruryawan yang kemudian dilakukan RUPS LB, baik oleb Bank BRJ 

maupun Bank Jasa Arta. RUPS dilaksanalrun setelah keberatan-kebemtan yang 

muncul sehubungan dengan pengumuman tersebut Ielah diselesaikan terlebih dahulu. 

Pelaksanaan Akuisisi harus mendapalkan per.;etujuan dari Bank Indonesia, 

apabila sudah ditandatangani malru pelaksanaan Akta Akuisisi dapat dilakukan. Akta 

alruisisi dilakukan dalaro bantuk akta otentik aleh notaris. 

Kemudian pada tonggal 26 Mei 2008 Direksi Bank BRl akan melalruksn 

pernisahan atau Spin Off, yang tertuang dalam RJngkasan Raneangan Pemisahan yang 

dirnuat pada Harian Bisnis Indonesia, pada hari yang sarna. Rlngkasan ini 
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dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada pemegang saham publik sekaigus untuk 

melihat kebaratan-kebaratan terltadap rencana ini. 

Baik Bank BRI maupun Bank Jasa Atla yang telah diakuisisi akan menerima 

manfaat sebagai berik.ue4 
: 

a. Bagi Baak Jasa Arta, akan dapat mewujudkan perubahan visi dan misi 

secara fundamental, yakui untuk menjalankan usaha yang fokus pada 

UMKM, khususnya dibidang syariah, 

b. Dengan dukungan pennodalan, teknologi dan infrastuktur dari Bank BRI 

akan dapat lebih maju dan berkembang dan berkiptah dalam menjalankan 

fungsi keuangan serta memberikan kontribusi bagi perekonomian 

nasional, 

c. Sebagai bank yang memberi fokos kepada selctor UMKM, maka 

keberadaan Bank BRI akan memperkuat dan mendorong Bank Jasa Atla 

untuk mewujudkan visinya sebagai salah satu Bank Umum Syariah 

terbaik di Indonesia; 

d. Akan teljadi perubinaan dan pengembangan keryawan yang lebih baik 

untuk meningkatkan kompetis~ keahlian dan profesionalisme. 

Sebingga dengan adanya pemisahan diharapkan akan memberikan keuntungan bagi 

kedua belah pihak. 

Dalam ringkasan t<:rsahut juga menyebutkan bahwa bagi Pemegang saham 

yang tidak setuju terhadap rencana ini haknya akan diselesaikan mela.lui mekanisme 

Pasal 126 jo. Pasal 62 UUPT. Kedua pasal tersahut memberikan solusi bagi 

pemegang saham yang tidak setuju terhadap rencana pemisahan daogan jalan bahwa 

perusahaaa wajib untuk membeli saham yang dimilikinya dengan harga yang wajar 

sesnai dengan ketentuan. Kemudian lahih lanjut menjelaskan bahwa keberatan yang 

diajukan serta pembelian saham tidakrnennghamhat leljadinya pemisahan. 

Pasal ini memberikan perlindungan dengan cars keluar. Artinya bagi 

pemegang saham yang tidak setuju terhadap rencana pemisahan, maka dipersilakan 

untuk keluar dari susunan pemegang saham. Menurut penulis, ada baiknya apabila 

74 Ringkasan Rancangan Pemisahan, Harlan Bisnis Indonesia, 26 Mei 2009 
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terdapat keberotanjalan keluar yang diberikan bukan saja menjual saharnnya, namun 

memberikan solusi lain. Solusi tersebut antara lain dengan memberikan jalan tengah 

agar pemegang saluun yang tidak setuju tellilp dapat berkeduduken sebagai pemegang 

saham dan proses pemisahan tetap berjalan dengan balk. 

Sebubungan dengan rencana pemisahan tersebut, maka bagi karyawan bank 

BRI akan diberlakuken peroturan perusahaan yang berlaku internal. Termasuk bagi 

karyawan yang menolak allilu tidak setuju terhadap rmcana pemisahan Terhadap 

Pihak Ketiga dan/allilu Kreditur, Bank BRI akan memberikan kesempalliln jangka 

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari seteleb diumumkennya Ringkasan ini. 

Keberatan yang diajukan oleb Pihak Ketiga da111allilu Kreditur akan diproses menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Setelah proses pengumuman selesal dilaksanakan dan keberotan-keberallilu 

dengan Pihak Ketiga danlatau kreditur telah diselesalkan, maka aguoda selanjtunya 

adaleb dengan melakaanakan RUPS. Agenda RUPS yang diselenggarokan oleh 

Direksi adaleb untuk mengeaahkan dan menyetujui rencana pemisahan. Rapat 

dihadiri minimal Y. (tiga perempat) dari seluruh jumlah pemegang saham dan 

keputusan yang diambil adalah sah disetujui minimal Y. (tiga perempat) suara daci 

seluruh pemegang sahacn yang badir. Mengingat agenda yang dalam RUPS ini adalah 

bukan untuk mendengarkan laperan pernmggangjawaban direksi selama selahun, 

narnun diluar dari agenda tersebut, maka RUPS dilaksanakan dalarn bentuk RUPS 

Luar Biasa. Hasil keputusan RUPS LB kemudian akan dibawa ke hadapan notaris 

untuk kernudian dibuatkan Akllil Otentik. Akllil otentik dirnaksudkan sebagai alar bukti 

yang sempurna da1am hal pembuktian15
. 

15 Lihat Pasal 1!70 KUHPerdata 
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BABIV 

PENERAPAN SPIN OFFPADA PERBANKAN KONVENSIONAL 

Pelaksanaan pemisahaan atau Spin Off, pa<la perbankan konvensional wajib 

tunduk pada 2 (dua) ketentuan, yakni uuPT dan peraturan perundang-undangan di 

bidang perbankan. Sebagaimana telsh diuraikan pada bab selanjutnya, kewajiban 

untuk tunduk pada 2 (dua) ketentuan inl dikarenakan dlwajibkan bagi perbaukan, 

babwa bentuk badan hukem yang diperbolehkan untuk mendirikan sebuah bank 

adalab dengan bentuk Perseroan Tetbatas. Sedangkan bagi usahanya sendiri di bidang 

perbankan, harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. 

Pemisahan atau Spin Off, menurut UUPT, adalah perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan selurub 

aktiva dan passiva perseroan bemllh karena hukum kepa<la 2 (dua) perseroan atau 

lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada I (satu) 

perseroan atau lehih. Sedangkan menurut PBI tentnng Unit Usaha Syariah, pemisahan 

atau Spin Off adalah pemisahan usaha dati satu BUK (Bank Umum Konvensional) 

menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang­

undangan yang berluku. Perbuatnn untuk memisahkan unit usaha menjadi sebuah 

badan usaha tersendiri dan mandiri. 

Lebih lanjut; dalam PBI, ditegaskan babwa pemisahan atau Spin Off 
merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh Bank Umwn Konvesional yang 

melakukan kegiatan usaha betdasarkan prinsip syariah. Kewajiban ini dilaksanukan 

setelah salah satu pe!S)Iaratan yang diwajibkan sudah terpenuhi. Syarat itu adalah : 

a. nilai aset UUS telah mencapa.i 50 % (lima puluh person) dati total nilai aset 

BUK induknya, atau 

b. paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlukunya undang-undang Nomor 

21 Tabun 200& Tentang Perbankan Syariab. 

Pemisahan unit usaha syariah menjadi badan hukem tersendiri dibarapkan 

dapat meningkatkan layanan perbankan syariah kepada masyarakat luas. Peningkatan 
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pelayanan syariah kepada masyarakat luas membutuhkan jumlah kantor syariah 

dalam jumlah yang banyak untuk dapat menjangkau masyarakat secara luas sekaligus 

memperkuat keberadaan perbankan syariah tersebut. 

Penempan prinsip syariah pada bank syariah dipandang menjadi semakin 

penting karena dalarn kegialan usahanya bank syariah menghindari transak.si yang 

sifatnya spekulatif. mendorong transpatMSi, mengbindari ek.sploitasi dan mendorong 

pertumbuban sektor riil. Sehingga mendalangkan ketertarikan dari pemilik modal 

untuk dapat menanarnkan atau berinvestasi pada kegialan syariah. 

1. Penerapan Spin Off Terhadap Unit Usaha Syariah 

Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa penerapan Spin Qffterbadap unit 

Usaha Syariah pada perbankan syariah, berdasatkan UUPT dan PBI, dilaksanakan 

berdasarkan 2 (dna) cam tersebut di alas. Narnun dalam mngka pemisahan tersebut, 

ada prosedur yang terlebih dahulu dilaksaru!kan menurut UUPT. 

Narnun sebelum dapat melakukan pemisahan atau Spin Qff maku terlebih 

dahulu, Direksi memberitahukan rencana temebut kepada publik, khuswmya kepada 

pemegang sah.am publik. Bank BRI dalam melaksanakan pemisahan terbadap unit 

usaha syariah yang dimilikinya, terlebih dahulu melakukan pemberitahuan k.spada 

publik17
• Pemberitahuan tersebut bertl!iuan untuk menampung segala bentuk 

tanggapan dan kritik, terutama keberatan-keberatan yang disampaikan oleb pemegang 

saharn terbadap rencana yang akan dilakukan oleh Direksi. Selain itu dalam ringkaaan 

tersebut juga disebutkan mengenai infonnasi bank yang melakukan pamisahan dan 

bank yang menerima pemisahan, alasan dilak.sanakannya pemisahan, ikhtisar lapomn 

keuangan, kesiapan dan ketersediaan dana, prosedur penyelesaian hak pemegang 

saham yang tidak setuju terhadap pemisahan, rencana terbadap karyawan yang 

melakukan pemisahan, penyelesaian hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga dan 

jadwal pemisahan. 

n Ibid 
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Dalam ringkasan tersebut juga diberikan batas waktu yang diberikan bagi 

pihak-pihak terkait yang merasa keberatan dengan rencana ters.ebut. Pengumuman ini 

dilaksanakan dalam sumt kabar yang memiliki peredamn nasional. Setelllh 

melaksanakan pengumuman ini, dan segula kebemtan telah diterima dan diselesaikan 

dengan baik, maka tahapan selanjutnya adalah mengadakan Rapat Umum Pemegang 

Saham LB atau RUPSLB. 

Dalam RUPSLB, mengikati peosedur yang telah diatur dan ditetapkan dalam 

UUPT. Pada UUPT, pemisahan mengacu kapada Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128 dan 

Pasall35. 

Pasal !26 menyebutkan : 

(l) Perbaatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilaliban, atau 

· Pemisahan wajib memperhalikan kepentingan: 

a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan; 

b. kreditar dan mitta usaha lainnya dari Perseroan; dan 

c. masyacskat dan pe.tSOingan sehat dalam melakukan uaaba 

(2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai 

Penggahungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (I) banya boleb menggunakan haknya sebagaimana 

dimakaud dalam Pasal 62. 

(3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimakaud pacta ayat (2) tidak menghentikan 

proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilaliban, atau 

Pernisahan. 

Pasal 127 menyebutkan : 

(I) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, 

atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 

(I) dan Pasal89. 

(2) Direkai Persernan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilaliban, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan 
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paling sedikit dalam I (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis 

kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, 

Peleburan, Pengambilaliltan, atau Pemisahan dalarn jangka waktu paling 

larnbat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. 

(3) Pengumuman sebagaimana dimakand pada ayat (2) memuat juga 

pemberitahuan bahwa pihak yang barkepentingan dapat memperoleh 

rancangan Penggabungan, Peleburan. Pengumbilaliban, atau Pemisahan di 

kantor Pecseroan terhitung sejak tanggal pengumurrum sampai tanggal RUPS 

diselenggarakan 

Pasal 87 (ayat) l : 

Keputusau RUPS diambil berdasarl<an musyawarah untak mufakat. 

Pasal89: 

(I) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau 

Pemisahan, pengajuan pennobonan - Pe.,.,roan dinyatakan peili4 

perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubamn p..,eroan dapat 

dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit% (tiga perempat) bagian dari 

jumlab seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan 

keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 'II (tiga perernpat) bagian 

dari jumlah suara yang dikeluarkan. kecua1i anggarnn dasw menentukan 

kuorum kehadiran da:n/atau lretentuan tentang pecsyaratan pengambilan 

keputusan RUPS yang lebih besar. 

(2) Dalam hal kuorum kebadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak 

tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. 

(3) RUPS kadua sebagaimana dimakand pada ayat (2) sah dan berhak 

mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit % (dua pertiga) bagian 

dari jurnlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam 

RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 'II (tiga 

perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, koouali anggaran 
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dasar menentukan kuorum kehadiran danlatau ketentuan tentang persyaratan 

pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), 

ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I). 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan lentang persyaratan 

pengambilan kepetusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka 

sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

pasar modal. 

Pasal 128 ayat I 

(I) Rancangan Penggabungan, Pelehuran, Pengambilaliban, atau Pemisahan 

yang teleh disetujui RUPS dituangkun ke dalam akta Penggabungan, 

Peleburan, Pengambilaliban, atau Pemisehan yang dibuat di hadapan notarls 

dalam bahasa Indonesia. 

Pasall35 

(I) Pernisahan dapat dilakukan dengan cora: 

a, Pemisahan mumi; atau 

b. Pemisahan tidak mumi. 

(2) Pemisahan rnumi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a 

mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan heralih karena hukum 

kepada 2 (dua) Perseroan lain atau Iehih yaag menerima pentlihan dan 

Perseroan yang melakukan pemisahan usaba tersebut bcrakhir karena 

hukum. 

(3) Pemisaban tidak mumi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b 

mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan bemlih kanma hukurn 

kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lehih yang menerima peralihan, dan 

Perseroan yang melakukan Pemisehan tersehut tetap ada. 
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Prosedur dalam RUPS mengandung suatu aturan yang mengisyaratkan bahwa 

kepentingan seiuruh pemegang saham, pengurus perseroan dan para karyawan harus 

diparhatikan dan mendapatkan parlindungan. Perlindungan tersebut juga memberikan 

kedudukan yang sama antata pemegang saham minoritas dengan pemegang saham 

mayoritas. Sehingga diharapkan basil keputusan yang diputuskan dalam RUPS 

memberikan dampak yang sama temadap semua kepantingan yang terkait. 

Selain itu dalam RUPS juga disebetkan bahwa basil pamisahl!ll juga barns 

mcmparbatikan kcpcntingan para pihak dan masyarakat yllllg terkiut Hasil pcmisahan 

tidak boleh menimbulkan usaha yang menciptkan persaingan tidak seba~ seperti 

rnonopoli dan monoponi. Monopoli adalah penguasal!ll atas produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleb satu palaku usaha atau 

satu kelompok pclaku usaha. Praktek monopoli akan mengaldbatkan adl!llya 

pemusata.n kckuatan ekonomi oleh satu atau Jebib polaku usaha yang mengak.ibatkan 

dikuasainya produksi dan atau pem...,... titas barang dan atau jasa tertentu sebingga 

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan l<epentingan umum. 

Sebingga masyarakat tidak diberikan pilihan dan dlkendallkan oleb palaku usaha. 

Sedangkan bagi pclaku usaha lainnya juga akan merasakan kerugian, k.arena 

bisa menimbulksn kondisi pcrssingan tidak sebat. Persaingan usaha tidak sehat 

edalah suatu kondisi dimana terdapat pcrsaingan antar pclaku usaha . dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang di!akukan 

namun dilakuksn dengan cora tidak jujur ahru melawan hukum atau menghambat 

pcrsaingan usaha". Sehingga bila temyata basil pamisahan berdampak negatif tidak 

hanya kepada golongan internal parusehaan tetapi juga berdampak negatif pada 

masyarakat dan dunia usalta, maka dapat dikenakan tindak kejahatan baik .....,... 

perdata maupun pidana. 

Selain membahas mengenai pemisahan, juga dibahas mengenai akibat yang 

timbul dari pelaksanaan tersebu~ terutama terhadap lwyawan dan pihak kctiga. 

Dalam rencana pcmisahan yang dilakukan oleh Bank BRl disebutkan mengenai 

18 Lihat Undang-undllftg Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Ptaktek Monopoli dan Persaingan 
Uaalla Tid Ilk Sebat. 
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rencana yang okan dilakukan baik terhadap karyawan maupun pihak ketiga. Terhadap 

Pihak ketiga dan atau kreditur diberikan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) 

hari sejak pengumuman ini. Apabila tidak menyetujui akan dilakukan perundingan 

kembali untuk menyelesaikan pennasalahan ini sesuai dengan peraturan perundang­

undangan yang berlaku. 

Dalam PBI, pemisahan atau Spin Off dilakukan dengan 2 (earn). Pemisahan 

a tau Spin Off termasuk dalam pemisahan yang tidak mumi, karena perusahaan yang 

iama masih berdiri 

1.1. Meodirikao Bank Umum Syariah Barn 

Secara singkat pendirian Bank Umum Syariah baru dapat diilustrasikan 

sebegai berikut : 

[!] --• [ mn ~rinsip ] ----•[ lzin ~saba )- [ Ope~nalBUS ) 

1 1 ,....--....:_---.... 
Syaral: (3) 
• Rancangan Aida Pendirian 

Baak Umum Syariab Hasit 
Pemisahan 

• Pennodalan mio. SOO milyar 

Syamt: (5) 
• lzin Prinsip 
• Raueaugan Akta Peo.dirln 

Bank Umu:m Syariab Hasil 
Pemisahan 

Tabe17: Prosedur Pendirlan Bank Umum Syariah 

Unit Usaha Syariah yang okan mendirikan Bank Umum Syariah harus 

mendapatkan izin/persetujuan dari Bank Indonesia. Izin atau perSetujuan tersebut 

terdiri dari 2 tahapan, dan keduanya harus dapat dipatuhi. Tahapan tersebut adalah : 

a. Persetujuan Prinsip 

Merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank; 
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b. Izin usaba 

Yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelab 

perSiapan pendirian Bank selesai dHakukan. 

a. Persetujuan Prinsip 

Dalam rangka untuk memperoleh persetujuan prinsip dari Bl, maka caJon 

pendiri Bank Umum Syariab wajib memenuhi persyaratan yang telab ditetapkan 

dalam PBI yaitu : 

l. Minimal modal yang harus disetor kurang lebih sebesor Rp. 500.000.000,­

(Lima Ratus Milyar Rupiab), kekurangan atas penyetomn tersebut dapat 

dilakukan dalam bentuk tunai danlatau tanab dan gedung yang akan 

digunakan untuk operasional Bank Urnum Syariab hasil pemisahan, sesuai 

dengan Pasai4S; 

2. Kemudian dalam jangka wakto 10 tahun jumlab modal tersebut wajib 

untuk ditingkatkan secara bertahap menjedi paling kumng sebesar Rp. 

1.000.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiab) setelab izin usaha diberikan. 

3. Berdasarka.n pasal47 PBI) seJain harus memenuhi minimal setoran modal, 

caion pendiri Bank Umum Syariah wajib memenuhi kelengkapan 

dokumen sebagai berlkut : 

u. Nama dan Tempat kedudukan Bank Umum Syariab basil pemisaban; 

b. Kegiatan Usaha Bank Umum Syarlab horus sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaka; 

c. Modal yang disetor sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar 

rupiah); 

d. Pemenuhan mengenai ketentuan syarat, jumlab. tugas, kewenangan, 

tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris, 

Direksi dan anggota DPS sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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e. Ketcntuan mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris, 

anggota Direksi dan anggota DPS dengan memperoleb persetujuan 

Bank Indonesia terlebib dabulu. 

f. Ketentuan mengenai RUPS Bank Usaba Syariab yang menetapkan 

mengenat tugas manajemen. remunerasi Dewan Komisaris dan 

Direksi, laponm pertanggungjawaban €!~hunan, penunjukkan dan biaya 

jasa akantan publik, penggunaan Jaba dan hal-hal tainnya yang 

ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia, dan 

g. Ketentuan RUPS yang harus dipimpin oleh Presiden Kontiaaris atau 

Komisaris Utama. 

Kemudian juga wajib untuk melampirkan dokumen-<lokumen pendukung 

seperti : 

L Data kepemitikan bank; 

2. Data calon anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah; 

3. Rencana struktur organisasi dan personaHa; 

4, Rencana keJja €Shun pertama yang antara lain memuat studi 

kelayakan, dan reneana kegiatan usaba; 

5. Rencana strategisjangka menengab danjangks panjang; 

6. Pedoman manajemen resiko, internal control, dan IT system; 

7. Sistem dan prosedur kelja; 

8. Surat pemyataan dari eaton pemitik bank yang menyatakan bahwa 

setoran modal modal tidak berasal dari sumber dana yang dilarnng oleh 

ketentuan Bank Indonesia. 

Setelab semua dokumen telab dilengkapi dan persyaratan telab dipenuhi dan 

diterima, maka Bank Indonesia memberikan Izln Prinslp kepada Bank Umum 

Syrariab basil pemisahan. Persetujuan atau penolalkan terhadap permohonan teriladap 

permohonan persetujuan prinsip diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelab 

dokumen diterima lengkap. Kemudian dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak 

diberikannya tanggal persetujuan tersebut, Bank Umum Konvensional wajib 

mengajukan izin usaha. 
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Selain itu, bagi Bank Umum K<tnvensional yang telah rnenerima izin prinsip 

wajib mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewajiban UUS dalam sural kabar 

paling lambat 10 (sepuluh) hori sejak diberikannya tanggal persetujuan. Pengalihan 

hak dan kewajiban hanya dapat dilakukan setelah izin usaha telah diberikan. 

Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan alas permohonan tersebut 

berdasarkan antara lain pada19 
: 

a. l'emenuhan legal aspek mengenai tahapan kesiapan Pemisahan UUS yang 

dilakukan oleh Bank Umum Konvensional; 

b. Analisis terbadap proforma laporan keuangan Bank Urnurn Syoriah basil 

pemisahan, dan 

c. Uji kernampuan d811 kepatutan (fil and proper lest) terhadap calon 

pemegang sabam pengandali, calon Dewan Direksi Komisaris dan Calon 

Direksi serta wawancara terhadap DI'S. 

a. Permobonan lzin Usaha 

Permohonan izin usaha dapat diajukan maksimal 6 (enam) belan seteleh 

tanggal persetujuan prinsip diberikan. Selain itu dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak 

tanggal diberikannya persetujuan prinsip, Bank Umum Konvensional wajib 

mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewajiban dalam surat kabar yang 

memUiki peredaran nasional. Pengajuan permohonan prinsip izin usaha diajukan 

kepada Gubemur Bank Indonesia dengan melampirkan dokurnen sebagal berikut, 

yaitu: 

!. Akte pendirian badan hukum yang rnemuat anggaran dasar yang disahkan 

instanst berwenang; 

2. Data kepernilikan bank; 

3. Daftar susunan Direksi dan Komisaris~ 

4. Rencana struktur organisasi dan personalia; 

5. Rencana kerja talmn pertama; 

79 Lihal Penjelasan Pasal46 Peraturan Bank lndonesia ientang Unit Usaha Syariah Nomor 
11/lOJPBI/2609 
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6. Rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang; 

7. Pedoman manajemen resiko pengawasan internal dan n· system; 

8. Sistem dan prosedur kelja; 

9. Bukti pelunasan modal disetor minimum; 

10. Bukti kesiapan operasional antara lain bempa NPWP, dan Tanda Dallar 

Perusahaan; 

II. Sum! pemyataan dati pemilik bank bahwa pelunasan modal disetor tidak 

berasal dati sumber dana yang dilarang oleh Bank Indonesia. 

Persetujuan alau penolakan terbadap terhadap permohonan izin usaha 

diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah doknmen ditatima lengkap. 

Bank Indonesia memberik:an persetujuan izin usaha dengan mendasatkan 

parsetujuannya pada: 

a. Pemenuhan legal aspek mengenai tahapan kesiapan Pemisahan UUS yang 

di!akukan oleh Bank Umum Konvensional; 

b. Analisis terbadap proforma laporan keuangan Bank Urnum Syariah basil 

pemisahan, dan 

c. Uji kernarnpllllll dan kepatutan (fit and proper test) terbadap calon 

pemegang saham pengendali, calon Dewan Direksi Komisaris dao Calon 

Direksi serta wawancara terhadap DPS, apabila terjadi perubahan. 

Apabila izin teluh disetujui dan dibarlksn oleh Bank Indonesia, maka beak 

tenrebut wajib mencantwnkan kata I<Syariah". Selain itu bank tersebut juga 

diwajibkan untuk melakuksn kegiatan usaha perbankan paling larnbat 60 (enarn 

puluh) hati sejak izin usaha dikeluarlcan serta wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan 

usaha tersebut kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hati setelah tanggal 

pelaksanaan kegiatan operasional. 
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1.2. Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum 

Syariab atau Mengalibkan bak dan kewajiban UUS kepada 

Bank Umum Syariab yang telab ada 

Untuk melakukan tindakan konversi ini, suatu Bank Umum Konvensional 

wajib untuk melakukan tahapan sebagai berikut : 

a. Tahap Akulsis! 

b. Tahap Kouversi 

Tindakan ini telab dilakukan oleh Bank BRJ dalam memisabkan unit usaba 

syariabnya. 

a. Tahap Akulsisi 

Tindakan BRJ untuk mengakuisisi Bank Jasa Arta dilatarbelakangi oleh 

keinginan BRJ untuk memisabkan Unit Usaba Syariab yang dimilikinya untuk 

menjadi Bank Umum Syariab. Menurut BRJ hal ini selaras dengan Jatar belakang 

Bank Jasa Arta yang bergerak di bidang Usaba Mikro, Kecil dan Menengab 

(UMKM). Tindakan akuisisi adalab perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan 

hukum atau orang perseorangan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian 

terhadap perseroan60
• 

Menurut Ringkasan Rancangan Akuisisi Bank BRl dengan Bank Jasa Arta'1 

alasan dilaksanakannya akuisisi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan Unit Usaba Syariah Bank BRJ, karena kondisi sekarang usaba 

perhankan syariah hanya dikuasai oleh 3 (tiga) pelaku bisnis Bank Umum Syariah. 

Sehingga prospek usaba syariab di Indonesia sangat berpeluang bagus. 

Tindakan akusisi tidak mungkin dilakukan jika tidak mernberikan manfaat 

maupun kepada pihak yang melakukan. Manfaat bagi Bank lasa Arta dalam 

melakukan akusisi adalah : 

3t;l Peraturan Pemerintah Rl No. 27 tahun 1998 Tenlang Peoggabungan, Pelebura.o. dan Akuisisi 
81 Ring.kasan Ran.eangan Akuisisi. Bisnis Indonesi~ Senin, 30 Juli 2007 
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l. Mewujudkan perubahan visi dan misi secara fundamental~ yakni 

menjalankan usaha perbankan syariah yang fokus pada usaha Mikro, Kecil 

don Menengah (UMKM), 

2. Dengan dukungan pennodala:n, tekonologi dan infrastruklur BRJ, maka 

Bank Jasa Arta akan lebih maju menjalankan fungsi intennediasi 

keuangan dan berkontrlbusi bagi perekonomian nasional~ 

3. Sebagai bank yang fukus di sektor UMK.M, kahediran BRJ akan 

memperkuat Bank Jasa Arta dan mendorong terwujudnya vis! sebagai 

salah satu Bank Umum Syariah terbaik yang fokus pada UMKM di 

Indonesia, 

4. Karyawan terbina dan berkembang lebih balk sehingga dapat 

meningkatkan kompetensi, keahlian dan profesionalisme. 

Sedangkan pada manfaat pada BRI, akuisisi akan mernberikan manfuat sebagai 

berikut 81: 

I. Meninglartkan ProspekBisnis 

2. Meningkatkan struktur pennodalan, 

3. Meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra, 

4. Meningkatkan produktifitas dan efisiensi, 

5. Mernberikan manfaat bagi pemegang saham. 

Tindakan akuisisi yang dilakaanakan oleh Bank BRJ dengan memperhatikan 

kepentlngan pemegang saham, pengurus perseroan karyawan sampai dengan 

masyarakat. Bank Ana Jasa diakuisisi oleh Bank BRJ dengan dana sebesar Rp. 18,1 

M dengan 80.000 lembar saharn ekuivalen dengan 100% saharn. 

Pemberitahuan palaksanaan Akuisisi terlebih dahulu disampaikan kepada publik, 

terutama pemegang saham. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada pemegang 

saham atau pihak-pihak terkait yang keberallm dengan roncana ini. Keberatan akan 

diselesaikan terlebih dahulu sebelum menginjak pada tahap berikutnya yaitu 

pelaksanaan RUPSLB. 

Adapun proses akuisisi dapat digambarkan sebagai berikut : 

12 Ibid 
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Bank dan Pibak Pengakuisisi 
mengajukao rencana akuisisi,. berisi a.l : 

Nama, lokasi bank & pihak 
pengakusisi 
Ala.san & peQjelasan aknisisi 
Mekanisme konveni sa bam 
Rencana anggaran dasar bank 
Ketersediaao dana 
Puyelesaian bak pihak minorits.s 
Raneangan akta alrnisisi 
Sorat pernyataan pihak pengakuisis 
babwa sumber dana .sesuai ketentuan 

l 
Ringbsan Rencana Akuisisi : 

- Nama, lokasi bank & pihak 
pengaknisisi 
Alasan bank & pihak pengakuisisi 
Lap. Keu. 3 tho terakhir 

Peogumuman Ringk. Akus:JsJ 
30 bari sebelum RUPS 

102 

2 snrat kabar yang beredar 
luas 
14 stbelum RUPS, pada 
pegawai bank 

1 
Rancangan akuisisi dan lmnsep 
akta akuisisi teJab disetujui oleb 
RUPS bank dan pihak pengakuisi!i 

l 
Persetujuan atau. 
Penolakan BI (30 bari) 

1 Jumlab sabam yang akan dibeli 
Komposisi sa bam setclah akuisisi 
Perkiraan waktu akuisisi 

( AliTA AKUISISI ] 

Tabel 8 : Akui.sisi Bank Umum Konvensional 
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B .Tahap Konversi 

Setelah akuisisi selesai dilaksanakan, maka proses konversi dapat dilakukan. 

Rencana konversi, harus dicantumkan dalam rencana bisnis bank. Konversi harus 

mendapatkan persetujuan dari Gubemur Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin 

konversi, maka bank harus me!engkapi persyaratan untuk melengkapi dokumen­

dokumen sebagai berikut : 

a. Anggaran dasar bank, 

b. Rancangan akta perubahan anggaran dasar, dimana harus tercantum 

penegasan bahwa bank melakaanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah dan adanya penempatan Dewan Pengawas Syariah beserta tugas­

tugasnya, 

c. Notulen RUPS 

d. Data betupa : 

1. Daftar calon pernegang saham berikut rincian besamya rnasing-masing 

kepamilikan saharn bagi bank berbentuk hukum Perseroan 

Terbatas!Perusahaan Daerah; 

ii. Daftar calon anggota berikut rlncia.n jumfah simpanan pokok dan 

simpanan wajib, serta datlar hibah bagi bank yang berbentuk hukum 

koperast; 

e. Dafta.r caJon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas 

Syariah; 

f. Rencana struktur organisasi dan susunan personalia; 

g. Rencana bisnis bank untuk talmn pertama yang paling kurang memuat 

i. Studi kelayakan mengenai peluang pasar perbankan syariah dan 

potensi ekonomi; 

ii. Rencana kagiatan usaba serta !angkah-langkah yang akan di!akukan 

dalam mewujudkan rencana dimaksud, dan 

iii. Proyeksi lapora.n keuangan selama 12 bulan yang dimulai sejak bank 

me1akukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, 

h. Reneana strategis jangka menengah dan panjang; 
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i. Pedoman manajemen resiko. rencana sistem pengendaiian intern dan 

rencana sistem teknologi infomtasi~ 

J. Sistem dan prosedur kerja; 

k. Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajihan bank terhadap nasabnh 

yang tidak bersedia menjadi nasabah bank berdasarkan prinsip syariah; 

I. Bukti kesiapan operasional, seperti Nomor Polrok Wajib Pajak (NPWP) 

dan Tanda Daftar Perusahaan (1DP). 

Baak Indonesia perlu melakukan penelitian mengenai Tingkat Kesehatan 

Baak dan melakukan Fit and Proper leSt teJbadap Direksi, Komisaris dan Dewan 

Pengawas Syariah bank sebagai syarat untuk mernberikan izin konversi. Persetujuan 

terbadap penolakan izin konversi paling lambat dalam jangka wokto 60 (enam puluh) 

hari serelab dokumen permohonan diterima secara lengkap. 

Selain itu rencana konversi ini wajib untuk diumurnkan ke dalam surat kabar 

yang memilild peredaran nasional. Baak Indonesia perlu melokukan penelitian 

mengenai Tmgkat Kesehatan Bank dan melokukan Fit and Proper Test terhadop 

Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah baak sebagai syarat untuk 

memberikan izin konversi. Persetujuan terhadap penolakan izin konvcrsi paling 

lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan 

diterima secara tengkap. Kemudian rencana konversi ini juga harus dilaporkan paling 

lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan. Serta wajib melaporkan kondisi 

keaangannya setelab paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelakaanaan 

lzin konversi berloku sejak tanggal persetujuan perubahan angganm dasar atau 

okto pendirian oleh instansi betwenang atau berlaku sejak tanggal pendaflaran akta 

perubahan anggatan dasar dalam daftar perusahaan, jika perubeban anggaran dasar 

tidak memerluk.an persetujuan instansi berwenang 

Pelistiwa atau perbuatan hukum pemisahan atau Spin Off merupakan upaya 

suatu Unit Usaha dalam membentuk dan membangun badan hukum atau entitas 

tersendiri, di mana badan hukum tersebut dipersamakan dengan manusia, yakni 

sebuah subjek hukum. Subjek hukum memiliki hak dan kuwajiban, hak yang dopat 

ditagihnya setelah kewajibennya dilaksanakan terlebih dahulu. Badan hukum sebagai 
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subjek hukum berarti badan hukum memilJki hak dan kewajiban yang sama dengan 

manusia sebagai subjek hukum. Sehingga dengan kata lain, badan huk:um sebagai 

subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukumnya tersendiri yang dilaksanakan 

oleh organ-organnya. 

Menurut Otto von Gierke, pengagas Teori Orgaan, Badan hukum merupakan 

suatu organisme yang rii~ yang bidup dan belrerja seperti manusia biasa. Menurutnya 

badan hukum menjadi suatu "verbandpersoblich keil", yaitu suatu badan yang 

mernbentuk lrehendakuya dengan perant.araan alat-alat atau organ-organ badan 

tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang 

mengucapkan lrebendukuya dengan perant.araan mulutnya a!Au dengan perantaraan 

tangannya jika kebendak itu ditulis diatas kertas. Yang rnereka putuskan adalah 

kahendak dati badan hukum. Kemudian yang menjadi tujuan dari badan hukum 

tersebut menjadi kolektivitas, terlepas dati individu. Berfungsinya badan hukum 

dipersomakan dengan fungsinya manusia". 

Dengan dilaksanakannya Spin OjJ. maka badan hukum basil pemisahan dapat 

melakukan perbuatan hukum sendiri, terlepas dati badan hukum sebelumnya. 

Perbuatan hukum merupakan perbuatan dari subjek hukum. Perbuatan hokum adalah 

setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu holeh dianggap 

menjadi kehendak dati yang melakukan perbuatan itu". Perbuatan hokum dapat 

dibagi menjadi dua yaitu : perbuatan hokum bersegi satu dan perbuatan hukum 

bersegi dua. 

Perbuatan hukurn bersegi satu adalah setiap perbuatan yang berakibat hukum 

dan akibat hukum ditimbuikaa oleh kehendak satu subjek hukum, yaitu satu pihak 

saja. Sebagai conroh adalah perbuatan yang termakaud dalam pesall32 KUHPerdata. 

Pasal ten;ebut menyebutkan setiap islri berbak melepaskan hakuya atas persatuan. 

Perbuatan hukum yang diJakukan oJeh istri mentpa.kan perbuatan hukum bersegi satu, 

karena hanya berdampak pada dirinya sendiri~ yaitu sang istri. 

fl Chidir Ali, Badan .Hokum, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 32-33 
Mlbid 
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Sedangkan perbuatan hukum bersegi dua adalah setiap perbuatan yang akibat 

hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua subjek hukum, yaitu dua pihak atau lebih. 

Sebagai contohnya adalah peljanjian. Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya lerhadap satu orang lain atao lebih. Perjanjian tidak bisa dibuat hanya satu 

pihak saja. Peljanjian membutuhkan dua pihak atau lebih. Sehingga petjanjian 

merupakan perbuatan yang akibat hukumnya memang ditimbulkan dan dikehendaki 

oleh pera pihak. Perbuatan pemisahan atau Spin Off merupakan kehendak dan 

keinginan dari pihak yang barasal dari badan hokum iru sendiri maupun alas 

kehendak dari luar, misalnya adanya peraturan yang be.-sifat wajib. 

Pertumbuhan Perbankan Syariah itu sendiri, dimulai dengan beadirinya Bank 

Muarnaiai lndoneaia, yang kemudian resmi beroperasi pada I Mei 2002. 

Beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, dapat dikatakan, membawa angin segar di 

bidang perbankan. Yang kemudian banyak bennunculan bank-bank konvensional 

lainnya. Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, banyaknya Perbankan 

Syariah dikarenakan krisis moneter yang melanda Indonesia pada rabun 1997. Pada 

saat itu banyak Perbankan Konvensional yang mengalami kerugian akibat negative 

spread. Kondisi pada wak:tu tersebut perbankan konvensional dikenakan kewajiban 

untuk membayar bunga deposito yang sangat tinggi (pada tahun 1997 pemah 

mencapai 62%) sedangkan di satu sisi bunga kredit (baik untuk kredit baru maupun 

kredit yang sadang beJjalan) hanya dapai dibebani bunga yang lebih rendah dari 

bunga deposito. Selain itu banyak bermunculan kredit-kredit bermasalah yang tidak 

menghasilkan bunga sebingga berakibat tirnbulnya non-performing loans.8s 

Sehingga banyak perbankan konvensional yang teriikudiasi. 

Narnun bakan banya ito saja yang menjadi alasan unfllk masuk dalam 

perbankan syariah. Dalam menjalaakan operasionalnya, Bank Umum Syariah 

menjalankan 2 (dua) fungsi sekaligus yakni fungsi sebngai badan usaha (lamwil) dan 

IS Sutan Remy, Perbankan Islam dan Kedudukarutya Oalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. him. 
20 
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badan sosial (maa/)86
• Fungsi sebagai badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam 

beberapa fungsi yakei : 

I. Manajer Investasi 

Bank Umum Syarlah melakekan penghimpunan dana dari para 

lnvestor/nasahaimya dengan prinsip wadi'ah yad (titipan), madharabah 

(bagi basil) atau ijarah (sewa). 

2. Investor 

- Bank Umum Syarlah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan 

investasi deogan prinsip bagi basil, jual beli atau sewa. 

3. Penyedia jasa keeangan dan Pelayanan jasa keuangan 

- Jasa keuangan yang diberikan oleh Bank Umum Syarlah berpegang pada 

prinsip waka/ah (pemberian mandate), kafalah (bank garansi), hiwalah 

(pengalihan butang), rahn (jarninan utang atau gadai), qardh (pinjaman 

kebijakan untuk dana talangan), sharf Qual beli val uta asing). 

Kemudian aehagai badan sosial, Bank Umum Syarlah memiliki fungsi sebagai 

pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sadaqah 

(ZIS) serta penyaluran qardhu/ hasan (pinjarnan kebajikan). 

Kehadinln Bank Umum Syarlah dalam perbankan nasional telah membarikan 

darnpak yang positif. Kehadirannya telah memberikan tambahan bagi sistem 

perbankan Indonesia, sehingga dalam perbankan nasional terdapat dua. sistem 

perbankan atau dual banking system. Bank Umum Syarlah mulai diperkenalkan oleh 

pemerintah pada tahun 1992, dengan istilah bagi basil. Kemudian setelah tahun 1998 

petkambangannya mulai meningkat. Terutama dengan diundangkannya berbagai 

macam pengatunm rnengenai Perbankan Syariah sampai dengan unit usaha syariah. 

Pada awalnya masyarakat hanya mengenal Bank Umum Konvensional, bank 

dengan prinsip syarlah belum dikenaL Kemudian seiring dengan perkembangan 

wak:tu dan pemikiran manusia. mulaitab dibentuk atau diciptakan suatu sistem 

perbankan barn yang dikenal dengan Perbankan Islam atau Syarlah. Perkernbangan 

"Ascatyadan Diana Yumanita, Bank Syariah;Gambanm Umum. Bank Indonesia, him. 13. 
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sistem yang terjadi dalarn kehidupan manusia dikaji melalui suatu paham yang 

dikenal dengan Sociological Jurisprudence. 

Sociological JurispTUdence memfokuskan diri pada pembuatan hukum dan 

prinsip-prinsipnya dan pemberlakukan secara efektlf pada rnasyarakat. Paham ini 

harus berjalan seiring dengan perubahan masyarakat". Sistem syariah pada 

perbankan merupakan sesuatu yang baru dalam sisrem perbankan Indonesia. Syariah 

muncul ke permukaan, karena memberlkan kanntungan dan man fitat bagi masyarakat. 

Kemuneulan ini belum didukung oleh pengaturan yang balk, sebingga memberikan 

permasalahan retsendiri bagi penggananya. Dalam bel ini perkembangan dalam 

masyarakal belum dapat diirnbaagi. 

Namun pada tahun 2009 perkembangan pengaturan mengenai syariah mulai 

banyak diperkenalkan. Sehingga menjadi acuan dan padoman bagi penggunanya. 

Pengaturan ini melihat bahwa Ielah berfimgsi dan beroperasinya syariah di dalam 

maasyarakat. pasti lab mernbutubkan suatu pelunjuk dan pedoman tertentu. Gunanya 

adalah untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum, terutama sistem perbankan 

serta untuk menghindari terjadinya konflik-konflik dalam masyarakal. 

Selain itu dalam ilmu sosial jugs berkembang paham yang diberi nama 

Sociology of Law. Paham tersebut menitikheratkan pada masyamkat. Sedangkan 

hukum menjadi variabel dalmn masyarakat bersama-sama dengan variabel lainnya88. 

Perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam masyarakat harus diimbangi 

dengan penerapan dan pelakaanaan hukom yang baik. Hukam bersanding dcngan 

masyarakat. 

Selain hukom harus melihat masyarakat serta dinamika yang terjadi dalam 

masyarak.at. Pemahaman tersebut juga harus didukung denga.n pendptaa.n hukum 

yang balk. Dalam bel ini bukom sebagei peraturan yang berlaku dalam masyarakat. 

Sebagai alat control terhadap perilaku manusia namun tidak sifat yang mengekang 

atau melarang perbuatan manusia. Namun lebih kepada mernbatasi perbuatan 

t1 Antonius Cahyadi dan E. Femando M. Manullan, Pengantar ke Filsafat Hukum, : Jakarta:Kencana 
Prenada Media Group, 2007. hlm. 120..12 I. 
ulbld 
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manusia dengan konsepsi bahwa apa yang dUakukan oleh satu manusia jangan 

sampai mengganggu hak manusia lainnya. 

Un!Uk itu diperlukan hokum yang mengerti ten!ang manusia. Artinya hukum 

harus dibuat untuk mengukomndir permasalahan tersebut. Pandangan yang seperti ini 

dapat diakomodir dalam suatu paham Positivisme. Positivisme menunjukkan pada 

sebuah sikap ato\1 pemikiran yang meletalckan pandangan dan pendekatannya pada 

suatu89
• Posltillisme dalam hukum melibat bukum adalah suatu fakta bahwa bukum 

diciptakan dan diberlukukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarukat yang 

mempunyai kewenangan-kewenangan untuk membeat hukum. Sedangkan begi 

paham ini sendiri, yang dimukandkan dengan hukum adalah norma-norma yang 

diciplllkan ato\1 bersumber peda kewenangan yang formal ato\1 informal dari lembaga 

yang berwenang un!Uk itu atau Iemhaga pemerintahan yang tertinggi, dalam sebuah 

komunitas polilik yang independen. Berdasarkan pada paham ini, hukum 

digarnberkan pada dua perianyaan besar yakni apakah hukum itu dan apukah hukum 

yang balk itu?"'. 

Apakah hukum itu menyangkut sebaah usaha untuk menerangkan hukum 

secara factual yang eda dalam manusia. Selain itu merupal!an sebuah usaha untuk 

mengidentif!kasi dan menganalisis karakteristik dasar, struktur dasar dan prosedur 

serta konsep serta prinsip yang rnendaseri keberadaan sebuah hokum. Kernudian 

hukum yang balk itu adalah hukum yang memenuhi tujuan yang ingin dicapai dari 

adanya hokum dan juga hukum yang secara procedural normative memenuhi 

terciptanya sebuah hukum. 

Pengaturan mengenai Perbankan Syariah yang didalamnya mencakop unit 

usaha syariah, merupukan hukum yang dibuat pada suatu. Suatu itu adalah adanya 

kenyataan dan fukta bahwa dalam kehidupan masyarakat telah berkembang suatu 

pemahaman bahwa telah beredamya mengenai syariah. Oleh karena pemilik 

wewenang dan kekuasaaan tertinggi, dalam hal ini pemerintah, berwenang dan 

berkewajiban untuk mengeluarkan dan mengundangkan ketentua.n mengenai syariah. 

99 Ibid. him 58. 
to Ibid. him 59. 
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Tentunya hu.kwn yang baik harus mendasarkan pada norma~norma, prinsip­

prinsip serta harus dapat mengidentifikasi dan menganalisis karakter dasar dari suatu 

hukum. Selain ilu agar dapat be!jallln dengan baik maka horns memperhatikan 

prosedur-prosedW' normative sebagai 1angkah untuk memenuhi tercipatnya sebuah 

hukum yang baik. 

Menurut Bentham, hukum hanya dapat diidentifikasi dan digarnbatkan 

herkaitan dengan lllkta·fakta hukum yang re1evan yang mengikutsertakan hal-hal 

yang herkenalln dengan proses penciptaan hokum den peluksanaannya olch orang­

orang daiam posisi memilild ke!ruasaan dan control dalam masyarakat. Lebih laojut 

Bentham herpeodapat hahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat mernenuhi 

prinsip memaksimalkan kchahagialln dan meminimalkao msa sakit dalam 

masyarakat"'. 
Pemturan, daiam hal ini Undang-undang, diciptakao olch orang-orang yang 

memiliki kekuasaan dan control dalam masyarakat. Dalam penciptaannya undang­

undang heros helkaitan dengan faJcta.fakta bukum yang kemudian digabungkan 

dengan fllkta.fllkta faktualnya, yaknllllkta yang terdapat dalam masyarakat. Sebingga 

hukum yaog tetcipta dao tetbentuk daiam masyntukat merupakan cenninao dari 

kondisi factualnya. 

Penciptaan hukum tersebut horns dapat meminimalkan rasa saki! dan 

memaksimalkao kebahagiaan. Negara, pemerintah, harus dapat menciptakan kondisi 

negarn kesejahternan. 

tl Ibid. hlm 63. 
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2. Permasalabao yang timbul sehubungan dengan penerapan Spin 

Off 

Sebagaimana telah diuraikan rnengenai proses pemisahaan di atas, maka 

pennasalahan yang timbul adalah 

a. Pennodalan 

Modal yang barus ditniliki unit usaha syariah dalam rangka pemisahan adalah 

minimal sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah). Sedangkan 

modal untuk pendirlan unit usaha syariah edalah sebesar Rp. 100.000.000,­

(Seratus Milyar Rupiah). Hal tersebut rnerupakan perbandingan yang jauh. 

Bank Urnum Konvensional diberikan waktu selama 15 (Lima Belas) tahun 

kesempatan untuk menaikkan pennodalan unit usaha syariah. Sedangkan 

menurul pengamatan penu6s, pennodalan antam syariah dengan bank umum 

konvensional dibedakan menjadi dua. Karena secara prlnsip baik syariah 

dengan knnvensional tidak dapat digabung mengingat perbedaan system. 

Pennodalan yang ditetapkan oleh peraturan dapat saja terpenuhi apahila 

digahung, namun jika sebalikaya terjad~ maka belum tentu unit usaha syariah 

dapat memenuhinya. Sedangkan menurut undang-undang yang berlakn, dalam 

hal ini Peraturan Bank Indonesia, tidak menjelaskan apakah bank umum 

knnvensional dimana unit usaha syariah tersebut bemaung diperbolehkan 

untuk memhantu. Namun dalam penjelasannya hanya menyebutkan bahwa 

asset berupa tanah dan gedung dapat digunakan sebagai setoran modal. Jika 

dicermati hal ini juga tidak akan membantu banyak. Karena bank umum 

syariah yang nantinya akan berdiri belum tentu memiliki asset yang bisa 

rnancukupi atau rnungkin tidak sampal setengalmya untuk menutupi 

kakurangan modal. Andaikan saja, terdapat suatu peraturan yang mengatur 

untuk memperbolehkan atau tidak rnelarang adonya bantuan dari bank umum 

konvensionalnya, dalam rangka pemenuhan moda1 bagi pendi.rian bank umum 

syariah. 
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b. Belum ada pengaturan tersendiri mengenai pemisaban atau Spin Off 
Pemisaban atau Spin off berada pada dua bidang yakni, perusabaan dan 

perbankan. Pada satu sisi harus mengikuti pemturan yang mengatur mengenai 

perusabaan dan di sisi lainnya tunduk kepada peraturan perbankan. Hal ini 

dimungkinknn untuk teljadi karena badan hukum suatu bank diwajibkan 

berbentuk Perseroan Terbatas. Kedua pengaturan ini saling melengkapi. Sarna 

seperti pennasalaban mengenai pemisaban atau Spin Off. Dalam UU PT, 

mengenai pennasalaban peruiaaban atau 8pin Off belum diatur secara 

mendetil. Sedangkan sabaliknya dalam perbankan melalui peraturan Bank 

Indonesia maupun undang-undang Perbankan Syariab, pemisaban sudab 

diatur. Namun ini akan menjadi halangan bagi perseroan terbatas yang akan 

melaknkan pemisaban mengingat hal ini belum diatur. Oleh karenanya 

pengaturan dati kedua sisi perlu dilaksanakan. Pengaturan secara menyeluruh 

aknn membantu pelakn usaba dalam menjabtukan kegiatannya dan untuk tetap 

pada jalutnya. 

e. Masalab sumber daya manusia 

Permasalahan sumber daya manusia merupakan sa1ah satu yang penting. 

Tanpa kebadiran sumber daya yang baik makn operasional Bank Umum 

Syariab tidak akan dapat beljalan dengan efektif. Pembeotukan suatu badan 

hukum tentunya hams diduknng dengan sumber daya manusia yang baik dan 

cakap. Hal inilah ymg menghambat proses pernisaban, seperti yang dialami 

oleh Bank BNI yang akan melaknkao pemisaban. Menurut Bank BNI 

pennasa!ahan sumber daya manusia muiai dari tingkat karyawan hingga 

jajaran direksi membutuhkan knjian hukum dan proses administrasi yang 

tidak sederhana. Babkan, karena persoalan ini, kini BNI tidak berani 

menetapkan secrua persis waktu peluncuran BUS BNI tersebut92
• 

91 Spin BNl Terganjal Masalah SDM., www.kontan.eo.id/index.php!Keuangan/news. tanggal7 Juni 
200?. 
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Berdasarkan basil pemaparan pada bab sebelumnya, maka di dapat 

kesimpulan sebagai berilrut : 

1. Pelaksanaan Pemisahan atau Spin Off di Indonesia, mensyaratkan untuk 

tunduk kepada penrturan di bideng perneroan terbatas den di bidang 

perbankan. Terbadap badan hukumnya tunduk kepada Undeng-undeng 

Perseroan Terbalas. Dalam Undang-undeng rersebut diatur mengenai prosedur 

Pemisaban alan 8pin Off dilibat dari sudut pandang pengambilan keputusan 

pemisaban atau 8pin Off alan dapat disebut dengan pra pemisaban atau pra 

8pin Off. Keputusan untuk menjalankan pemisabann atau Spin Off terlebih 

daludu mendapat pelllOIUjuan dari seiuruh pemegang sabam. Namun sebelum 

keputusan itu diambil, peugurus perneroan diberikan kewajiban untuk 

memberitahukan terlebih dahulu rencana tersebut balk kepada pemegang 

saham maupun kepada pibak-pibak lain yang berkepentingan. Pengurus 

perseroan memberikan wuktu begi para pibak termasuk pemegang saham den 

pihuk m yang merasa keberatan untuk mengajukan keberatan. RUPS harus 

memperhatikan kapentingan para pihak. Artinya pemisaban atau Spin Off 
tidak boleh mengganggu atau merugikan kepentingan para pihak. seperti 

pemegang saham minoritas, kreditur ataupun debitur den pihak Ill. 

Setelah persyaratan dalam UUPT terpenubi maka berlanjut kepada proses 

pemisaban a1au 8pin Off itu sendiri. Proses tersebut diatur dalam Peraturan 

Bauk Indonesia yang mensyaratkan bahwa pemisaban atau 8pin Off dapat 

dilaksanakan apabila nilai aset UUS telah mencapal50 % (lima pulub persen) 

dari total nilal aset BUK induknya, atan paling lambat IS (lima belas) tahun 

sejak berlakunya undang-undeng Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbaukan 

Syariah. 

Dalam Peraturan Bauk Indonesia Tenlang Unit Usaha Syariah 

memberikan pilihan pemisaban atau 8pin Off yang dapat dilaksanakan oleh 
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Bank Umwn. Pilihan tersebut yaitu mendirikan Bank Umum Syariah baru 

atau Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah 

Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umwn Syariah atau 

Mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepnda Bank Umum 

Syariah yang telah ada. 

Pendirian Bank Umum Syariah baru dilakaanakan dengan mematuhi 

persyaratan yang ditetepkan oleh Bank Indonesia guna memperoleh izin 

prinsip dan izin usaba. izin Prinsip merupakan izin untuk melakukan 

persiapan pendirian bank, sedangkan izin nsaha adalah izin yang diberikan 

nntuk melakakan kegiatan nsaha bank setelah persiapan pendirian bank selesai 

dilaknkan. Selain mempersiapkan dokumen-dokumen yang dlperlukan untuk 

memperoleh izin texsebut, Bank Indonesia melakakan uji kemampuan dan 

kepatutan (fit and proper test) le!:bndap pemegang saham pengendali, calon 

dewan komisaris dan calon dewan dlreksi serta Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) opabila terjadl perubahan. 

Bank yang telah memperoleh izin-izin tersebut dnd Bank Indonesia, dalam 

jangka waktu paling lnmbat 60 (enam pnlnh) hari sejak izin nsaha diberikao 

dlwajibkan untuk melakakan kegiatan nsaha perbankan syariah. Serta paling 

lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelakaanaan operasional Wl\iib memberikan 

lapornn mengenai pelakaanaan kegiatan usaha tersebut kepada Bank 

Indonesia. 

Apahila pemisahan atau Spin Off dilakukao dengan menggnnakan pilhan 

yang kedua maka ade lahapan-tahapan yang barus dilakaanakan. Sebelum 

melakakan pemisahan atau Spin (Iff; Bank Umum Konvensional yang 

rnemiliki Unit Usaha Syoriah terlebih dahulu melakuken akuiaisi tehadep bank 

umum konverulional Jain. Setelah pennohonan akuisisi disetujui oleh Bank 

Indonesia dan telah menjadi Akta Akuisisi, maka tahapan selanjutnya adalah 

melak:ukan permohonan untuk melakukan konversi bank umum konvensional 

menjadi bank umum syariah. Persetujuan dnd seluruh pemegang saham 

diperlukan dalam rnngka terlakaananya akuisisi dengan baik. Selain itu 

pelakaanaan akuisisi barus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan 

pihak ill. Setelah disetujui untuk dilakakan akuisisi dan telah dlbualkan akta 
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akuisisinya, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan konversi dari bentuk 

bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. 

Konversi ini di!akukan dengan cam mengajuknn pennohonan kepada Bank 

Indonesia yang disertai dengan dokumen pendukung sepertl anggaran dasar. 

Bank Indonesia juga uknn me!alrukan tahapan fit and proper test terbadap 

Direksi, Ko.rusaris dan Dewan Pengawas Syariab. Persetujuan terbadap 

permohonan tersebut diherikan paling lambat 60 (enam pulub) hari setelah 

dokumeo diterima secara langkap. Sete!ab berubah menjadi Bank Umum 

Syarialt, maka wajib melakukan pelaporan terbadap opemsional nsabanya 

paling lam bat I 0 (sepabab) bari setelah tanggal pelaksanaan. 

2. Permasalaban yang dihadap! oleh bank umum konvensional dalam 

melaksanakan pemjsaban atau Spin Off umumnya permasalaban internal. 

Permasalaban yang dibadapi adabab mengeoal pennodalan. Menurut PBI, 

UUS yang akan memjsabkan diri dan kernudian mendirikan badan bukum 

baru maka diwajibkan untuk me!alrukan modal disetor sebesar Rp. 

500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), untuk kernudian dalam waktu paling 

lambat 10 (Sepulub) Tabun dinalkkan menjadi Rp. 1.000.000.000.000 (Satu 

Triliun Rupiah). Perayaratan ini dirasa cuknp hera!, karena tldak semua UUS 

memiliki modal sedemildan besar. Namun Peratumn ini juga memberikan 

keriuganan berupa berupa penyetoran modaltidak barns berupa dana tunal. 

Penyetoran dana dapat dilakukan berupa tanab dan gedung yang akan 

digunakan sebagai uperasional BUS hasU pemjsaban. Selain itu penyatoran 

modal juga dapat dilakukan dengan cam menambab modal yang telah 

sebelunmya. Apabila UUS telah menyetor modal sebesar Rp. 200.000.000,­

(Dua Ratus Juta Rupiah) dan bendak me.rusabkan diri, maks banya menambab 

sebesar Rp. 300.000.000,- (l'iga Ratus Juta Rupiah) untuk mernenuhi 

persyaratan modal disetor sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta 

Rupiah). Kemudian permasalaban kedua yang dihadapi oleh Bank Umum 

Konvensional dalam palaksanaan pemjsaban atau Spin Off adalab mengenal 

sumber daya m.anusia. Ketika unit usaba syariab rnelepaskan diri menjadi 

sebuah badan hukum, maka akan dlbutuhkan sumber daya manusia yang 
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kompeten dalam jwnlah yang banyak. Permasalahan akan muncu\ apabila 

temyata sumber daya manusia yang ada tidak mencukupi. Maka pelayanan 

terbadap nasabah akan terganggu. Sehlngga pencarian dan perekrutan sumber 

daya manusia yang cakap dan kompeten dibidangnya menjadi salah salu 

permasalahan yang timbul. Kemudian permasalahan yang utama mengenai 

pemisahan atau SpinOff adalah mengenai pengaturannya itu sendiri. Terhadap 

pemisahan atau Spin Off yang dilakukan di sektor peibankau pengaturannya 

tidak terbatas pada UU Perseroan Terbatas, namun diatur juga didalam 

Peraturan Bank Indonesia. UU Perseroan Terbatas tidak mengatur secara 

terperinci mengenai prosedur pemisahan atau Spin Off. Dengan tidak 

diaturnya, maka akan menimbulkan kesulitan bagi perseroan untuk melakukan 

pemisahan terutama selain perbankau. Beruntung pada bidang perbankan 

terdapat Bank Indonesia yang te\ah mengeluarlcan pengaturan mengenai 

pemisahan, sebi.ngga perbuatan pemisahan mengacu pada peraturan tersebut. 

B. Saran 

Saran yang dBpat diberikan adalah : 

I. Diperlul:annya pengaturan yang lebih baik dan terintegrasi antara pemerintab 

sebagai pemilik kewenangan dengan Bank Indonesia sebagai regnlator pada 

bidang perbankan. lntegrasi diperlakan untuk meneegah teJjadioya 

penyelundupan hukum serta meocegah kelidakpestian hukum. Pengaturan 

mengenai pemisahan atau Spin Off yang dilakukan oleh perseroan terbatas 

perlu diatur secant lebih baik lagi. K.arena dalam UUPT tiak diatur secara detil. 

Dalam UUPT hanya diatur mengenai proses sebelum pemisahan, sedangkan 

mengenai prosesnya dan paska pemisahan belum diatur. Sehingga diperlukan 

pengaturan yang lebih bail<. 

2. Meskipun persyaratan mengenai permodalan dirasakan cukup tinggi,namun 

persyaratan ini diperlukan dalarn rangka penguatan bank tersebut dalam 

menyerap resiko. Hal ini sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia Guna 

memenuhl persyaratan yang diminta, pemerintab dan Bank Indonesia, yang 
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bertindak sebagai pemilik kewenangan memberikan insentif dan keringanan­

keringanan bagi bank umum syariab dan unit usaba syariab. Sehingga dengan 

insentif dan keringanan tersebut dapat menumbuhka.n perbankan syariab dl 

Indonesia. 
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